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KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamuôalaikum Warahmatullah Wabarakatuh. 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas 

seluruh limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 

Laporan Tahunan BBPOM di Banda Aceh Tahun 2021 

dapat diselesaikan. Teriring shalawat serta salam kami 

sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta 

keluarga dan para sahabat beliau.  

Laporan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban yang diamanatkan kepada 

BBPOM di Banda Aceh dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dalam mewujudkan Visi 

dan Misi Badan POM RI.  

BBPOM di Banda Aceh sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM RI  melaksanakan 

pengawasan dengan tiga strategi utama yaitu strategi pencegahan, strategi pengawasan dan 

strategi penindakan. Strategi pencegahan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan KIE, 

serta penyebaran informasi lewat berbagai media sehingga masyarakat menjadi konsumen 

yang cerdas. Adapun strategi pengawasan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan 

terhadap sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta pengawasan 

terhadap iklan Obat dan Makanan yang dimuat di media cetak dan elektronik. Strategi 

penindakan dilakukan dengan melakukan kegiatan intelijen untuk menelusuri dan 

menemukan sumber pemasok produk illegal dan melakukan penyidikan sampai ke 

pengadilan agar menimbulkan efek jera. Ketiga strategi tersebut dilakukan dengan tujuan 

agar masyarakat di wilayah Provinsi Aceh mendapatkan produk Obat dan Makanan yang 

aman,  bermanfaat dan bermutu. 

Peningkatan beban kerja serta kompleksnya permasalahan pengawasan Obat dan Makanan 

perlu diimbangi dengan perkuatan institusi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang 

konsisten, pemantapan sumber daya manusia yang profesional, serta dukungan sarana dan 

prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung keberhasilan 

pekerjaan dengan perkuatan sistem IT.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. GAMBARAN UMUM INSTITUSI 

1.1.1. Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 

2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan 

tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja 

masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam 

melaksanakan tugas ini, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi yang diuraikan dalam 

Pasal 4 Peraturan tersebut, yaitu : 

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan; 

c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas 

pelayanan kefarmasian; 

d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan 

Makanan; 

e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; 

f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; 

g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan; 

h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan 

penyidikan; 

i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber; 

k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan; 

l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 
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m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan 

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

 

1.1.2. Visi Dan Misi  

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Banda Aceh berpedoman pada Visi dan Misi Badan POM RI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI  

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan 

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan 

gotong royong. 

 

MISI  

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan 

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam 

rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia; 

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan 

dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun 

struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian 

bangsa; 

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta 

penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah 

pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan 

bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk 

memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan. 
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1.1.3. Budaya Organisasi  

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan 

diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai 

luhur yang hidup dan tumbuh  berkembang dalam organisasi menjadi semangat bagi 

seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan memperhatikan tantangan dan perubahan lingkungan strategis, berpedoman 

pada Rencana Strategis dan Grand Strategi Badan POM RI, pelaksanaan Pengawasan 

BUDAYA ORGANISASI  

1. Profesional 

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektifitas, ketekunan dan 

komitmen yang tinggi. 

2. Integritas 

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi 

nilai-nilai luhur dan keyakinan. 

3. Kredibilitas  

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan 

internasional. 

4. Kerjasama Tim 

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. 

5. Inovatif  

Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi 

terkini. 

6. Responsif/ Cepat Tanggap 

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah. 
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Obat dan Makanan dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi, dengan menerapkan 

budaya organisasi sebagai mesin pendorong peningkatan kinerja sumber daya 

manusia. 

 

1.1.4. Kegiatan Utama  

Indikator Kinerja Utama BPOM selama 5 tahun ke depan (2020-2024) adalah : 

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan 

aman dan bermutu di masingïmasing wilayah kerja UPT 

6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan 

pengawasan Obat dan Makanan 

7. Indeks kepuasan masyarakat atas Jaminan Keamanan Obat dan Makanan 

8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM 

9. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh 

10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi 

yang dilaksanakan 

11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan 

12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 

13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 

16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman 

17. Jumlah desa pangan aman 

18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya 

19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 

20. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 

21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 

22. Indeks RB BBPOM di Banda Aceh 
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23. Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh 

24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh 

25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar 

GLP 

26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal 

27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh 

28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh 

 

1.1.5. Kegiatan Prioritas Tahun 2021  

Berdasarkan Kegiatan Utama di atas, BBPOM di Banda Aceh menyusun Kegiatan 

Prioritasnya untuk tahun 2021, sebagai berikut : 

Tabel 1. Rencana Kinerja tahun 2021 BBPOM di Banda Aceh 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA  TARGET  

(1) (2) (3) (4) 

1. 

 

 

Terwujudnya Obat dan 

Makanan yang memenuhi 

syarat di wilayah kerja 

BBPOM di Banda Aceh 

Persentase Obat yang memenuhi syarat 83,6 

Persentase Makanan yang memenuhi 

syarat 
80,0 

Persentase Obat yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan 
86,0 

Persentase Makanan yang aman dan 

bermutu berdasarkan hasil pengawasan 
72,0 

2. 

Meningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap 

keamanan dan mutu Obat 

dan Makanan di wilayah 

kerja BBPOM di Banda 

Aceh 

Indeks kesadaran masyarakat (awareness 

index) terhadap Obat dan Makanan 

aman dan bermutu di masingïmasing 

wilayah kerja UPT 

75 

3. 

Meningkatnya kepuasan 

pelaku usaha dan  

 Masyarakat terhadap 

kinerja pengawasan Obat 

dan Makanan di masing ï

masing wilayah kerja 

BBPOM di Banda Aceh 

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap 

pemberian bimbingan dan pembinaan 

pengawasan Obat dan Makanan 

87 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

Jaminan Keamanan Obat dan Makanan 
75 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 

Layanan Publik BPOM 
86,75 

Indeks Pelayanan Publik Balai Besar 

POM di Banda Aceh 
3,51 

4. 

Meningkatnya efektivitas 

pemeriksaan sarana obat 

dan makanan serta 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil 

Inspeksi sarana produksi dan distribusi 

yang dilaksanakan 

86 
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pelayanan publik di masing 

masing wilayah kerja 

BBPOM di Banda Aceh 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan 

47,1 

Persentase keputusan penilaian 

sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 
88 

Persentase sarana produksi Obat dan 

Makanan yang memenuhi ketentuan 
48 

Persentase sarana distribusi Obat dan 

Makanan yang memenuhi ketentuan 
60 

5. 

Meningkatnya efektivitas 

komunikasi, informasi, 

edukasi Obat dan Makanan 

di masingïmasing wilayah 

kerja BBPOM di Banda 

Aceh 

Tingkat efektifitas KIE Obat dan 

Makanan 
73 

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan 

Anak Sekolah (PJAS) Aman 
40 

Jumlah desa pangan aman 13 

Jumlah pasar aman dari bahan 

berbahaya 
9 

6. 

Meningkatnya efektivitas 

pemeriksaan produk dan 

pengujian Obat dan 

Makanan di masingï

masing wilayah kerja 

BBPOM di Banda Aceh 

Persentase sampel Obat yang diperiksa 

dan diuji sesuai standar 
86 

Persentase sampel makanan yang 

diperiksa dan diuji sesuai standar 
85 

7. 

Meningkatnya efektivitas 

penindakan kejahatan Obat 

dan Makanan di masingï

masing wilayah kerja 

BBPOM di Banda Aceh 

Persentase keberhasilan penindakan 

kejahatan di bidang Obat dan Makanan 
84 

8. 

Terwujudnya tatakelola 

pemerintahan BBPOM di 

Banda Aceh yang optimal 

Indeks RB BBPOM di Banda Aceh 91 

Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh 85 

9. 

Terwujudnya SDM 

BBPOM di Banda Aceh 

yang berkinerja optimal 

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di 

Banda Aceh 
77 

10. 

Menguatnya laboratorium, 

pengelolaan data dan 

informasi pengawasan obat 

dan makanan 

Persentase pemenuhan laboratorium 

pengujian Obat dan Makanan sesuai 

standar GLP 

81 

Indeks pengelolaan data dan informasi 

BBPOM di Banda Aceh yang optimal 
2 

11. 

 

Terkelolanya Keuangan 

BBPOM di Banda Aceh 

secara Akuntabel 

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di 

Banda Aceh 
94 

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran 

BBPOM di Banda Aceh 
96 
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1.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala BBPOM di Banda Aceh 

menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Banda Aceh tahun 2020-2024 dan 

DIPA BBPOM di Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah anggaran 

sebesar Rp 40.091.845.000 (Empat puluh milyar sembilan puluh satu juta delapan 

ratus empat puluh lima ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang 

seharusnya terwujud pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan 

sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau 

seharusnya dicapai oleh BBPOM di Banda Aceh. 

Perjanjian Kinerja BBPOM di Banda Aceh adalah lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM 

RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala BBPOM di Banda 

Aceh untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis BBPOM di Banda 

Aceh Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja BBPOM di Banda Aceh tahun 2021 dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BBPOM di Banda Aceh Tahun 2021 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA  TARGET  

(1) (2) (3) (4) 

1. 

Terwujudnya Obat dan 

Makanan yang memenuhi 

syarat di wilayah kerja 

BBPOM di Banda Aceh 

Persentase Obat yang memenuhi syarat 83,6 

Persentase Makanan yang memenuhi 

syarat 
80,0 

Persentase Obat yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan 
86,0 

Persentase Makanan yang aman dan 

bermutu berdasarkan hasil pengawasan 
72,0 

2. 

Meningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap 

keamanan dan mutu Obat 

dan Makanan di wilayah 

kerja BBPOM di Banda 

Aceh 

Indeks kesadaran masyarakat (awareness 

index) terhadap Obat dan Makanan 

aman dan bermutu di masingïmasing 

wilayah kerja UPT 

75 

3. 

Meningkatnya kepuasan 

pelaku usaha dan  

 Masyarakat terhadap 

kinerja pengawasan Obat 

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap 

pemberian bimbingan dan pembinaan 

pengawasan Obat dan Makanan 

87 

Indeks kepuasan masyarakat atas 75 
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dan Makanan di masing ï

masing wilayah kerja 

BBPOM di Banda Aceh 

Jaminan Keamanan Obat dan Makanan 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 

Layanan Publik BPOM 
86,75 

Indeks Pelayanan Publik Balai Besar 

POM di Banda Aceh 
3,51 

4. 

Meningkatnya efektivitas 

pemeriksaan sarana obat 

dan makanan serta 

pelayanan publik di masing 

masing wilayah kerja 

BBPOM di Banda Aceh 

 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil 

Inspeksi sarana produksi dan distribusi 

yang dilaksanakan 

86 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan 

47,1 

Persentase keputusan penilaian 

sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 
88 

Persentase sarana produksi Obat dan 

Makanan yang memenuhi ketentuan 
48 

Persentase sarana distribusi Obat dan 

Makanan yang memenuhi ketentuan 
60 

5. 

Meningkatnya efektivitas 

komunikasi, informasi, 

edukasi Obat dan Makanan 

di masingïmasing wilayah 

kerja BBPOM di Banda 

Aceh 

Tingkat efektifitas KIE Obat dan 

Makanan 
73 

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan 

Anak Sekolah (PJAS) Aman 
40 

Jumlah desa pangan aman 13 

Jumlah pasar aman dari bahan 

berbahaya 
9 

6. 

Meningkatnya efektivitas 

pemeriksaan produk dan 

pengujian Obat dan 

Makanan di masingï

masing wilayah kerja 

BBPOM di Banda Aceh 

Persentase sampel Obat yang diperiksa 

dan diuji sesuai standar 
86 

Persentase sampel makanan yang 

diperiksa dan diuji sesuai standar 
85 

7. 

Meningkatnya efektivitas 

penindakan kejahatan Obat 

dan Makanan di masingï

masing wilayah kerja 

BBPOM di Banda Aceh 

Persentase keberhasilan penindakan 

kejahatan di bidang Obat dan Makanan 
84 

8. 

Terwujudnya tatakelola 

pemerintahan BBPOM di 

Banda Aceh yang optimal 

Indeks RB BBPOM di Banda Aceh 91 

Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh 85 

9. 

Terwujudnya SDM 

BBPOM di Banda Aceh 

yang berkinerja optimal 

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di 

Banda Aceh 
77 

10. 

Menguatnya laboratorium, 

pengelolaan data dan 

informasi pengawasan obat 

dan makanan 

Persentase pemenuhan laboratorium 

pengujian Obat dan Makanan sesuai 

standar GLP 

81 

Indeks pengelolaan data dan informasi 

BBPOM di Banda Aceh yang optimal 
2 

11. 

 

Terkelolanya Keuangan 

BBPOM di Banda Aceh 

secara Akuntabel 

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di 

Banda Aceh 
94 

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran 

BBPOM di Banda Aceh 
96 
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BAB II 

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN 
 

2.1. LINGKUNGAN EKSTERNAL 

2.1.1. Luas Wilayah Kerja  

 

4

Meulaboh

Calang

Blangpidie

Jantho

Tapak Tuan

Singkil

Karang Baru
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Kutacane
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Langsa

Lhokseumawe

Subulussalam

Sabang

Wilayah Kerja

1. Kab Aceh Tengah
2. Kab Benar Meriah
3. Kab Gayo Lues
4. Kab A.Tenggara

1. Kab.A Selatan
2. Kab. A Singkil 
3. Kota Subulussalam

 

Gambar 1. Peta Wilayah Kerja UPT BPOM di Provinsi Aceh 

 

Wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh adalah di Provinsi Aceh terletak antara 

01
o
58ô37,2ò ï 06

o
04ô33,6ò LU dan 94

o
57ô57,6ò ï 98

o
17ô13,2ò BT dengan ketinggian 

rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah sebelah Utara dan Timur 

berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi 

Sumatera Utara dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.  

 Pemerintahan di Provinsi Aceh dibagi ke dalam 18 wilayah Kabupaten dan 5 wilayah 

kota (total 23 Kabupaten/Kota) dengan luas wilayah 56.770,81 km². Seiring dengan 

perkembangan organisasi, untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan 

Makanan di Provinsi Aceh, maka dibentuklah 2 Loka Pengawas Obat dan Makanan 

(Loka POM) berdasarkan Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan di mana Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang 
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bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas 

teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. 

 Dengan terbentuknya 2 Loka POM tersebut, luas cakupan wilayah kerja BBPOM di 

Banda Aceh berkurang menjadi 34.843,91 km². Wilayah dalam cakupan pengawasan 

BBPOM di Banda Aceh menjadi 12 Kabupaten dan 4 Kota (total 16 Kab/Kota). Dari 

16 Kabupaten/Kota yang diawasi oleh BBPOM di Banda Aceh, 2 daerah merupakan 

daerah kepulauan terluar, yaitu Kota Sabang dan Kabupaten Simeulue.  Untuk Loka 

POM di Kabupaten Aceh Selatan, cakupan pengawasannya meliputi 3 Kab/Kota, 

yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulusalam. 

Untuk Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, cakupan pengawasannya meliputi 4 

Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten 

Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo Lues. 

 

2.1.2. Jumlah Kabupaten/Kota  

Jumlah wilayah dalam cakupan pengawasan UPT BPOM di Provinsi 

Aceh adalah sebagai berikut: 

Jumlah Kabupaten   : 18 

Jumlah Kota    : 5 

Jumlah Kecamatan   : 289 

Jumlah Gampong (Desa)  : 6.514 

 

2.1.3. Pola Transportasi UPT BPOM di Wilayah Kerja  

Untuk mencapai lokasi sarana, petugas BBPOM di Banda Aceh umumnya 

menggunakan transportasi darat (94%), selebihnya menggunakan transportasi laut 

(5%) dan udara (1%). Lokasi sarana yang dicapai dengan menggunakan transportasi 

laut yaitu Kota Sabang (Pulau Weh), sedangkan lokasi sarana yang dicapai dengan 

menggunakan transportasi laut dan udara yaitu Kabupaten Simeulue. 
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Gambar 2. Pola transportasi di wilayah kerja 

 

2.1.4. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja  

Rata-rata lama waktu perjalanan yang dibutuhkan menuju wilayah kerja 

Kapubaten/Kota di Provinsi Aceh adalah 14 jam. Perjalanan paling singkat dapat 

ditempuh selama 2 jam, misalnya dari Kota Banda Aceh ke Kabupaten Aceh Besar. 

Waktu tempuh terlama ke wilayah kerja dapat mencapai 25 jam. Data waktu tempuh 

perjalanan darat, laut, dan/atau udara yang dibutuhkan dalam satuan jam dari lokasi 

kantor UPT BPOM ke wilayah kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayah 

kerjanya dapat dilihat pada Lampiran 25. 

2.1.5. Waktu yang Diperlukan di Satu Wilayah Kerja  

Untuk melaksanakan pengawasan pada satu wilayah kerja diperlukan rata-rata waktu 

selama 7,5 jam. Panjang jalan menurut kabupaten/kota adalah 3.883,79 km dengan 

keadaan aspal 3.433,58 km, tidak diaspal 114,58 km, dan kondisi lainnya 335,63 km. 

Panjang jalan berdasarkan kondisi jalan adalah 1.948,58 km kondisi jalan baik, 

1.249,36 km kondisi sedang, 605,18 km kondisi rusak, dan 80,67 km kondisi rusak 

berat. 

2.1.6. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota  

Di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh tidak terdapat industri farmasi, industri obat 

tradisional (IOT), industri ekstrak bahan alam (IEBA), industri farmasi (IF) yang 

memproduksi suplemen kesehatan, industri obat tradisional (IOT) yang memproduksi 

suplemen kesehatan, maupun industri pangan (IP) yang memproduksi suplemen 

kesehatan. Sementara itu fasilitas sarana khusus unit tranfusi darah terdapat di 16 

kabupaten/kota yang ada di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh. 
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2.1.6.1. Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional ( UMOT)  

Jumlah sarana UKOT pada tahun 2021 di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh 

sebanyak 9 sarana yang  tersebar di 7 Kabupaten/Kota yaitu 2 sarana di Kota Banda 

Aceh, 1 sarana di Kabupaten Aceh Besar, 1 sarana di Kabupaten Pidie, 1 sarana di 

Kabupaten Aceh Utara, 2 sarana di Kabupaten Aceh Timur, 1 sarana di Kabupaten 

Aceh Jaya, 1 sarana di Kabupaten Aceh Barat. 

Jumlah sarana UMOT pada tahun 2021 di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh 

sebanyak 6 sarana yang  tersebar di Kota Banda Aceh 2 sarana dan Kabupaten Bireun 

4  sarana. 

2.1.6.2. Industri Kosmetik  

Jumlah sarana produsen kosmetik pada tahun 2021 di wilayah kerja BBPOM di 

Banda Aceh sebanyak 4 sarana yang  tersebar di Kota Banda Aceh 2 sarana, Kota 

Lhokseumawe 1 sarana dan Kabupaten Bireun 1 sarana. 

2.1.6.3. Industri Pangan  

Jumlah Industri Pangan yang telah mendapatkan registrasi MD yang berada di 

wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh sebanyak 59 sarana yang tersebar di 13 

Kabupaten/Kota.  

Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang ada di Wilayah kerja BBPOM di 

Banda Aceh sebanyak 1.102 sarana yang tersebar di 16 Kabupaten/Kota. Dari sarana 

IRTP tersebut, sebanyak 781 sarana sudah memiliki SPP-IRT dan 321 sarana belum 

memiliki SPP-IRT. Sarana IRTP terbanyak terdapat di Kabupaten Aceh Besar yaitu 

sebanyak 386 sarana (140 sarana sudah memiliki SPP-IRT), Kabupaten Aceh Barat 

sebanyak 119 sarana, Kabupaten Pidie sebanyak 84 sarana (63 sarana sudah memiliki 

SPP-IRT), Kabupaten Aceh Utara sebanyak 76 sarana, dan Kota Sabang sebanyak 73 

sarana. 

2.1.6.4. Sarana Distribusi  

Jumlah sarana distribusi obat, makanan dan pelayanan kefarmasian yang di wilayah 

kerja BBPOM Banda Aceh sebanyak 3.528 sarana yang tersebar di 16 

Kabupaten/Kota. Sarana tersebut terdiri dari 28 sarana Pedagang Besar Farmasi 

(PBF), 302 sarana Apotek, 262 sarana Toko Obat, 17 sarana Instalasi Farmasi 
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Kabupaten/Kota (IFK), 53 sarana Rumah Sakit, 252 sarana Puskesmas, 190 sarana 

Klinik, 139 sarana distribusi Obat Tradisional, 1.223 sarana distribusi Kosmetik, dan 

1.854 sarana distribusi Pangan Olahan. 

2.1.6.5. Jumlah SD/MI menurut Kabupaten/Kota  

BBPOM di Banda Aceh juga mempunyai peranan dalam pengawasan keamanan 

jajanan anak usia sekolah di wilayah Provinsi Aceh. Total jumlah Sekolah 

Dasar/Madrasyah Ibtidaiyah di Provinsi Aceh berdasarkan data dari Kemdikbud tahun 

2021 sebanyak 4.136 sekolah, dengan total siswa sebesar 809.393 jiwa. Data 

selengkapnya ditampilkan pada Tabel 3 mengenai jumlah sekolah serta jumlah Murid 

SD di Kabupaten/Kota. 

Tabel 3. Jumlah sekolah dan murid SD di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh 

No. 
KABUPATEN/KOT A Jumlah Sekolah SD Sederajat Jumlah Siswa SD Sederajat 

  N S JML  L P JML  

  TOTAL  3769 367 4136 189.764 174.098 809.393 

1 Kab. Aceh Barat 174 16 190 8.382 7.503 37.719 

2 Kab. Aceh Barat Daya 122 9 131 6.384 5.738 29.472 

3 Kab. Aceh Besar 248 18 266 15.899 14.424 68.453 

4 Kab. Aceh Jaya 112 6 118 4.67 4.307 22.462 

5 Kab. Aceh Tamiang 169 25 194 14.975 14.027 61.714 

6 Kab. Aceh Timur 318 21 339 23.116 21.233 87.461 

7 Kab. Aceh Utara 395 18 413 31.026 28.498 129.176 

8 Kab. Bireuen 279 11 290 17.332 15.793 81.729 

9 Kab. Nagan Raya 147 10 157 7.8 7.33 32.658 

10 Kab. Pidie 325 15 340 17.687 16.398 69.836 

11 Kab. Pidie Jaya 113 5 118 6.28 5.869 26.956 

12 Kab. Simeulue 118 10 128 5.079 4.53 21.409 

13 Kota Banda Aceh 83 24 107 12.55 11.439 58.07 

14 Kota Langsa 63 15 78 7.34 6.735 35.027 

15 Kota Lhokseumawe 63 21 84 9.239 8.486 38.461 

16 Kota Sabang 28 2 30 2.005 1.788 8.79 

Sumber : https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go 

 

 Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah tidak hanya dilakukan di 

tingkat sekolah dasar, namun juga ditingkat Menengah Pertama, dengan jumlah 4.136 

sekolah dan jumlah siswa 1.748.760 jiwa. Data selengkapnya ditampilkan pada Tabel 

4 mengenai jumlah sekolah serta jumlah murid SMP di Kabupaten/Kota. 
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Tabel 4. Jumlah sekolah dan murid SMP di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh 

No. 
KABUPATEN/KOTA  Jumlah Sekolah SMP Sederajat Jumlah Siswa SMP Sederajat 

  N S JML  L P JML  

  TOTAL  3769 367 4136 905.911 842.849 1,748.760 

1 Kab. Aceh Barat 60 52 112 3.245 2.984 6.229 

2 Kab. Aceh Barat Daya 66 45 111 2.872 2.517 5.389 

3 Kab. Aceh Besar 108 95 203 8.258 6.782 15.04 

4 Kab. Aceh Jaya 83 35 118 1.969 1.84 3.809 

5 Kab. Aceh Tamiang 52 27 79 6.436 6.309 12.745 

6 Kab. Aceh Timur 46 12 58 7.579 7.514 15.093 

7 Kab. Aceh Utara 72 60 132 12.943 11.837 24.78 

8 Kab. Bireuen 51 34 85 10.155 9.018 19.173 

9 Kab. Nagan Raya 38 18 56 3.012 2.624 5.636 

10 Kab. Pidie 36 9 45 7.694 6.877 14.571 

11 Kab. Pidie Jaya 28 12 40 2.795 2.453 5.248 

12 Kab. Simeulue 30 21 51 2.076 1.852 3.928 

13 Kota Banda Aceh 9 2 11 5.61 5.343 10.953 

14 Kota Langsa 23 22 45 3.431 3.102 6.533 

15 Kota Lhokseumawe 20 35 55 3.836 3.797 7.633 

16 Kota Sabang 15 18 33 824 768 1.592 

Sumber : https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go 

 

 Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah selain dilakukan di 

tingkat Sekolah Dasar dan di tingkat Sekolah Menengah Pertama, juga dilakukan di 

tingkat Sekolah Menengah Atas dengan jumlah sekolah 836 sekolah dan jumlah siswa 

2.253.537 jiwa. Data selengkapnya ditampilkan pada Tabel 5 mengenai jumlah 

sekolah serta jumlah murid SMA di Kabupaten/Kota. 

Tabel 5. Jumlah sekolah dan murid SMA di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh 

No. 
KABUPATEN/KOTA  Jumlah Sekolah SMA Sederajat Jumlah Siswa SMA Sederajat 

  N S JML  L P JML  

  TOTAL  464 372 836 1587.635 665.902 2,253.537 

1 Kab. Aceh Barat 34 41 75 2.117 2.502 4.619 

2 Kab. Aceh Barat Daya 32 21 53 2.003 2.352 4.355 

3 Kab. Aceh Besar 43 43 86 4.248 3.836 8.084 

4 Kab. Aceh Jaya 32 20 52 973 1.225 2.198 

5 Kab. Aceh Tamiang 20 10 30 4.181 4.713 8.894 

6 Kab. Aceh Timur 26 7 33 3.621 4.116 7.737 

7 Kab. Aceh Utara 31 31 62 6.217 7.592 13.809 

8 Kab. Bireuen 23 19 42 4.168 5.568 9.736 

9 Kab. Nagan Raya 18 4 22 1.816 2.006 3.822 

10 Kab. Pidie 12 8 20 4.379 4.945 9.324 

11 Kab. Pidie Jaya 14 5 19 1.578 1.856 3.434 
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12 Kab. Simeulue 14 12 26 1.931 1.86 3.791 

13 Kota Banda Aceh 3 1 4 4.763 4.624 9.387 

14 Kota Langsa 20 20 40 1.892 1.829 3.721 

15 Kota Lhokseumawe 9 13 22 1.721 1.878 3.599 

16 Kota Sabang 7 13 20 570 615 1.185 

Sumber : https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go 

 

2.2. LINGKUNGAN INTERNAL (KAPASITAS UPT BPOM) 

2.2.1. Gedung dan Tanah 

Kantor BBPOM di Banda Aceh berdiri di atas tanah seluas 2.466 m
2 

yang beralamat 

di Jl. Tgk. H.M. Daud Beureueh No. 110 Lampriet Banda Aceh dengan luas bangunan 

3.169 m
2
. Kepemilikan tanah sudah atas nama BBPOM di Banda Aceh sesuai Nomor 

Surat No.01.01.01.02.4.02012 Tahun 2016. 

 

  

Gambar 3. Kantor BBPOM di Banda Aceh 

 

Di samping itu, BBPOM di Banda Aceh juga memiliki sebidang tanah seluas 577 m
2
 

yang terletak di Jl. T. Nyak  Arief, Simpang Peurada, dengan status kepemilikan Hak 

Milik, yang di atasnya telah dibangun rumah dinas Kepala BBPOM di Banda Aceh. 
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Gambar 4. Rumah Dinas Kepala BBPOM di Banda Aceh 

 

2.2.2. Sumber Daya Listrik  

BBPOM di Banda Aceh  menggunakan  sumber daya listrik yang berasal dari PLN 

dengan daya sebesar 53.000 KVh dan 197.000 KVh, serta generator listrik dengan 

daya sebesar 200 KVA sebagai pengganti daya listrik BBPOM di Banda Aceh apabila 

terjadi pemadaman listrik dari PLN. Rumah dinas menggunakan sumber daya listrik 

yang berasal dari PLN dengan daya listrik sebesar 2.200 KVh. 

2.2.3. Sarana Komunikasi  

BBPOM di Banda Aceh memiliki sarana telepon 3 saluran, 2 saluran yang terhubung 

dengan faksimili yaitu (0651) 22845 dan (0651) 22735, 1 saluran Wifi yaitu (0651-

23926), serta jaringan LAN yang terhubung dengan sistem VPN iP dan Wifi dari 

Telkom yang telah disatukan dan diatur penggunaannya oleh tim IT di dalam server 

berbasis IP, dan komunikasi antar ruang dan gedung melalui PABX sebanyak 36 unit 

sambungan.  

 

 

  

 

 

 

Gambar 5. Sarana nomor telepon kantor BBPOM di Banda Aceh 
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Selain itu BBPOM di Banda Aceh juga memiliki fasilitas layanan video conference 

yang berfungsi sebagai alat/sarana telekomunikasi ke Pusat (Badan POM) dan antar 

Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. Untuk  pengiriman e-mail, BBPOM di 

Banda Aceh memiliki 3 alamat e-mail.  

 

Gambar 6. Sarana layanan video conference dan e-mail 

 

2.2.4. Sumber Air  

Sumber air yang digunakan sebagai penunjang sarana lingkungan, penyelenggaraan 

laboratorium serta keperluan air bersih berasal dari PDAM Tirta Daroy Banda Aceh. 

2.2.5. Kendaraan Dinas  

Kendaraan dinas roda empat milik BBPOM di Banda Aceh berjumlah 12 buah, 

dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 6. Daftar kendaraan dinas roda empat 
No Merk / Type Nomor Polisi Jenis Thn. 

Pembelian 

Kondisi 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

Toyota Kijang Innova E 

Manual 

 

Daihatsu Xenia 

 

Daihatsu Terios 

 

Mitsubishi/FE 71 BC 

 

 

 

 

Isuzu Elf NKR 55 CO E2-1 

LWB 

BL 115 AI 

 

 

BL 284 AM 

 

BL 283 AM 

 

BL7073 AC 

 

 

 

 

BL7026 AA 

 

Mini Bus 

 

 

Mini Bus 

 

Mini Bus 

 

Mobil Lab 

Keliling 

 

 

 

Mobil Lab 

Keliling 

2004 

 

 

2007 

 

2007 

 

2010 

 

 

 

 

2012 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

Baik 

 

Baik/Untuk 

operasional 

Loka Aceh 

Selatan 

 

Baik 

 

Email Balai 1 (bpom_aceh@pom.go.id) 

Email Balai 2 (serliknad@yahoo.com) 

Website Balai (www.aceh.pom.go.id)  

ULPK (ulpk_nad@yahoo.co.id) 
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6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

Toyota Kijang Innova 

Luxury V M/T 

 

Toyota Avanza Vellos 

 

Toyota Kijang Innova Q 

 

Mitsubishi Triton 

 

Mitsubishi Triton 

 

 

 

 

Isuzu Type NLR 71T L 

 

 

 

Isuzu Type NMR71TSD 

 

BL 1061 AE 

 

 

BL 1061 AZ 

 

BL 215 AC 

 

BL 8082 AD 

 

BL 8091 AD 

 

 

 

 

B 9069 PQW 

 

 

 

B 9198 PQW 

 

Mini Bus 

 

 

Mini Bus 

 

Mini Bus 

 

Double Cabin 

 

Mobil 

Lab Keliling 

 

 

 

Mobil 

Penyidikan 

 

 

Mobil 

Incenerator 

2015 

 

 

2016 

 

2016 

 

2017 

 

2017 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2019 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

Baik 

 

Baik 

 

Baik / Untuk 

operasional 

Loka Aceh 

Tengah 

 

Baik / Hibah 

dari Deputi IV 

BPOM RI 

 

Baik/Hibah 

dari Deputi 

IV BPOM 

RI 

 

Kendaraan dinas roda dua milik BBPOM di Banda Aceh berjumlah 5 buah, dengan 

rincian sebagai berikut : 

Tabel 7. Daftar kendaraan dinas roda dua 

No Merk / Type 
Nomor 

Polisi 
Jenis 

Thn. 

Pembuatan 
Kondisi 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5.  

Suzuki SMASH FK 110 SD 

K6 

 

Suzuki SMASH FK 110 SD 

K6 

 

Suzuki SMASH FK 110 SD 

K6 

 

Honda Vario 150 CC 

 

Honda Vario 150 CC 

BL 2923 AU 

 

 

BL 2924 AU 

 

 

BL 2925 AU 

 

 

BL 2172 AP 

 

BL 2173 AP 

Sepeda motor 

 

 

Sepeda Motor 

 

 

Sepeda Motor 

 

 

Sepeda Motor 

 

Sepeda Motor 

2007 

 

 

2007 

 

 

2007 

 

 

2020 

 

2020 

Baik 

 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

Baik 

 

2.2.6. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia BBPOM di Banda Aceh per 31 Desember 2021 adalah 

sebanyak 110 orang, terdiri dari ASN 72 orang dan Non ASN PPNPN 38 orang.  Dari 

72 orang SDM ASN tersebut, 19 orang merupakan SDM Administrasi dan 53 orang 

merupakan SDM Teknis. Tenaga PPNPN 38 orang terdiri dari 6 orang satpam, 5 

orang cleaning service, 4 orang supir, 1 orang pemelihara sarpras, 2 orang tenaga IT, 

dan 20 orang tenaga teknis di berbagai bidang. Terdapat 3 orang SDM ASN yang 
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pensiun di tahun 2021. Rincian lebih jelas profil Sumber Daya Manusia Balai Besar 

POM di Banda Aceh dapat dilihat pada Lampiran 28 dan 29. 

 

 

 

Gambar 8. Profil pegawai berdasarkan status kepegawaian 

 

Tabel 8. Proporsi pegawai berdasarkan jabatan 

Jabatan 
Jumlah 

Pegawai 

Struktural 2 

Jabatan Fungsional Tertentu 52 

Fungsional Umum 18 

Jumlah 72 

 

 

Tabel 9. Jumlah inpsektur dan PPNS 

Pegawai Jumlah 

Inspektur 10 

PPNS 12 

Jumlah 22 

 

72 

38 
PNS

Non PNS

Gambar 7. Bagan organisasi dan nama pejabat struktural, koordinator dan subkoordinator  
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Gambar 9. Distribusi pegawai berdasarkan kelompok usia 

 

2.2.7. Pengembangan Kompetensi SDM 

Jumlah pegawai BBPOM di Banda Aceh yang telah dikembangkan kompetensinya  

dan memenuhi minimal 20 Jam Pelajaran pada tahun  2021  adalah  sebanyak 72 

orang, yang artinya 100% dari total pegawai di BBPOM  di Banda Aceh telah 

mengikuti pengembangan kompetensi SDM baik yang dilakukan secara offline 

maupun online. Jumlah pegawai sedang Tugas Belajar aktif S1 Sederajat sebanyak 2 

orang dan Izin Belajar Aktif S1 Sederajat sebanyak 4 orang . Profil pegawai 

berdasarkan pendidikan dan unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 29. 

 

 

 

 

0 

32 
36 

3 

0

10

20

30

40

Gen X
(1969-
1979)

Gen Y
(1980-
1994)

Gen Z
(1995-
2012)

Pegawai

Jumlah, 
SLTA, 11, 

16% Jumlah
, D-3, 
11, 
16% 

Jumlah, S-1, 
14, 21% 

Jumlah, 
S-2, 9, 
14% 

Jumlah, 
Apoteker, 
22, 33% 

Gambar 10. Profil pegawai berdasarkan pendidikan 
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2.2.8. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji (Berdasarkan Jumlah Sampel dan 

Parameter)  

Laboratorium Pengujian BBPOM di Banda Aceh dalam melaksanakan pengujian di 

tahun 2021 didukung oleh 33 orang tenaga penguji. Satu orang penguji pensiun dalam 

pertengahan tahun berjalan. Kemampuan penguji setelah dirata-ratakan keseluruhan 

pengujian kimia dan mikrobiologi adalah 152 sampel/penguji dan 645 parameter 

uji/penguji. Rincian lebih lengkap kemampuan penguji per komoditi dapat dilihat 

dalam Lampiran 30. 

 

2.2.9. Jumlah Ruang Lingkup dan Peta Kemampuan Pengujian  

Laboratorium Pengujian BBPOM di Banda Aceh sebagai laboratorium terakreditasi  

ISO/IEC 17025:2017  memiliki ruang lingkup terakreditasi sebanyak 1210 parameter 

uji. Rincian lengkap seperti pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 10. Ruang lingkup akreditasi 

No. Laboratorium  
Jumlah Ruang Lingkup 

Terakreditasi  

1 Obat 317 

2 OT-SK 304 

3 Kosmetik 118 

4 Pangan 404 

5 Mikrobiologi  67 

 
Total  1210 

 

Untuk pemenuhan standar ruang lingkup dan standar kompetensi menggunakan 

standar PPPOMN, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPPOMN pada 

Desember 2021, rata-rata pemenuhan standar ruang lingkup adalah 76,45%, 

sedangkan rata-rata pemenuhan standar kompetensi adalah 83,65%. Rincian hasil 

penilaian dapat dilihat pada Tabel berikut : 
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Tabel 11. Pemenuhan standar ruang lingkup dan kompetensi menurut PPPOMN 

No Laboratorium  

Pemenuhan 

Standar Ruang 

Lingkup (%)  

Pemenuhan Standar 

Kompetensi (%) 

1 Obat dan Nappza 48 

85,12 

2 Pangan 62,16 

3 
Obat Tradisional dan 

Suplemen Kesehatan 
75,42 

4 Kosmetik 76 

 Rata-rata Kimia 65,395 85,12 

5  Mikrobiologi 87,5 82,18 

Rata-rata Nilai Pemenuhan (%) 76,45 83,65 

 

2.2.10. Uji Profisiensi  

Laboratorium pengujian BBPOM di Banda Aceh sebagai laboratorium pengujian 

yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 juga ikut serta dalam kegiatan uji profisiensi. 

Di tahun 2021 ada 14 kegiatan uji profisiensi yang diikuti, seluruhnya merupakan uji 

profisiensi yang diselenggarakan oleh PPPOMN. Rincian lengkap kegiatan uji 

profisiensi per komoditi dapat dilihat dalam Lampiran 31. 

2.2.11. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal 

Laboratorium UPT BPOM  

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh PPPOMN di bulan Desember 2021, 

pemenuhan standar peralatan laboratorium BBPOM di Banda Aceh adalah 69,05% 

untuk laboratorium kimia dan 71,04% untuk laboratorium mikrobiologi. Kendala 

dalam pemenuhan Standar Peralatan Laboratorium di antaranya adalah Standar 

Peralatan yang berubah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan kondisi 

konstruksi gedung Laboratorium yang tidak mampu menahan beban untuk 

penambahan alat sesuai dengan Standar Peralatan 2020-2024. 

 

2.2.12. Daftar Inventaris Kantor  

Daftar Inventaris Kantor BBPOM di Banda Aceh terdiri dari peralatan, mesin, 

meubelair dan peralatan laboratorium. Untuk mendukung kinerja BBPOM di Banda 
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Aceh, maka pada tahun 2021 telah dilakukan pengadaan meubelair dan peralatan 

elektronik seperti alat pengolah data. 

2.2.13. Sertifikasi/Akreditasi/Penghargaan  

BBPOM di Banda Aceh telah menerapkan 3 sistem manajemen mutu yaitu : 

- Sistem Manajemen Mutu (QMS) ISO 9001:2015 

- Sistem Manjemen Mutu Laboratorium Pengujian ISO/IEC 17025 : 2017  

- Sistem Manajemen Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) OHSAS 

18001:2007 

Ketiga sistem manajemen di atas berstatus tersertifikasi dan terakreditasi. 

2.2.14. Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja 

Sama (PKS) 

Kerjasama berupa kesepakatan bersama (MoU) adalah sebagai bentuk peningkatan 

koordinasi dan juga kerjasama pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh yang 

diinisiasi sendiri maupun dari luar BBPOM. Penandatanganan MoU ini merupakan 

implementasi dari Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan 

Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, di mana pada Inpres tersebut 

diperintahkan kepada pemangku kepentingan baik pusat dan daerah untuk mengambil 

langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk 

melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan. 

Hal ini juga tertuang di dalam Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan 

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang memiliki 

ruang lingkup berupa koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan 

meliputi penggunaan obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen 

kesehatan, pangan olahan dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan. 

Dalam rangka melaksanakan pengawasan di bidang Obat dan Makanan, BBPOM di 

Banda Aceh terus meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait. Hal ini sesuai 

dengan misi Badan POM yaitu bermitra dengan pemangku kepentingan, dimaksudkan 

untuk terlaksananya koordinasi fungsional, administratif operasional dan/atau teknis 

operasional dengan instansi yang memiliki tugas-tugas yang cenderung tumpang 

tindih sehingga memerlukan kerjasama yang perlu diatur, sesuai dengan Keputusan 
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Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 tahun 1990 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tatalaksana. 

BBPOM di Banda Aceh dalam kurun waktu tahun 2021 telah melakukan kerjasama 

dengan mitra kerja dan menghasilkan 4 dokumen yang disepakati di antaranya dengan 

Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh berupa Kesepakatan Bersama (MoU) 

dengan jangka waktu sampai dengan tahun 2022, dalam rangka pelayanan publik 

terkait permintaan informasi dan pengaduan masyarakat serta pengurusan izin edar 

produk termasuk Surat Keterangan Impor Ekspor (SKI/SKE) pada Counter 31 MPP. 

Perjanjian Kerjasama (PKS) yang diimplementasikan berupa pendidikan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat dengan output terlaksananya Komunikasi Informasi 

dan Edukasi (KIE) secara daring dan luring kepada mahasiswa Universitas Teuku 

Umar Meulaboh Aceh Barat, Universitas Samudra, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Keguruan (FKIP) Universitas Samudra Kota Langsa dengan jangka waktu sampai 

dengan tahun 2026. 

Uraian lebih lengkap mengenai jangka waktu, judul kerja sama, ruang lingkup, dan 

implementasi mengenai kerja sama, dapat dibaca pada Lampiran 34A dan 34B. 

2.2.15. Pengadaan Barang/Jasa 

Pada tahun 2021, BBPOM di Banda Aceh melaksanakan sebanyak 6 paket pengadaan 

yang memiliki nilai di atas 200 juta rupiah, di antaranya adalah : 

1. Pengadaan alat laboratorium 

2. Pengadaan reagensia-media mikrobiologi  pengujian laboratorium sampel  Obat, 

3. Pengadaan reagensia-media mikrobiologi  pengujian  sampel  Makanan,  

4. Pengadaan Air Handling Unit (AHU) dalam rangka peningkatan BSL 2,  

5. Pengadaan pekerjaan pematangan lahan Loka POM Aceh Selatan,  

6. Pengadaan renovasi laboratorium dalam rangka peningkatan BSL 2  

Pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan dengan realisasi fisik 100 %. 
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2.2.16. Sumber Dana (Anggaran)  

BBPOM di Banda Aceh, pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran sejumlah 

Rp 40.091.845.000 dan kemudian terjadi pemangkasan anggaran pada APBN-P 

menjadi  Rp 34.781.626.000 dengan realisasi anggaran Rp. 34.599.526.808 atau 

sebesar 99,48%. 

Rincian Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut: 

Belanja Pegawai : Rp 12.943.622.660 (99,61%) 

Belanja Barang : Rp 13.435.764.299 (99,08%) 

Belanja Modal  : Rp   8.220.139.849 (99,92%) 

 

2.2.17. Laporan Penerimaan PNBP  

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2021 adalah Rp 114.590.000. 

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2021 Rp 236.474.493, yang 

merupakan  Penerimaan PNBP Fungsional yang diperoleh dari pengujian sampel 

pihak ke-3, pendapatan jasa yang berasal dari pendapatan denda keterlambatan 

pekerjaan pemerintah dan pendapatan lain-lain yang merupakan potongan lain-

lain pada pembayaran  kekurangan gaji induk. Realisasi Penerimaan Negara Bukan 

Pajak sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini karena adanya peningkatan sampel 

pengujian dari pihak ketiga yang berasal dari sampel Dana Alokasi Khusus Non fisik 

dan sampel dari pihak  Kepolisian. 
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BAB III  

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 
 

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan, BBPOM di Banda Aceh melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi 

Obat dan Makanan di 16 Kabupaten/Kota. Selain itu, terdapat Loka POM di Kabupaten Aceh 

Tengah yang melakukan pengawasan di 4 Kabupaten, dan Loka POM di Kabupaten Aceh 

Selatan yang melakukan pengawasan di 3 Kabupaten/Kota. Dengan demikian, secara total 

pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Aceh dilakukan di 

23 Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan ini, BBPOM di 

Banda Aceh didukung oleh Substansi Pemeriksaan, Substansi Penindakan, Substansi 

Pengujian, Substansi Informasi dan Komunikasi, serta Bagian Tata Usaha. 

3.1. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT 

DAN NAPPZA 

3.1.1. Kegiatan Sampling Produk Obat  

Pelaksanaan sampling produk obat pada tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan 

Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan NAPPZA tahun 2021. Total sampling 

produk obat  selama tahun 2021 sebanyak 577 item, terealisasi 100,35% dari target 

sampling sebanyak 575 item. Sampel produk  obat dibagi atas dua kategori yaitu : 

sampling acak yang terdiri dari acak JKN dan acak Non JKN, dan sampling targeted 

yang terdiri dari sampling kasus, sampling hulu obat JKN, sampling rokok dan ruang 

lingkup.   

3.1.1.1.  Sampling Acak 

 Target sampling acak sebanyak 460 sampel dan terealisasi sebanyak 452 item atau 

98,26% dari target, dengan rincian 222 item obat JKN (capaian 96,52% dari target 

230 sampel) dan 230 item obat Non JKN (capaian 100% dari target 230 sampel). 

Pelaksanaan sampling dilakukan secara random/acak. Sampling random dilakukan 

pada 5 (lima) Kabupaten/Kota terpilih yaitu Banda Aceh, Bireuen, Langsa, 

Lhokseumawe, dan Aceh Barat. Pemilihan Kabupaten/Kota dilakukan dengan metoda 
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random. Sarana yang dijadikan lokasi sampling obat Non JKN adalah sarana swasta 

NON BPJS berupa sarana Rumah Sakit, Klinik, Apotek dan Toko Obat. 

3.1.1.2.  Sampling Targeted  

Target sampling targeted BBPOM di Banda Aceh tahun 2021 sebanyak 115 sampel 

dan terealisasi sebanyak 125 sampel  atau 108,70% dari target sampel. Dari 125 item 

sampel targeted tersebut, terdiri dari 55 sampel kasus, 58 sampel hulu obat JKN, dan 

12 sampel rokok dan ruang lingkup. Sampling kasus dilakukan terhadap produkyang 

dicurigai sebagai obat palsu, obat yang pengadaannya berasal dari jalur ilegal, dan 

obat yang memiliki riwayat tidak memenuhi syarat (TMS). Sampling hulu obat JKN 

dilakukan terhadap obat JKN yang berada di sarana distribusi milik pemerintah 

Kabupaten/Kota, sedangkan sampling rokok dan ruang lingkup dilakukan terhadap 

rokok dan sampel obat yang merupakan ruang lingkup pengujian laboratorium balai. 

 

Gambar 11. Profil sampling Obat 

 

3.1.2. Pengujian Laboratorium Obat  

Produk obat yang diuji yaitu obat dan NAPZA (narkotika, psikotropika, prekursor dan 

zat adiktif). Sampel yang diuji di laboratorium BBPOM di Banda Aceh berasal dari 

BBPOM di Banda Aceh, Loka POM di Aceh Tengah, dan Loka POM di Aceh 

Selatan. Jumlah sampel rutin sebanyak 780 sampel di antaranya terdapat 4 sampel 
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rokok. Pengujian sampel rokok dilakukan oleh Pusat Pengembangan  Pengujian Obat 

dan Makanan Nasional (PPPOMN). Hasil uji 780 sampel tersebut memenuhi syarat 

(MS) pengujian kimia dan mikrobiologi. Parameter uji terhadap produk obat terdiri 

dari parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi. Parameter fisika meliputi pengujian 

pH, waktu hancur, disolusi, kadar air, volume terpindahkan, isi minimum dan 

pemerian. Parameter kimia mencakup identifikasi, penetapan kadar zat aktif dan 

keseragaman sediaan (keragaman bobot, keseragaman kandungan, dan keseragaman 

volume) satu komponen maupun multi komponen. Parameter mikrobiologi mencakup 

total mikroba, identifikasi patogen, uji endotoksin, uji potensi antibiotik, dan deteksi 

fragmen DNA porcine. Keseluruhan parameter uji diuraikan lebih rinci pada 

Lampiran 2A dan 2F.  

Selain melakukan pengujian sampel rutin, BBPOM di Banda Aceh juga melakukan 

pengujian sampel dari pihak ketiga. Pada tahun 2021 sampel dari pihak ketiga 

berjumlah 44 sampel. Sampel tersebut  berasal dari kepolisian dan BNN, parameter uji 

berupa identifikasi amfetamine dan ganja. Hasil uji 44 sampel tersebut semuanya 

TMS dengan rincian: 42 sampel positif mengandung  metamfetamin (shabu) dan 2 

sampel positif ganja. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 12 dan 

Gambar 12.  

Tabel 12. Profil hasil uji sampel Obat tahun 2021 

Kategori 

Sampel 
Asal Sampel 

Random/ 

Targeted 

Jumlah 

Sampel 

Masuk 

Selesai 

Uji  

Hasil Pengujian 

MS TMS  

Rutin 

BBPOM Banda 

Aceh 

Targeted 118 118 118 0 

Random 458 458 458 0 

Aceh Tengah 
Targeted 20 20 20 0 

Random 85 85 85 0 

Aceh Selatan 
Targeted 21 21 21 0 

Random 78 78 78 0 

Jumlah sampel rutin 780 780 780 0 

Non Rutin 

Banda Aceh Pihak III 44 44 0 44 

Aceh Tengah Pihak III 0 0 0 0 

Aceh Selatan Pihak III 0 0 0 0 

Jumlah sampel non rutin 44 44 0 44 

TOTAL RUTIN DAN NON RUTIN  824 824 780 44 
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Gambar 12. Profil sampel Obat yang diuji di laboratorium tahun 2021 

 

3.1.3. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasia n 

 

 

Gambar 13. Hasil pengawasan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian 
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Jumlah sarana distribusi obat yang berada di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh 

sebanyak 45 sarana yang terdiri dari 28 PBF dan 17 Instalasi Farmasi Pemerintah. 

Jumlah sarana pelayanan kefarmasian sebanyak 1066 sarana yang terdiri dari 301 

apotek, 260 toko obat, 505 sarana pelayanan kesehatan. Jumlah target pengawasan 

sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian yang yang diawasi sebanyak 

503 sarana yang terdiri dari 26 sarana distribusi  PBF dan 17 sarana IFK/GFK. 

Sedangkan untuk sarana pelayanan kefarmasian terdiri dari 102 sarana apotek, 

34sarana toko obat berizin, 50 sarana Rumah Sakit, 222 sarana Puskesmas, dan 52 

sarana klinik . 

 

3.1.3.1.  Pemeriksaan Sarana Pedagang Besar Farmasi 

Pemeriksaan sarana PBF di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh pada tahun 2021 

telah dilakukan terhadap 26 sarana atau 92,85% total 28 sarana PBF yang ada. Hasil 

pemeriksaan sarana menunjukkan bahwa 19 sarana (73%) telah memenuhi ketentuan 

(MK), sedangkan 7 sarana (27%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Penyimpangan 

yang ditemukan pada 7 sarana tersebut berkaitan dengan Cara Distribusi Obat yang 

Baik (CDOB), antara lain : 

1. Penyimpanan faktur dan surat pesanan tidak tertib. 

2. Penyimpanan obat kedaluwarsa tidak sesuai dengan ketentuan. 

3. Pengisian kartu stok tidak tertib. 

4. Penyaluran tidak sesuai ketentuan. 

5. Pelaporan tidak tertib. 

Terhadap sarana yang melakukan penyimpangan telah ditindaklanjuti dengan 

peringatan langsung, peringatan tertulis dan tembusan ke Badan POM. 

3.1.3.2.  Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat di Gudang Farmasi  

Pemeriksaan sarana distribusi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) di wilayah 

kerja BBPOM di Banda Aceh pada tahun 2021 telah dilakukan terhadap 17 sarana 

atau 100% dari total 17 sarana IFK yang ada. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 

16 sarana (94%) telah memenuhi ketentuan (MK), dan 1 sarana (6%) tidak memenuhi 

ketentuan (TMK). Penyimpangan yang ditemukan pada 1 sarana tersebut berkaitan 

dengan CDOB, antara lain : 
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1. Kartu stok tidak difungsikan dengan baik. 

2. Ruang penyimpanan obat tidak memenuhi ketentuan. 

3. Monitoring suhu ruang penyimpanan obat tidak dilakukan dengan tertib. 

4. Monitoring suhu penyimpanan vaksin tidak dilakukan dengan tertib. 

5. Tidak ada generator listrik. 

Terhadap sarana yang memenuhi ketentuan dilakukan pembinaan, sedangkan terhadap 

sarana yang tidak memenuhi ketentuan telah diberikan tindak lanjut berupa pemberian 

peringatan. Surat tindak lanjut juga ditembuskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

setempat. 

3.1.3.3.  Pemeriksaan Sarana Apotek  

Pemeriksaan sarana apotek di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh pada tahun 2021 

telah dilakukan terhadap 102 sarana atau 33,89% dari total 301 sarana apotek yang 

ada. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 88 sarana (86,27%) telah sesuai dengan 

ketentuan (MK), sedangkan pada 14 sarana (13,72%) ditemukan adanya 

penyimpangan (TMK), Penyimpangan yang ditemukan pada 14 sarana tersebut 

berkaitan dengan antara lain:  

1. Penerapan CDOB  

2. Administrasi  

3. Tidak ada tenaga teknis kefarmasian pada saat buka apotek 

4. Perizinan 

5. Higiene dan sanitasi 

Terhadap penyimpangan yang ditemukan pada sarana sudah ditindaklanjuti dengan 

pengamanan terhadap produk, serta pemilik/penanggungjawab sarana membuat surat 

pernyataan tidak akan mengulangi penyimpangan tersebut dimasa yang akan datang. 

Selain diberikan peringatan langsung disarana, juga diberikan peringatan tertulis, serta 

rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk diberikan pembinaan. 

3.1.3.4.  Pemeriksaan Sarana Toko Obat 

Pemeriksaan sarana Toko Obat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh pada tahun 

2021 telah dilakukan terhadap 34 sarana atau 13,07% dari total 260 sarana Toko Obat 

yang ada. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 30 sarana (88,23%) telah sesuai 

dengan ketentuan (MK), sedangkan pada 4 sarana (11,76%) ditemukan adanya 
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penyimpangan (TMK), Penyimpangan yang ditemukan pada 4 sarana tersebut 

berkaitan dengan, antara lain: 

1. Perizinan  

2. Dokumen Pengadaan tidak diarsipkan dengan baik dari PBF  

3. Tidak memenuhi ketentuan CDOB  

4. Menyimpan dan menjual Obat Keras Daftar G  

5. Administrasi  

6. Tidak mencantumkan ñTidak menerima resep Dokterò pada papan nama 

Untuk sarana yang memenuhi ketentuan dilakukan pembinaan, sedangkan terhadap 

sarana yang tidak memenuhi ketentuan telah diberikan tindak lanjut berupa pemberian 

peringatan. Surat tindak lanjut juga ditembuskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

setempat. 

3.1.3.5.  Pemeriksaan Sarana Pelayanan Rumah Sakit  

Pemeriksaan sarana Rumah Sakit di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh pada tahun 

2021 telah dilakukan terhadap 50 sarana atau 92,59% dari total 54 sarana Rumah 

Sakit yang ada. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 50 sarana (100%) tersebut 

memenuhi ketentuan dan telah dilakukan pembinaan.  

3.1.3.6.  Pemeriksaan Sarana Pelayanan Puskesmas  

Pemeriksaan sarana Puskesmas di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh pada tahun 

2021 telah dilakukan terhadap 222 sarana atau 88,09% dari total 252 sarana 

Puskesmas yang ada. Hasil pemeriksaan menunjukkan 221 sarana (99,54%) telah 

sesuai dengan ketentuan (MK), sedangkan pada 1 sarana (0,45%) ditemukan adanya 

penyimpangan (TMK).  

Penyimpangan yang ditemukan pada 1 sarana tersebut berkaitan  dengan CDOB dan 

telah diberikan tindak lanjut berupa peringatan dengan tembusan ke Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota setempat, sedangkan terhadap sarana yang memenuhi ketentuan 

dilakukan pembinaan. 
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3.1.3.7.  Pemeriksaan Sarana Pelayanan Klinik  

Pemeriksaan sarana Klinik di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh pada tahun 2021 

telah dilakukan terhadap 52 sarana atau 26% dari total 200 sarana klinik yang ada. 

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 36 sarana (69,23%) telah sesuai dengan 

ketentuan (MK), sedangkan 16 sarana (30,76%) TMK. Penyimpangan yang 

ditemukan pada 16 sarana tersebut antara lain : 

1. Tidak ada tenaga Apoteker  

2. Tidak ada Tenaga Teknis Kefarmasian  

3. Pengadaan 

4. Tidak memenuhi ketentuan Cara Distribusi Obat Yang Baik 

Terhadap sarana pelayanan kefarmasian yang tidak memenuhi ketentuan telah 

diberikan tindak lanjut berupa pemberian peringatan dan terhadap sarana yang 

memenuhi ketentuan dilakukan pembinaan. Surat tindak lanjut juga ditembuskan ke 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. 

 

3.2. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT 

TRADISIONAL 

3.2.1. Sampling Obat Tradisional  

Pengawasan keamanan, mutu, dan kemanfaatan produk Obat Tradisional dilakukan 

melalui kegiatan sampling dan pengujian laboratorium, serta pemeriksaaan sarana 

produksi dan sarana distribusi. Sampel rutin obat tradisional (DIPA) yang disampling 

selama tahun 2021 sebanyak 432 sampel (100%) dari target 432 sampel. Sampel rutin 

ini dibagi menjadi dua jenis sampling, yakni : 302 (70%) Sampel Acak dan 130 (30%) 

Sampel Targeted. 



 

34 
 

 

Gambar 14. Profil sampling Obat Tradisional 

 

3.2.2. Pengujian Laboratorium Obat Tradisional dan BKO dalam Sampel Obat 

Tradisional  

Produk obat tradisional yang diuji pada tahun 2021 sebanyak 596 sampel terdiri dari  

576 sampel rutin (Reguler / DIPA) dan 20 sampel non rutin (penelusuran kasus dan 

pihak ketiga). Hasil uji terhadap 596 sampel tersebut, terdapat 518 sampel yang 

memenuhi syarat (MS) dan 78 sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) dengan 

rincian sebagai berikut:  

a. 6 sampel tidak memenuhi syarat  kadar air 

b. 9 sampel mengandung Bahan Kimia Obat  (BKO) yaitu (1) sampel mengandung  

Metformin HCl, (1) sampel  mengandung  Deksametason; (3) sampel 

mengandung Sibutramin HCl; (1) mengandung Sildenafil Sitrat; (1) sampel 

mengandung Deksametason dan Prednison; (1) sample mengandung   Antalgin, 

Klorfeniramin Maleat, Parasetamol dan Deksametason; dan (1) sampel 

mengandung Siproheptadin dan Deksametason 

c. 8 sampel tidak memenuhi syarat kadar Etanol 

d. 2  sampel tidak memenuhi syarat kadar Sineol  

e. 1 sampel teridentifikasi mengandung cemaran Shigella sp 

f. 1 sampel tidak memenuhi syarat angka E. coli 

g. 1 sampel tidak memenuhi syarat angka Enterobacteriaceae 

h. 1 sampel tidak memenuhi syarat Angka Lempeng Total 

i. 49  sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan/label 
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Hasil pengujian obat tradisional meliputi seluruh parameter uji dapat dilihat lebih rinci 

pada Lampiran 2B, 2F dan 3A. 

Tabel 13. Profil hasil uji sampel Obat Tradisional tahun 2021 

Kategori 

Sampel 
Asal Sampel 

Random/ 

Targeted 

Jumlah 

Sampel 

Masuk 

Selesai 

Uji  

Hasil Pengujian 

MS TMS 

Rutin 

(Reguler/DIPA) 

BBPOM 

Banda Aceh 

Targeted 127 127 107 20 

Random 297 297 261 36 

Aceh 

Tengah 

Targeted 24 24 23 1 

Random 55 55 49 6 

Aceh Selatan 
Targeted 21 21 16 5 

Random 52 52 50 2 

Jumlah Sampel Rutin 576 576 506 70 

Non Rutin 
BBPOM 

Banda Aceh 

Kasus 10 10 2 8 

Pihak III 10 10 10 0 

Jumlah Sampel Non Rutin 20 20 12 8 

TOTAL  596 596 518 78 

 

 

Gambar 15. Profil sampel Obat Tradisional yang diuji di laboratorium tahun 2021 
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5 sarana yang direncanakan. Hasil pemeriksaan menunjukkan 3 sarana UKOT 

(42,85% dari sarana yang diperiksa) memenuhi ketentuan, sedangkan 4 sarana UKOT 

(57,14% dari sarana yang diperiksa) tidak memenuhi ketentuan dan 5 sarana UMOT 

(100% dari sarana yang diperiksa) memenuhi ketentuan. 

 

 

Gambar 16. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat Tradisional 
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Gambar 17. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat Tradisional 

 

3.3. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN 

SUPLEMEN KESEHATAN  

3.3.1. Sampling Suplemen Kesehatan 

Pengawasan keamanan, mutu, dan kemanfaatan produk Suplemen Kesehatan 

dilakukan melalui kegiatan sampling dan pengujian laboratorium. Sampel rutin  

Suplemen (DIPA) yang disampling selama tahun 2021 sebanyak 144 sampel (100%) 

dari target 144 sampel. Sampel rutin ini dibagi menjadi dua jenis sampling, yakni : 

101 (70%) Sampel Acak dan 43 (30%) Sampel Targeted. Di wilayah kerja BBPOM di 

Banda Aceh tidak terdapat sarana produksi dan distribusi Suplemen Kesehatan. 

 

Gambar 18. Profil sampling Suplemen Kesehatan 

0 20 40 60 80 100

Total Sarana

Target

Capaian

95 

42 

42 

76% 

24% 

MK TMK

101 

6 

6 

22 

3 

6 

101 

5 

10 

19 

2 

7 

0 20 40 60 80 100 120

Sampling acak

Sampel SK Impor

Sampel kasus khusus

Penjualan online

Sampel Ruang Lingkup

Sampel dgn riwayat TMS

Capaian

Hasil 



 

38 
 

3.3.2. Pengujian Laboratorium Suplemen Kesehatan  

Produk Suplemen Kesehatan yang diuji pada tahun 2021 sebanyak 196 sampel, terdiri 

dari 192 sampel rutin (Reguler / DIPA) dan 4 sampel rujukan. Hasil uji dari 196 

sampel tersebut adalah 164 sampel memenuhi syarat  (MS) dan 32 sampel tidak 

memenuhi syarat (TMS). Rincian TMS tersebut adalah sebagai berikut : 

a. 18 sampel TMS kadar Vitamin B (Vit. B1, B2, B3, B6); 

b. 2 sampel TMS kadar Vitamin C; 

c. 8 sampel TMS kadar Vitamin A; 

d. 3 sampel TMS kadar Air; 

e. 1 sampel TMS kadar Etanol. 

Empat sampel rujukan merupakan sampel uji deteksi fragmen  DNA porcine kiriman 

dari BBPOM Pekanbaru, BBPOM Bandar Lampung, BBPOM Bengkulu dan BBPOM 

Palembang. Hasil uji semua sampel rujukan tersebut memenuhi syarat. 

Hasil pengujian Suplemen Kesehatan meliputi parameter uji yang dapat dilihat pada 

Lampiran 2C dan 2F. 

Tabel 14. Profil hasil uji sampel Suplemen Kesehatan tahun 2021 

Kategori 

Sampel 
Asal Sampel 

Random/ 

Targeted 

Jumlah 

Sampel 

Masuk 

Selesai 

Uji  

Hasil Pengujian 

MS TMS 

Rutin 

(Reguler/DIPA) 

BBPOM 

Banda Aceh 

Targeted 35 35 28 7 

Random 107 107 90 17 

Aceh Tengah 
Targeted 8 8 6 2 

Random 18 18 15 3 

Aceh Selatan 
Targeted 7 7 7 0 

Random 17 17 14 3 

Jumlah Sampel Rutin 192 192 160 32 

Non Rutin 
BBPOM 

Banda Aceh 
Rujukan 4 4 4 0 

Jumlah Sampel Non Rutin 4 4 4 0 

TOTAL  196 196 164 32 
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Gambar 19. Profil sampel Suplemen Kesehatan yang diuji di laboratorium tahun 2021 

 

3.4. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN 
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3.4.1. Sampling Kosmetik  

Pengawasan mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik dilakukan melalui kegiatan 

sampling dan pengujian laboratorium, serta pemeriksaan sarana distribusi. Sampel 

rutin Kosmetika (DIPA) yang disampling BBPOM di Banda Aceh selama tahun 2021 

sebanyak 863 sampel (100%) dari target 863 sampel. Sampel rutin ini dibagi menjadi 

dua jenis sampling, yakni : 604 (70%) Sampel Acak dan 259 (30%) Sampel Targeted.  

 

Gambar 20. Profil sampling Kosmetik 

 

Rutin; 98% 

Rujukan; 2% 

Rutin

Rujukan

604 

44 
94 

17 
86 

1 17 

604 

44 
94 

17 
86 

1 17 

0

100

200

300

400

500

600

700

Sampel
Acak

Track
Record

Mandiri
Balai

(UMKM)

China
Taiwan

Online Halal Surveilan
Menengah
Ke Bawah

Target Capaian



 

40 
 

3.4.2. Pengujian Laboratorium Kosmetik  

Produk Kosmetik yang diuji pada tahun 2021 sebanyak 1200 sampel. Terdiri dari 

1165 sampel rutin dan 35 sampel non rutin. Hasil uji sebanyak 934 sampel MS dan 

266 sampel TMS. Sampel TMS berdasarkan hasil pengujian laboratorium sebanyak 6 

sampel, dengan parameter uji yang dapat dilihat pada Lampiran 2D dan 2F. 

 

Tabel 15. Profil hasil uji sampel Kosmetik 

Kategori 

Sampel 
Asal Sampel 

Random/ 

Targeted 

Jumlah 

Sampel 

Masuk 

Selesai 

Uji  

Hasil Pengujian 

MS TMS*  

Rutin 

BBPOM 

Banda Aceh 

Targeted 259 259 211 48 

Random 603 603 450 153 

Aceh Tengah 
Targeted 48 48 46 2 

Random 110 110 90 20 

Aceh Selatan 
Targeted 44 44 37 7 

Random 101 101 85 16 

Jumlah Sampel Rutin 1165 1165 919 246 

Non Rutin 

BBPOM 

Banda Aceh 

Investigasi/ 

Penyidikan 7 7 2 5 

Pihak Ketiga 8 8 6 2 

Rujukan 2 2 2 0 

Aceh Tengah 
Investigasi/ 

Penyidikan 18 18 5 13 

Aceh Selatan 
Investigasi/ 

Penyidikan 0 0 0 0 

Jumlah Sampel Non Rutin 35 35 15 20 

TOTAL  1200 1200 934 266 

*TMS meliputi pengujian dan penandaan 

 

 

Gambar 21. Profil sampel Kosmetik yang diuji di laboratorium tahun 2021 
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Pada tahun 2021 terdapat 25 sampel investigasi/ penyidikan, dengan hasil uji 

sebanyak 7 sampel memenuhi syarat dan 18 sampel yang tidak memenuhi syarat. 

Adapun parameter uji dari 25 sampel tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 16. Hasil pengujian sampel uji investigasi/penyidikan 

No Parameter Total MS TMS 

1 Hidrokinon 25 24 1 

2 Retinoat 19 19 0 

3 Raksa 25 8 17 

 

Pada tahun 2021 terdapat 8 sampel pihak ketiga, dengan hasil uji sebanyak 6 sampel 

memenuhi syarat dan 2 sampel yang tidak memenuhi syarat. Adapun parameter uji 

dari 8 sampel tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 17. Hasil pengujian sampel uji Pihak Ketiga 

No Parameter Total MS TMS 

1 Hidrokuinon 1 1 0 

2 Asam Retinoat 1 1 0 

3 Raksa 2 0 2 

4 Cemaran Logam Hg 2 0 2 

5 Cemaran Logam Pb 1 1 0 

6 Cemaran Logam Cd 1 1 0 

7 Cemaran Logam As 1 1 0 

8 Merah K10 2 2 0 

 

Bahan-bahan berbahaya yang ditemukan pada pengujian kosmetik selama tahun 2021 

dapat dilihat pada Lampiran 3B. 

Di 2021, BBPOM Banda Aceh menerima dua  sampel rujukan kosmetik, masing-

masing dari BBPOM Bengkulu dan BPOM Batam, dengan parameter uji deteksi 

fragmen  DNA porcine. Hasil uji semua sampel rujukan tersebut memenuhi syarat. 

 

3.4.3. Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik  

Pada tahun 2021, dilakukan pemeriksaan terhadap 3 sarana atau 100% dari target 

pemeriksaan sarana produksi Kosmetik. Hasil pemeriksaan menunjukkan 2 sarana 

(66,67% dari sarana yang diperiksa) memenuhi ketentuan, sedangkan 1 sarana 

(33,33% dari sarana yang diperiksa) tidak memenuhi ketentuan. 
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Gambar 22. Hasil pemeriksaan sarana produksi Kosmetik 
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Gambar 23. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Kosmetik 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Target Capaian

3 3 

2 

1 

MK TMK

0

50

100

150

200

250

300

350

TARGET CAPAIAN 

341 341 

73% 

27% 
MK

Hasil 

Has

il 



 

43 
 

Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan telah diberikan tindak lanjut berupa 

pemberian peringatan dan peringatan keras. Sedangkan terhadap sarana yang 

memenuhi ketentuan dilakukan pembinaan. Surat tindak lanjut juga ditembuskan ke 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. 

 

3.5. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PANGAN DAN 

KEMASAN PANGAN 

3.5.1. Sampling dan Pengujian Laboratorium Produk Pangan dan Kemasan 

Pangan Menurut Parameter Uji  

Jenis kandungan bahan berbahaya dalam sampel pangan, pengawasan keamanan, 

mutu, dan kemanfaatan pangan dilakukan melalui kegiatan sampling dan pengujian 

laboratorium, serta pemeriksaaan sarana produksi dan distribusi. Sampel Pangan dan 

Kemasan Pangan Reguler (DIPA) yang disampling BBPOM di Banda Aceh selama 

tahun 2021 sebanyak 554 sampel (100,91%) dari target 549 sampel. Sampel rutin ini 

dibagi menjadi dua jenis sampling, yakni : 359 (64,81%) Sampel Acak dan 195 

(35,19%) Sampel Targeted. 

 

Gambar 24. Profil sampling Pangan 
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3.5.2. Pengawasan Kemasan Pangan  

Pengawasan kemasan pangan berupa sampling dan pengujian kemasan pangan berupa 

wadah plastik sebanyak 5 sampel di antaranya 1 sampel cup plastik logo tara pangan 

PP dan 4 sampel galon AMDK tara pangan PC. Pelaporan meliputi identitas kemasan, 

yaitu merk, kode produk, deskripsi kemasan dan BPA. 

3.5.3. Pengujian Produk Pangan dan Kemasan Pangan  

Produk Pangan yang diuji di laboratorium  pada tahun 2021 sebanyak 1375 sampel, 

yang terdiri dari 771 sampel rutin (targeted dan random), 469 sampel non rutin 

(kasus dan pihak ke III ), 95 sampel pangan Fortifikasi , 4 sampel kemasan pangan 

dan 36 sampel PJAS. Hasil uji 1088 sampel MS dan 287 sampel TMS. Hasil uji 

produk pangan dan kemasan pangan meliputi beberapa parameter uji yang dapat 

dilihat pada Lampiran 2E dan 2F. Jenis kandungan bahan berbahaya dalam sampel 

pangan tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 3C. Pengujian yang dilakukan 

termasuk uji deteksi fragmen DNA porcine terhadap 3 sampel rutin pangan dengan 

hasil semuanya tidak terdeteksi mengandung fragmen DNA porcine. 

 

Tabel 18. Profil hasil uji sampel Pangan dan kemasan Pangan tahun 2021 

Kategori 

Sampel 
Asal Sampel 

Random/ 

Targeted 

Jumlah 

Sampel 

Masuk 

Selesai 

Uji  

Hasil 

Pengujian 

MS TMS 

Rutin 

BBPOM Banda 

Aceh 

Targeted 120 120 77 43 

Random 361 361 297 64 

Aceh Tengah 
Targeted 30 30 24 6 

Random 110 110 100 10 

Aceh Selatan 
Targeted 23 23 23 0 

Random 127 127 108 19 

Jumlah Sampel Rutin 771 771 629 142 

Non Rutin 

BBPOM Banda 

Aceh 

Kasus 88 88 37 51 

Pihak III 381 381 341 40 

Aceh Tengah Kasus 0 0 0 0 

Aceh Selatan Kasus 0 0 0 0 

Jumlah Sampel Non Rutin 469 469 378 91 

Pangan 

Fortifikasi 

BBPOM Banda 

Aceh 
Targeted 95 95 47 48 

Kemasan 

Pangan 

BBPOM Banda 

Aceh 
Targeted 4 4 4 0 

PJAS 
BBPOM Banda 

Aceh 
Targeted 36 36 30 6 

TOTAL  1375 1375 1088 287 
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Gambar 25. Profil sampel Pangan yang diuji di laboratorium tahun 2021 

 

Pada pengawasan pangan fortifikasi jumlah sampel fortifikasi yang diuji adalah 95 
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Jumlah 

Parameter 

Uji  

Jumlah 

Sampel 
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MS TMS MD ML  PIRT TIE  

Tepung 195 15 12 3 15 0 0 0 

Minyak 120 20 19 1 20 0 0 0 

Garam 240 60 16 44 55 0 0 5 

Total 555 95 47 48 90 0 0 5 

 

Sampel Penelusuran Kasus tahun 2021 sebanyak 28 sampel  dengan rincian 24 sampel 

mie kuning, 2 sampel madu dan 2 Bahan Tambahan Pangan (BTP).  Rincian sampel 

penelusuran kasus dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 20. Profil sampel penelusuran kasus tahun 2021 

Jenis Pangan 
Jumlah  

Sampel  

Jumlah  

Parameter 

Uji  

Hasil Uji  No. Registrasi 

MS TMS MD ML  PIRT TIE  

Mie Kuning 24 37 0 24 0 0 0 24 

Madu 2 4 1 1 0 0 0 2 

BTP  2 2 0 2 0 0 0 2 

Total 28 43 1 27 0 0 0 28 
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Laboratorium juga melakukan pengujian sampel pihak ketiga. Jumlah sampel pihak 

ketiga pada tahun 2021 sebanyak 102 sampel. Sampel Pihak III tahun 2021 

didominasi oleh AMDK dengan jumlah sampel sebanyak 51 sampel, air baku 

sebanyak 19 sampel dan minuman keras sebanyak 19 sampel. 

 

Tabel 21. Profil sampel pihak ketiga tahun 2021 

No. Jenis Pangan 
Jumlah 

Sampel 

Jumlah 

Parameter 

Uji  

Hasil Uji No. Registrasi 

MS TMS MD ML PIRT TIE 

1 
Minuman 

Keras 
19 38 17 2 0 0 0 19 

2 Mie Kuning 2 2 0 2 0 0 0 2 

3 Air Baku 19 22 18 1 0 0 0 19 

4 Garam 1 2 1 0 0 0 0 1 

5 AMIU  3 9 2 1 0 0 0 3 

6 AMDK  51 110 39 12 51 0 0 0 

7 Plik U 1 3 1 0 0 0 0 1 

8 
Minuman 

Ringan 
1 2 1 0 0 0 0 1 

9 Gula Putih 1 5 0 1 0 0 0 1 

10 Air Bersih 4 12 1 3 0 0 0 4 

  Total 102 205 80 22 51 0 0 51 

 

 

Gambar 26. sampel Pihak III tahun 2021 
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direncanakan dan 9 sarana (100%) pangan PIRT dari target 9 sarana yang 

direncanakan. Hasil pemeriksaan menunjukkan 17 sarana pangan MD (36,95% dari 

sarana yang diperiksa) memenuhi ketentuan, sedangkan 29 sarana pangan MD 

(63,04% dari sarana yang diperiksa) tidak memenuhi ketentuan. Sebanyak 2 sarana 

pangan PIRT (22,22% dari sarana yang diperiksa) memenuhi ketentuan, sedangkan 7 

sarana pangan PIRT (77,78% dari sarana yang diperiksa) tidak memenuhi ketentuan. 

Dari sarana yang tidak memenuhi ketentuan terdapat beberapa penyimpangan di 

antaranya : 

1. Tidak memenuhi kaedah Cara Produksi Pangan yang Baik. 

2. Laboratorium pengujian produk di sarana AMDK tidak aktif. 

3. Menyalurkan produk sebelum mempunyai nomor registrasi. 

Terhadap sarana produksi pangan MD yang tidak memenuhi ketentuan ditindaklanjuti 

dengan pemberian peringatan dan peringatan keras, sarana produksi pangan PIRT 

yang tidak  memenuhi ketentuan diberikan surat rekomendasi kepada Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan 

ini dan sarana yang telah memenuhi ketentuan diberikan pembinaan. 

 

Gambar 27. Hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan 
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Pemeriksaan sarana distribusi produk Pangan di wilayah kerja BBPOM di Banda 

Aceh pada tahun 2021 telah dilakukan terhadap 65 sarana atau 30,23% dari total 215 

sarana distribusi produk Pangan yang ada. Hasil pemeriksaan menunjukkan 58 sarana 

(89,23%) telah sesuai dengan ketentuan (MK), sedangkan pada 7 sarana (10,77%) 

ditemukan adanya penyimpangan (TMK), berupa: 

1. Ditemukan produk makanan dan minuman Tanpa Izin Edar. 

2. Ditemukan makanan dan minuman kedaluwarsa/rusak. 

3. Ditemukan obat keras daftar G. 

4. Ditemukan Kosmetika Tanpa Izin Edar. 

5. Ditemukan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar. 

 

Gambar 28. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Pangan 
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Keamanan Pangan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kab Setempat. Pelatihan 

Penyuluhan Keamanan Pangan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan 

sertifikat SPPIRT.  Penyuluhan keamanan pangan dilakukan di 16 Kabupaten/Kota 

seperti terlihat dalam tabel berikut : 

Tabel 22. IRTP yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan 

No Kabupaten/Kota 

Jumlah IRTP 

yang Mengikuti 

Bimtek PKP 

Jumlah IRTP yang  

Mendapatkan 

SPPIRT 

Jumlah Produk 

Pangan Yang 

Mendapatkan SPPIRT 

1 2 3 4 5 

1 Kabupaten Aceh Besar 900 247 247 

2 Kabupaten Pidie 88 81 81 

3 Kabupaten  Pidie Jaya 24 24 24 

4 Kabupaten  Bireueun 220 217 392 

5 Kabupaten Aceh Utara 137 136 182 

6 Kabupaten Aceh Timur 30 8 7 

7 Kabupaten Aceh Jaya 115 40 5 

8 Kabupaten Aceh Barat Daya 130 54 111 

9 Kabupaten Aceh Barat 175 175 185 

10 Kabupaten Aceh Tamiang 49 49 53 

11 Kabupaten Simelue 31 26 8 

12 Kota Nagan Raya 96 3 3 

13 Kota Banda Aceh 382 382 520 

14 Kota Lhokseumawe 236 236 233 

15 Kota Langsa 173 33 40 

16 Kota Sabang 71 51 51 

TOTAL  2857 1762 2142 

 

3.5.7. Data Kasus Keracunan 

Pelaksanaan kegiatan operasionalisasi Sentra Informasi Keracunan (SIKer) pada tahun 

2021 dilaksanakan menggunakan aplikasi Spimker dengan menginput insiden data 

keracunan pangan dan kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan. Data-

data kasus keracunan tahun 2021 diperoleh dari laporan Instansi kesehatan dan dari 

media cetak yang beredar di Provinsi Aceh. Sesuai Permenkes No. 82 Tahun 2014 

tentang penanganan kasus KLB Keracunan Pangan bahwa BBPOM berkewajiban 

untuk melakukan pengujian terhadap sampel yang diduga sebagai penyebab KLB 

yang dikirim oleh Dinas Kesehatan. Hasil ujinya disampaikan kepada Dinas 

Kesehatan di Kabupaten/Kota tempat terjadinya KLB Keracunan Pangan. Selama 

tahun 2021 KLB Keracunan Pangan yang dilaporkan ke BBPOM di Banda Aceh 
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tercatat sebanyak 3 kasus, yaitu di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bireuen dan 

Kabupaten Pidie.  

Sampel keracunan yang masuk dan diuji di laboratorium BBPOM Banda Aceh berupa 

jajanan bakso, bakso bakar dan nasi beserta lauk pauk, dengan parameter uji mikroba 

patogen seperti Bacillus cereus, Eschericia coli, Stapylococcus aureus, Salmonella, 

dan Shigella. Hasil uji menunjukkan terdapat sampel yang TMS karena mengandung 

mikroba patogen Bacillus cereus, Eschericia coli, dan Stapylococcus aureus. 

Korban keracunan pada tahun 2021 berjumlah 138 orang menderita sakit, tanpa ada 

korban meninggal dunia.. Adapun kelompok usia yang paling banyak menjadi korban 

keracunan yaitu kelompok usia 15-29 tahun dengan jumlah sebanyak 39 orang 

penderita. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 29. Data kasus keracunan tahun 2021 berdasarkan kelompok usia 

 

Semua kasus keracunan ini ditangani oleh tenaga kesehatan yang terdekat dengan 

lokasi kejadian kemudian data dan sampel pangan yang diduga penyebab keracunan 

dikirim oleh Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke BBPOM di Banda Aceh 

dengan menyertai Surat Keterangan KLB Keracunan Pangan beserta analisis 

epidemiologi. 
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3.5.8. Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan  

Dalam rangka menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia, Badan POM 

RI menyelenggarakan Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), yang 

diimplementasikan melalui Balai Besar/Balai POM di seluruh wilayah Indonesia. 

GKPD adalah program new initiative Badan POM yang dimulai serentak pada tahun 

2014 di seluruh Balai Besar/Balai POM. Program ini dilakukan dengan strategi yaitu 

pelatihan, pengawasan, advokasi, monitoring dan evaluasi. Latar belakang program 

GKPD adalah karena masalah keamanan pangan menimbulkan masalah kesehatan 

masyarakat dan berdampak negatif. Selain terkait dengan kesehatan masyarakat, 

keamanan pangan juga berperan penting dalam meningkatkan perdagangan pangan 

yang akhirnya akan meningkatkan perekonomian. Pembangunan keamanan pangan 

dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk pula kelompok usaha 

yang terkait dengan bidang pangan. 

Dengan alasan tersebut Badan POM RI menyelenggarakan suatu program GKPD 

yang melibatkan peran aparat pemerintah dari lintas sektor terkait dan stakeholder 

lainnya. Adapun tujuan intervensi Desa Keamanan Pangan ini adalah meningkatkan 

kemandirian masyarakat desa di bidang keamanan pangan, mendorong kemandirian 

masyarakat desa melakukan pengawasan keamanan pangan, menjamin pemenuhan 

kebutuhan pangan  yang aman sampai pada tingkat perseorangan, memperkuat 

ekonomi desa melalui program Keamanan Pangan Desa. Pelaksanaan kegiatan 

program GKPD dilakukan dalam beberapa tahapan berikut : 

1. Survei Analisa Desa Terpilih dalam rangka GKPD, survey ini dilakukan untuk 

mendapat data awal profil desa yang akan diintervensi. 

2. Advokasi Terpadu GKPD, Pasar Aman dari Bahan berbahaya dan Pangan Jajanan 

Anak Sekolah yang diselenggarakan untuk membangun kesepahaman tentang 

konsep hingga implementasi pembentukan desa pangan aman dan membangun 

sinergitas dengan stakeholder untuk mengimplementasikan program tersebut. 

3. Gap Assesment dilakukan untuk : 

¶ Mengumpulkan baseline data tentang situasi dan kondisi keamanan pangan 

di desa atau kelurahan 

¶ Mengetahui gambaran situasi dan kondisi Keamanan Pangan desa/kelurahan 

dan penerapan program keamanan pangan 
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¶ Mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat desa 

seperti PKK, ibu rumah tangga, usaha pangan di desa (Ritel, PKK, dll) 

guru/tokoh masyarakat, karang taruna dan pramuka (anak sekolah) tentang 

keamanan pangan sebelum dilakukan intervensi 

¶ Melakukan intervensi tentang keamanan pangan di tingkat desa/kelurahan 

¶ Melakukan evaluasi keberhasilan intervensi keamanan pangan di tingkat 

desa/kelurahan 

¶ Mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat desa 

seperti PKK, ibu rumah tangga, pelaku usaha pangan di desa, guru/tokoh 

masyarakat, dan remaja tentang keamanan pangan setelah intervensi. 

¶ Mengetahui gambaran praktek keamanan pangan di dapur rumah tangga, 

kantin IRTP, ritel, dan PKL. 

4. Bimtek kader keluarga, sekolah dan masyarakat. Bimtek ini diselenggarakan 

untuk membentuk kader Keamanan Pangan Desa dari  kader PKK/IRT/Posyandu, 

guru, siswa dan pengelola kantin sekolah serta kader remaja putra dan putri di 8 

desa yang menjadi target intervensi. 

5. Bimtek komunitas desa yang diselenggarakan untuk membina dan memfasilitasi 

komunitas di desa tentang praktek keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari. 

6. Monitoring dan evaluasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa yang 

bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi melalui penilaian pre dan 

post intervensi di desa terpilih serta mengetahui gambaran pengetahuan 

masyarakat desa seperti PKK, ibu rumah tangga, usaha pangan di desa (ritel, 

IRTP, PKL), guru dan remaja putra putri tentang keamanan pangan, sebelum dan 

sesudah dilakukan intervensi. 

Pada tahun 2021, desa yang diintervensi keamanan pangan sebanyak 8 desa di 5 

Kabupaten/Kota yaitu Desa Purwodadi dan Desa Sukajadi di Kabupaten Aceh 

Tamiang, Desa Pante Panah di Kabupaten Aceh Timur, Desa Langung di Kabupaten 

Aceh Barat, Desa Kuta Tinggi dan Desa Kedai Susoh di Kabupaten Aceh Barat Daya, 

serta Desa Jaboi dan Desa Kuta Barat di Kota Sabang. Kegiatan bimtek kader 

dilakukan terhadap kader keluarga, sekolah dan masyarakat dengan jumlah kader tiap 

desa berjumlah 15 orang, yang diharapkan dapat bertambah dengan program mandiri 

yang dilakukan oleh masing-masing desa.  
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Gambar 30. Bimtek kader desa yang dilakukan tahun 2021 

 

Kader yang telah dilatih merupakan perwakilan kelompok keluarga, sekolah dan 

masyarakat, yang nantinya akan melakukan sosialisasi dan intervensi langsung ke 

komunitas di desa terhadap praktik keamanan pangan dan mampu bersama-sama Tim 

Keamanan Pangan mengubah pengetahuan dan perilaku komunitas ibu rumah tangga, 

IRTP, ritel, sekolah dan remaja menjadi lebih baik. 

 

Gambar 31. Nilai pengetahuan pre dan post test pada bimtek kader 

 

Terjadi peningkatan pengetahuan pada saat pre dan post test baik pada kelompok 

keluarga, sekolah maupun kelompok kader masyarakat. 
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Gambar 32. Kelompok komunitas yang mengikuti bimtek 

 

Bimtek komunitas desa dilakukan bersamaan dengan pengambilan data pre intervensi 

terhadap kelompok PKK/IRT, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), kelompok 

Pedagang kreatif lapangan (PKL), kelompok ritel, sekolah dan remaja. 

 

Gambar 33. Nilai pre dan post komunitas desa 

 

0

2

4

6

8

10

12

PKK/IRT

IRTP

PKL

Ritel

Sekolah

Remaja



 

55 
 

3.5.9. Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 

PJAS berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah. 

PJAS merupakan pangan siap saji yang ditemui dan  dijual  di  lingkungan  sekolah  

serta  secara  rutin  dibeli  dan  dikonsumsi  oleh sebagian besar anak sekolah.  

Tahapan intervensi keamanan PJAS yaitu (1) Advokasi keamanan pangan terpadu 

dengan melakukan koordinasi dengan Lintas sektor untuk menggalang komitmen 

pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan PJAS secara terpadu, (2) 

Sosialisasi keamanan pangan sekolah, peserta pada kegiatan ini adalah guru dan siswa 

tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA, (3) Bimtek kader keamanan pangan 

sekolah, peserta pada kegiatan bimtek berjumlah 82 orang terdiri dari kepala 

sekolah/guru/komite sekolah atau orang tua siswa (4) pemberian paket edukasi 

keamanan pangan, (5) monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan (6) 

Sertfikasi sekolah dengan PJAS aman, sebanyak 40 sekolah telah mendapatkan 

Sertifikat PJAS Aman dengan nilai sertifikasi di atas 70. (7) pengawalan sekolah 

dengan memastikan bahwa sekolah yang diintervensi pada tahun sebelumnya (16 

sekolah) telah melaksanakan program keamanan PJAS secara berkelanjutan.  

Pada tahap sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman, dilakukan juga sampling dan 

pengujian PJAS yang diambil di sekolah, lingkungan sekitar sekolah dan rumah 

tinggal. Sampel PJAS sebanyak 160 sampel, terdiri dari 128 sampel diuji secara kimia 

(boraks, formalin, methanyl yellow, rhodamin B) dan 32 sampel diuji secara kimia 

dan mikrobiologi. Hasil uji kimia menunjukkan 160 sampel MS, sedangkan hasil uji 

mikrobiologi menunjukkan 28 sampel MS, dan 4 sampel  positif E.coli. 

Di tahun 2021 ada 5 kab/kota yang menjadi target program PJAS yaitu Kab. Aceh 

Tamiang, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Barat Daya, dan Kota 

Sabang. Sekolah intervensi A berjumlah 24 sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTsN, dan 

SMA/MA/SMK, Sekolah intervensi B yang dilakukan sertifikasi dengan PJAS aman 

dan pengawalan sekolah, berjumlah 16 sekolah, merupakan sekolah intervensi tahun 

sebelumnya di Kab Pidie, Aceh Jaya dan Nagan Raya serta intervensi tahun berjalan. 

Sekolah perluasan cakupan dalam program PJAS (intervensi C) yang mendapatkan 

sosialiasasi berjumlah 58 sekolah yang berada di Kab Aceh Tamiang, Aceh Timur, 

Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Kota Sabang, dan Kota Banda Aceh. 
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Gambar 34. Nilai Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman (Sekolah Intervensi A) 

Nilai sertifikasi tertinggi diperoleh SMAN 1 Kejuruan Muda di Kab. Aceh Tamiang, 

dengan nilai 94. Sekolah tersebut juga menjadi Juara I lomba Tiktok Keamanan 

Pangan mewakili Provinsi Aceh. Pada program intervensi B nilai sertifikasi tertinggi 

dicapai oleh SDN 1 Indra Jaya di Kab. Aceh Jaya dengan nilai 90. 

 

Gambar 35. Nilai Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman (Sekolah Intervensi B) 

Tabel 23. Target intervensi PJAS 

No Target Sekolah Kabupaten/Kota 

Target sekolah yang diintervensi Keamanan 
PJAS Total Perkabupaten/Kota 

SD/ MI SMP/ MTS SMA/SMK/ MA 

1 Intervensi A Aceh Barat 1 1 3 5 

    Aceh Barat Daya 1 2 1 4 

    Aceh Tamiang 3 1 1 5 

    Aceh Timur 1 1 3 5 

    Sabang 2 2 1 5 

2 Intervensi B Aceh Jaya 2 2 1 5 

    Nagan Raya 2 2 1 5 

    Pidie 3 1 2 6 

3 Intervensi C Banda Aceh 6 3 5 14 

    Aceh Besar 3 4 1 8 

    Aceh Barat 1 2 1 4 

    Aceh Barat Daya 2 2 2 6 

    Aceh Tamiang 4 4 1 9 

    Aceh Timur 3 3 1 7 

    Sabang 6 2 2 10 

Total per Tingkat Sekolah 40 32 26 98 

SDN 1 Percontohan, 84 

MTsS Nurul Falah , 89 

SMAN 1, 89 

SMAN 3, 74 

SMAN 4, 78 

SD N 1 Blang Pidie, 89 

SMPN 1 Blang Pidie, 89 

MTsN 1 Abdya, 89 

SMA Tunas Bangsa, 86 

SD N 1 Karang Bundar, 86 

SD N 1 Sriwijaya, 89 

SD N 1 Percontohan, 85 MTsN 2 , 87 
SMA N 1 Kejuruan Muda , 94 

SDN 3 Peureulak, 88 

SMP N 1 Pante Bidari, 93 

SMA N 1 IDI, 93 

SMA N Unggul, 90 

SMK N Taman Fajar, 85 

SD N 1, 86 

MIN Cot Ba'u, 93 

SMP N 1, 88 

SMP N 2, 89 

SMA N 1, 92 

SD 1 Indra Jaya, 90.00 

MIN 9, 88.57 

SMP 1 Sampoiniet, 78.57 

MTsN 3, 75.71 

SMA N 1 Jaya, 75.71 

MIN 8 , 84.29 

MIN 12, 78.57 

SMPN 1 Kuala, 75.71 
MTsN 1, 84.29 

MAN 1, 80.00 

SDN 3 Gigieng, 71.43 

SD N 5 Sigli, 84.29 

MIN 25, 84.29 

MTsS NURA, 84.29 

MAN Al Furqan, 80.00 

SMA N 2 Sigli, 74.29 
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Target sekolah intervensi dan capaian yang sudah dilakukan BBPOM di Banda Aceh 

berjumlah 98 sekolah. Tercapainya seluruh target sekolah karena adanya dukungan 

dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program PJAS dan Pelaksanaan Program 

Nasional yang dilaksanakan di lokus daerah yang sama sehingga intervensi dapat 

berjalan secara menyeluruh dengan mengintervensi desa, sekolah, dan pasar secara 

bersamaan di lokus daerah yang sama. 

3.5.10. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya  

Dalam rangka menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia, Badan POM 

RI menyelenggarakan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, yang di 

implementasikan melalui Balai Besar/Balai POM ke seluruh wilayah Indonesia. 

Program ini dilakukan dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, 

pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Pasar Aman dari Bahan 

Berbahaya adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh 

dari komunitas pasar (pedagang, pekerja, pengelola, asosiasi, pemasok, masyarakat) 

dan stakeholder terkait (pihak Swasta/Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemerintah 

setempat) untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan 

dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. 

 Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dicanangkan sejak tahun 2013 sebagai 

program new initiative. Sasarannya adalah Pasar Tradisional yang telah direvitalisasi 

oleh Kementerian Perdagangan dan telah diintervensi program Pasar Sehat oleh 

Kementerian Kesehatan. 

 Pada tahun 2021 BBPOM di Banda Aceh telah melakukan intervensi kepada 6 pasar 

dari 5 kabupaten di Provinsi Aceh. Intervensi pasar aman dari bahan berbahaya 

dilaksanakan terhadap Pasar Kuala Simpang di Kabupaten Aceh Tamiang, Pasar 

Peureulak dan Pasar Idi di Kabupaten Aceh Timur, Pasar Bina Usaha di Kabupaten 

Aceh Barat, Pasar Inpres Blangpidie di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Pasar Induk 

di Kota Sabang. Bimtek dilakukan terhadap petugas pasar melalui pemberian materi 

mengenai Bahan Berbahaya, Cara Identifikasi Bahan Berbahaya, Tata Cara 

Pengambilan Sampel, Penggunaan rapid test kit dan Cara Pelaporan Hasil pengujian. 
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Tabel 24. Bimtek dan pelatihan pelaksanaan pasar aman dari bahan berbahaya 

Kabupaten/Kota Nama Pasar 
Nama Petugas Pasar 

yang dibimtek 

Nama fasilitator yang 

dilatih  

1 2 3 4 

Kabupaten Aceh 

Tamiang 

Pasar Pagi Kuala 

Simpang 

1. Zulman Rousdi 

2. Enny Marlina 

1. Indria Utami 

2. Desrianti 

3. Fitri Zulia Ningsih 

Kabupaten 

AcehTimur 

Pasar Idi 

1.Yusril 

2. Muhammad Roni 

Gunawan 

1. Zulkifli  

2. Zulfakri 

3. Mulizar D 

4. Nanda Hendrika Pasar Peureulak 
1. Khairul Fahmi 

2. Muhammad Yunus 

Kabupaten Aceh 

Barat Daya 

Pasar Inpres Blang 

Pidie 

1. Nelly Aswan 

2. Najmun Washat 

1. Tantawi 

2. Armalis 

3. Taufik 

Kabupaten Aceh 

Barat 
Pasar Bina Usaha 

1.Ellya Sianur 

2.Desil wanna 

1. Effiani 

2. Mansyur Syah 

3. Amir 

Kota Sabang 
Pasar Tangga Tujuh 

Sabang 

1. Mawarni 

2. Firman Syahputa 

1. Fitriani 

2. Idayanti 

3. Romauli 

4. Ikbal Reza 

5. Abdullah 

6. Zulfahmi 

7. Martunis 

8. T Iskandar 

TOTAL  12 Orang 21 Orang 

   

Pada tahun 2021 terdapat 12 orang pengelola pasar yang dibimtek dan 21 orang 

petugas dari Dinas Perdagangan yang membidangi pasar yang dilatih menjadi 

fasilitator pasar aman. Petugas pasar bersama fasilitator pasar aman bersama-sama 

melakukan sampling dan pengujian terhadap pangan yang beredar di wilayah 

pengawasannya masing-masing.   

Dari hasil intervensi dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) tahap 1 dan 2 

meliputi pasar intervensi tahun sebelumnya di 3 Kabupaten yaitu Pidie, Aceh Jaya dan 

Nagan Raya dan intervensi pasar tahun berjalan di 5 Kabupaten/Kota. Pada monev 

tahap I tidak dijumpai bahan pangan mengandung Formalin, Rhodamin B dan 

Methanyl Yellow, namun masih dijumpai Boraks pada 47 sampel berupa kerupuk 

tempe maupun mie kuning di semua pasar intervensi, serta temuan cemaran mikroba  

E. coli dan Coliform sejumlah 23 sampel dari 900 sampel yang diuji. 

Dalam pelaksanaan Monev tahap II, pada Pasar di Kota Sabang tidak lagi dijumpai 

bahan kimia berbahaya maupun cemaran mikroba dari 50 sampel yang diuji, namun 

pada 8 pasar lainnya masih dijumpai cemaran mikroba dan boraks bahkan temuan 
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formalin dijumpai di Pasar Kuala Simpang Aceh Tamiang. Walaupun dari jumlah 

kuantitas paparan kontaminasi bakteri berkurang, namun masih dijumpai produk 

mengandung mikroba E. coli dan Coliform. 

Tabel 25. Hasil monev pasar aman dari bahan berbahaya 

N

o 

Kabupa ten/ 

Ko ta  

Na ma 

Pasar 

Jumlah 

sa mpe l  

pangan 

Jumlah TMS Has i l  pengu j ian 

F o r m a l i n  B o ra k s  
R h o d a m i n  

B  

M e t h a n y l  

Y e l l o w  

E .  

co l i  
C o l i f o r m  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A  
Monev 

Tahap I  
                

1 
Kab .  A.  

Tamiang 

Pasar  Pagi  
Kua la  

s impang 

100 0 12 0 0 4 4 

2 
Kab .  Aceh  
Timur 

Pasar  id i 100 0 1 0 0 5 5 

  
Pasar  

Peu reu lak 
100 0 2 0 0 4 4 

3 Kab ,  Abd ya 
Pasar  
Inp res 

100 0 4 0 0 5 5 

4 
Kab.Aceh  

Bara t 

Pasar  B ina  

Usaha 
100 0 7 0 0 4 4 

5 Kota  Sabang 
Pasar  
Tangga 

tu juh 

100 0 7 0 0 1 1 

6 
Kab.  Nagan  
Raya 

Pasar  
Jeuram 

100 0 4 0 0 0 0 

7 
Kab ,  Aceh  

Jaya 

Pasar  

Lamn o 
100 0 3 0 0 0 0 

8 Kab .  P id i e 
Pasar  
Lamlo 

100 0 7 0 0 0 0 

B 
Monev 

Tahap I I  
                

1 
Kab .  

A.Tamiang 

Pasar  Pagi  
Kua la  

S impang 

55 1 0 0 0 2 4 

2 
Kab .  Aceh  

Timur Pasar  Id i 
50 0 0 0 0 2 3 

  
Pasar  

Peu reu lak 
50 0 0 0 0 2 3 

3 Kab .  Abd ya 
Pasar  

Inp res 
50 0 0 0 0 1 2 

4 
Kab .  Aceh  

Bara t 

Pasar  B ina  

Usaha 
50 0 0 0 0 0 3 

5 Kota  Sabang 

Pasar  

Tangga 
tu juh 

50 0 0 0 0 0 0 

6 
Kab .  Nagan  

Raya 

Pasar  

Jeuram 
50 0 0 0 0 1 4 

7 
Kab .  Aceh  
Jaya 

Pasar  
Lamn o 

50 0 0 0 0 0 3 

8 Kab .  P id i e 
Pasar  

Lamlo 
50 0 2 0 0 3 3 

TOTAL  1355 1 48 0   0   34   48   
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Gambar 36. Hasil uji monev pasar tahap I 

 

 

3.6. SERTIFIKASI PRODUK DAN FASILITAS PRODUKSI DAN/ATAU 

DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN 

Sertifikasi produk dan fasilitas produksi serta distribusi obat dan makanan merupakan 

salah satu jenis layanan publik di BBPOM di Banda Aceh yang meliputi : 

1. Penerbitan rekomendasi pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik 

2. Penerbitan rekomendasi pemenuhan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik 

3. Penerbitan rekomendasi pemenuhan Cara Produksi Kosmetik yang Baik 

4. Penerbitan rekomendasi pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 

5. Penerbitan rekomendasi bagi perseorangan/badan usaha yang melakukan notifikasi 

produk Obat dan Makanan  
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Selain itu, BBPOM di Banda Aceh juga melakukan kegiatan pendampingan UMKM 

dalam bentuk asistensi maupun bimbingan teknis kepada pelaku usaha.   

Pada tahun 2021, jumlah permohonan sertifikasi produk dan fasilitas produksi serta 

distribusi obat dan makanan yang masuk ke BBPOM di Banda Aceh adalah sebanyak 

17 permohonan terdiri dari 10 permohonan produksi pangan, 4 permohonan produksi 

OT, 1 permohonan produksi kosmetik, dan 2 permohonan distribusi obat. Profil jenis 

permohonan layanan yang masuk ke BBPOM di Banda Aceh adalah sebagai berikut : 

Tabel 26. Jumlah permohonan sertifikasi produk, fasilitas produksi dan distribusi 

No Jenis Layanan 
Jumlah permohonan 

yang masuk tahun 2021 

1 Pemenuhan CDOB bagi Pedagang Besar Farmasi (PBF) 1 

2 
Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan 

tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT 
4 

3 
Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka 

pendaftaran produk kosmetik 
1 

4 
Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka 

mendapatkan nomor izin edar 
10 

5 
Surat rekomendasi bagi perseorangan/ badan usaha lainnya 

(importir SK, notifikasi kosmetik, dan importir pangan) 
1 

Total Permohonan 17 

 

 

 

Gambar 38. Profil  permohonan sertifikasi produk dan fasilitas produksi serta distribusi 
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Rekomendasi yang diterbitkan oleh BBPOM di Banda Aceh pada tahun 2021 adalah 

sebanyak 15 rekomendasi dan 1 surat penghentian Pemeriksaan Sarana Balai (PSB). 

Rekomendasi yang dikeluarkan adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 27. Jumlah rekomendasi dalam rangka sertifikasi produk, fasilitas produksi dan 

distribusi  

No Jenis Layanan 

Jumlah rekomendasi  

yang diterbitkan 

tahun 2021 

1 Pemenuhan CDOB bagi Pedagang Besar Farmasi (PBF) 2 

2 
Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan 

tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT 
3 

3 
Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka 

pendaftaran produk kosmetik 
0 

4 
Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka 

mendapatkan nomor izin edar 
9 

5 
Surat rekomendasi bagi perseorangan/ badan usaha lainnya 

(importir SK, notifikasi kosmetik, dan importir pangan) 
1 

Total Permohonan 15 

 

 

 

Gambar 39. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan tahun 2021 
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Adapun berkas yang diterima oleh BBPOM di Banda Aceh, selanjutnya dilakukan 

pemeriksaan dengan timeline pemeriksaan, sebagai berikut :  

a. Produksi Pangan dan Importir Pangan yaitu 10 Hari Kerja setelah berkas diterima  

b. Produksi Kosmetik dan Pemohon notifikasi (Importir Kosmetik/Usaha yang 

melakukan kontrak produksi) yaitu 10 Hari Kerja setelah berkas diterima  

c. Importir OT/SK dan Produksi OT (UKOT/UMOT) yaitu 10 Hari Kerja setelah 

berkas diterima  

Pemeriksaan dilakukan terhadap ketiga jenis berkas yang diterima di atas, 

dikecualikan untuk persetujuan denah bangunan PBF/PBBBF. Persetujuan denah 

bangunan PBF/PBBBF menghasilkan putusan berupa surat persetujuan denah. 

 

Tabel 28. Capaian penerbitan rekomendasi sertifikasi 
Jumlah 

permohonan masuk 

tahun 2021 

Jumlah rekomendasi  

yang diterbitkan 

Capaian penerbitan rekomendasi Sertifikasi 

Produk dan Fasilitas Produksi/Ditribusi tahun 

2021 (%) 

17 15 88,24% 

 

 

Capaian penerbitan rekomendasi Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi pada tahun 

2021 adalah sebesar 88,24%. Terdapat satu sarana kosmetik yang masih melakukan 

CAPA di tahun 2021 di mana pemberian rekomendasi dilakukan di tahun 2022, dan 

satu sarana pangan yang tidak melanjutkan proses pendaftaran karena pindah ke 

provinsi lain. 

Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 jumlah permohonan dan surat rekomendasi 

yang dapat diterbitkan pada tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini dapat 

dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu sebagai dampak pandemi Covid 19. Tahun 

2020 juga merupakan implementasi pertama kali dari SIMEMPAN ACEH sehingga 

pelaku usaha sudah banyak terjaring di tahun 2020. Pada tahun 2021 mereka lebih 

banyak melakukan pendaftaran atau registrasi produk saja. 
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Tabel 29. Perbandingan layanan sertifikasi  tahun 2020 dan tahun 2021 

No Jenis Sarana 

Jumlah 

permohonan 

yang masuk 

tahun 2020 

Jumlah 

permohonan 

yang masuk 

tahun 2021 

Jumlah 

permohonan 

yang terbit 

tahun 2020 

Jumlah 

permohonan 

yang terbit 

tahun 2021 

1 PBF 9 1 13 2 

2 Produksi OT 6 4 7 3 

3 Produksi Kosmetika 1 1 2 0 

4 Produksi Pangan Olahan 22 10 22 9 

5 
Distribusi perseorangan/ 

badan usaha lainnya 
2 1 3 1 

 
Total 40 17 47 15 

 

Tabel 30. Capaian penerbitan rekomendasi sertifikasi pada tahun 2020 dan tahun 2021 

Keterangan Tahun 2020 Tahun 2021 

Jumlah permohonan yang diterima 42 17 

Jumlah rekomendasi yang diterbitkan 47 15 

Presentase Capaian 111,90% 88,24% 

 

3.6.1. Layanan Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan CDOB Pedagang Besar 

Farmasi (PBF)  

Badan POM berkomitmen melakukan percepatan sertifikasi Cara Distribusi Obat 

yang Baik (CDOB) bagi Pedagang Besar Farmasi (PBF) berdasarkan pada Peraturan 

Kepala BPOM RI Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Distribusi Obat yang 

Baik. Pengajuan permohonan diajukan secara online melalui 

(https://sertifikasicdob.pom.go.id/). Pada tahun 2021, BBPOM di Banda Aceh 

melakukan layanan penerbitan rekomendasi pemenuhan persyaratan CDOB terhadap 

sarana distribusi obat dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 31. Layanan penerbitan rekomendasi pemenuhan CDOB sarana distribusi 

obat/PBF tahun 2021 

No Nama PBF 
Kab/ 

Kota 

Proses Sertifikasi 

Persetujuan 

Denah 

Audit 

Sarana 

Proses 

CAPA 
Rekomendasi 

Sertifikat 

CDOB 

Obat 

Lain  
CPP 

1.  
PT. Mestika 

Aceh Semesta 

Banda 

Aceh 
Tahun 2020 

Tahun 

2020 

Tahun 

2020 
ã ã  

2 .  
PT. Panca Pilar 

Tangguh 

Banda 

Aceh 
Tahun 2020 ã ã ã ã  

 

BBPOM di Banda Aceh telah berhasil menerbitkan 2 rekomendasi namun 1 

rekomendasi merupakan carry over dari tahun sebelumnya.  

https://sertifikasicdob.pom.go.id/
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3.6.2. Layanan Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan CPOTB Sarana Usaha Obat 

Tradisional dalam rangka Pendaftaran Produk  

Dalam rangka pendaftaran produk obat tradisional, salah satu persyaratan sarana 

produksi obat tradisional (UMOT dan UKOT) adalah harus memiliki sertifikat Cara 

Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap. Pada tahun 2021, BBPOM 

di Banda Aceh telah melakukan audit sertifikasi pemenuhan CPOTB terhadap 

beberapa sarana sebagai berikut : 

Tabel 32. Layanan penerbitan rekomendasi pemenuhan CPOTB sarana produksi OT 

tahun 2021 

No. Nama Sarana Kab/Kota Jenis Nama Dagang NIE 

1. CV. Citamita Beujaya Bireuan UMOT Myga Fresh ã 

2. CV. Muda Bahari Aceh Tamiang UKOT VCO 
Proses 

Pendaftaran 

3. CV. Indo Astri Aceh Besar UMOT Brescare 
Proses 

Pendaftaran 

4. CV.Mus Jaya Raya Pidie Jaya UKOT 
The Kelor 

MusMoringa 

Proses 

Pendaftaran 

 

3.6.3. Layanan Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPKB Sarana Usaha 

Kosmetik dalam rangka Pendaftaran Produk  

BBPOM di Banda Aceh mendorong berkembangnya pertumbuhan industri kosmetik 

di Provinsi Aceh dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk 

kecantikan dan perawatan tubuh yang terus meningkat. Proses untuk mendapatkan 

Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dimulai dari Surat Persetujuan Denah Bangunan 

Industri Kosmetik yang diterbitkan oleh Badan POM. Pada tahun 2021, BBPOM di 

Banda Aceh telah melakukan audit sertifikasi pemenuhan aspek CPKB terhadap 1 

sarana, namun karena ada proses CAPA maka sertifikat pemenuhan aspek CPKB 

terbit di tahun 2022. 

Tabel 33. Audit  penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB sarana produksi 

kosmetik tahun 2021 

No. Nama Sarana Kab/Kota Jenis 
Nama 

Dagang 
NIE 

1. UD. Aneka Guna Aceh Utara Gol. B Bunga Merah 

SPA CPKB Jan 2022 

Sedang Proses 

Pendaftaran NIE 
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3.6.4. Layanan Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan CPPOB dalam rangka 

Pendaftaran Produk  

Hasil Pemeriksaan Sarana oleh Balai (PSB) dengan nilai minimal B merupakan salah 

satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam rangka pendaftaran 

produk pangan olahan untuk mendapatkan izin edar. Selama tahun 2021, BBPOM di 

Banda Aceh telah melakukan audit dalam rangka penerbitan rekomendasi pemenuhan 

CPPOB terhadap 10 sarana. Dari jumlah tersebut, 9 sarana telah diterbitkan 

rekomendasi PSB, sedangkan 1 sarana diberikan surat penghentian PSB karena sarana 

menyatakan tidak akan melanjutkan proses pendaftaran. 

Tabel 34. Audit penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPPOB sarana pangan   

tahun 2021 

No. Nama Sarana Kab/Kota Jenis 
Rekomendasi 

PSB 
NIE 

1. CV. Zona Creative Aceh Besar Olahan Jagung 
Penghentian 

PSB 
- 

2. 
PT.Usaha Inovasi 

Dayah 
Aceh Timur Tepung ã 

Proses 

Pendaftaran 

3. UD. Milhy Jaya Bireuen 
Garam 

beryodium 
ã ã 

4. 
CV. Tuah 

Darussalam 
Aceh Besar AMDK  ã ã 

5. 
CV. Sundes 

Geubrina Sejahtera 
Aceh Utara AMDK  ã ã 

6. 
Perum Bulog Divre 

Aceh 
Aceh Besar 

Gula Kristal 

Putih 
ã ã 

7. 
PT. Korea Aceh 

Mandiri 
Banda Aceh 

Minuman 

Botanikal 
ã 

Proses 

Pendaftaran 

8. Anugrah Limun Aceh Barat 
Minuman 

Berkarbonasi 
ã 

Proses 

Pendaftaran 

9. PT. Aini Sejahtera Lhokseumawe AMDK  ã ã 

10. CV.Layar Era Banda Aceh Keumamah ã ã 

 

3.6.5. Penerbitan Rekomendasi Bagi Perseorangan/Badan Usaha yang 

Melakukan Notifikasi Produk Obat dan Makanan  

BBPOM di Banda Aceh juga melakukan audit terhadap perseorangan/badan usaha 

yang melakukan notifikasi dan/atau importir produk Obat dan Makanan seperti 

suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan sebanyak 1 sarana yaitu :  

Tabel 35. Audit penerbitan rekomendasi bagi perseorangan/badan usaha yang 

melakukan notifikasi produk obat dan makanan tahun 2021 

Nama Sarana Kab/Kota Jenis NIE 

CV. Queisha Aesthetic  Pidie (Klinik Kecantikan-

Maklon) 

Sedang Proses Pendaftaran 

NIE 
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3.6.6. Layanan Konsultasi dan Asistensi terkait Sertifikasi  

Berkaitan dengan layanan sertifikasi, BBPOM di Banda Aceh melakukan layanan 

konsultasi bagi para pelaku usaha, baik saat mengajukan berkas awal, maupun setelah 

dilakukannya audit. Dalam hal ini dilaksanakan diskusi dalam rangka pemenuhan 

CAPA. Terkait hal ini, masing-masing sarana dimungkinkan menghubungi BBPOM 

di Banda Aceh lebih dari satu kali. Selain layanan konsultasi, BBPOM di Banda Aceh 

juga memberikan layanan asistensi atau pendampingan langsung (on site) ke sarana 

UMKM. Berikut adalah daftar sarana yang telah diberikan layanan konsultasi 

termasuk konsultasi pembuatan denah sarana produksi dan layanan asistensi yang 

dilakukan sepanjang tahun 2021. 

 

Tabel 36. Layanan asistensi dan pendampingan denah 

No. Nama Sarana Kab/Kota Jenis Sarana-Jenis Produk 

1.  CV. Indo Astri Banda Aceh Obat Tradisional 

2.  Sumber Rezeki SBR Aceh Barat Pangan-Limun 

3.  PT.Usaha Inovasi Dayah Aceh Timur Pangan- Tepung 

4.  PT. Korea Aceh Mandiri Banda Aceh Pangan-minuman 

5.  UMKM Anugrah Limun Aceh Barat Pangan-Limun 

6.  UD. AL Hayah Aceh Besar Obat Tradisional 

7.  
UMKM Sari Kedelai Ibu 

Ita 
Banda Aceh Pangan-minuman sari kedelai 

8.  CV.Khanza Aceh Barat, OT-UKOT 2 

9.  CV. Nanggore Jaya Lestari Aceh Barat OT-Minuman Herbal 

10.  
UMKM Sari Kedelai Ibu 

Ita 
Banda Aceh Pangan-minuman sari kedelai 

11.  UD. Aneka Guna Aceh Utara Kosmetika 

12.  Kosmetika CMF Lhokseumawe Kosmetika 

13.  Sojugan Id. Banda Aceh Pangan-Minuman Berkabonasi 

14.  Kelompok Usaha Liazat Banda Aceh Pangan -Frozen Food 

15.  CV. NA Indonesia Banda Aceh, Pangan-Frozen Food 

16.  CV.Atlantic Aceh Utara Obat Tradisional 

17.  Mpek-Mpek Jagoci Aceh Tamiang Pangan-frozen Food 

18.  Yefni Dave Aceh Tamiang UMKM Kosmetik 

19.  CV.Shirat Aceh Timur Pangan -AMDK  
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20.  UD PNS Aceh Timur Pangan -Frozen Food 

21.  Ery Hasyem Food Aceh Utara Pangan 

22.  Manggroe Foods Kota Langsa Pangan-Sirup Mangroe 

23.  UKOT Bapak Sulaiman Kota Langsa Obat Tradisional 

24.  CV.Aslam Atjeh Aceh Besar Pangan-Minuman Serbuk 

25.  CV. Naturi Alam Semesta Aceh Besar Pangan- Minuman Serbuk 

26.  Mitra Cut Kak Aceh Utara Pangan- Nugget 

27.  UD. Agro Aceh Besar Aceh Besar Pangan- Bubuk Kopi 

28.  
PT.Aceh Koetaradja 

Aromatik 
Aceh Besar Kosmetik Gol B 

29.  Ayin & Co. Djakarta Aceh Besar Kosmetik - Minyak Rambut 

30.  UMKM Nozy Banda Aceh Pangan- Minuman Berperisa 

31.  CV.Thunnus Saputra Banda Aceh Pangan- Nugget, Dinsum 

32.  CV.Agas Water Banda Aceh Pangan-AMDK  

33.  Dedi Iskandar Banda Aceh Kosmetik Gol B 

34.  UD.Tuna Banda Aceh Pangan- Keumamah 

35.  PT.The Globe Journal Banda Aceh Pangan- Bubuk Kopi 

36.  UMKM Dauyah dedrink Aceh Besar Pangan-Obat Tradisional 

 

3.6.7. Layanan SKI/SKE 

Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) diterbitkan 

dengan tujuan untuk mengendalikan  produk-produk yang masuk maupun keluar 

wilayah Indonesia. Khusus untuk produk impor, diberlakukan beberapa persyaratan 

untuk menjamin kualitas, keamanan dan kemanfaatan produk tersebut. Penerbitan SKI 

maupun SKE sesuai ketentuan PP No. 32 tahun 2017 sebegai Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP). Selama tahun 2021, permohonan SKI dan SKE nihil sedangkan 

pada tahun 2020 BBPOM di Banda Aceh menerima 1 permohonan. 

 

3.7. PEMANTAUAN IKLAN DAN LABEL 

Dalam rangka meningkatkan pengawasan mutu obat dan makanan yang 

komprehensif, dilakukan pemantauan/pengawasan periklanan Obat, Makanan, Obat 
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Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan cara mengevaluasi tayangan 

iklan media elektronik, media online dan media luar ruang serta leaflet atau brosur. 

Pada tahun 2021 jumlah iklan yang dipantau sebanyak 1.333 iklan yang terdiri dari 

leaflet/brosur sebanyak 90 item (6,75%), media cetak sebanyak 161 item (12,07%), 

media elektronik sebanyak 144 item (10,8%), media online sebanyak 477 item 

(35,78%), dan media luar ruang sebanyak 461 (34,58%) dengan hasil :  

¶ Memenuhi Ketentuan  : 475 

¶ Tidak Memenuhi Ketentuan : 858 

 

 

Gambar 40. Uraian pengawasan iklan produk OMKA dan produk tembakau 

 

Pemantauan/pengawasan penandaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, 

Kosmetik, Pangan dan Rokok dilaksanakan dengan mengevaluasi penandaan dari 

sampel yang telah disampling. Pada tahun 2021 jumlah penandaan yang dipantau 

sebanyak 2.690 item yang terdiri dari penandaan Obat sebanyak 577 kemasan, 

penandaan Obat Tradisional sebanyak 432 kemasan, penandaan Suplemen Kesehatan 

sebanyak 144 kemasan, penandaan Kosmetik sebanyak 862 kemasan, penandaan 

Pangan sebanyak 495 kemasan, dan penandaan label rokok sebanyak 180 kemasan 

dengan hasil :  

¶ Memenuhi Ketentuan  :  2154 

¶ Tidak Memenuhi Ketentuan :   536 
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Gambar 41. Uraian pengawasan penandaan produk OMKA dan produk tembakau 

 

3.8. PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN 

MAKANAN 

Kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2021 

dilaksanakan dengan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berjumlah 4 

orang. Pada tahun 2021 terdapat 8 kasus, terdiri dari 3 kasus pangan, 3 kasus 

kosmetik, dan 2 kasus obat tradisional. Kasus pelanggaran di bidang Obat dan 

Makanan tersebut merupakan hasil dari k e g i a t a n  investigasi awal dan 

o p e r a s i  penindakan  baik operasi  yang berskala provinsi, nasional maupun 

internasional. 

Dari 8 kasus pelanggaran yang ditemukan pada tahun 2021, 5 kasus diputuskan untuk 

ditindaklanjuti ke tingkat pro-justisia (perkara) dan 3 kasus diberikan sanksi 

administratif. PPNS BBPOM di Banda Aceh sudah mengirimkan Surat 

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebanyak 5 perkara dari target 5 

perkara yang terdiri dari 2 perkara kosmetik dan 3 perkara pangan. Selain itu, PPNS 

BBPOM di Banda Aceh juga masih menangani 2 perkara kosmetik lanjutan tahun 

2019 dan tahun 2020, sehingga total perkara yang ditangani selama tahun 2021 adalah 

7 perkara. 
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Adapun kemajuan penyelesaian perkara hingga akhir tahun 2021 adalah sebagai 

berikut : 2 perkara telah diserahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan Tinggi Aceh 

(tahap I), 3 perkara telah sampai tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti ke 

Kejaksaan Negeri) dan telah mendapatkan  putusan  dari  Pengadilan  Negeri  

setempat. Untuk perkara lanjutan, telah diselesaikan hingga mendapatkan putusan 

pengadilan sebanyak 1 perkara dan pada tahap P19 sebanyak 1 perkara. Terhadap 3 

perkara yang belum selesai tahap II di tahun 2021 maka akan dilanjutkan 

penyelesaiannya di tahun 2022. 

 

Gambar 42. Tindak lanjut pro -justitia di bidang Obat dan Makanan 

 

3.8.1. Operasi Intelijen  

Kegiatan Operasi Intelijen dilaksanakan sebanyak 29 kali  di tahun 2021, yaitu 8 kali  

di kota Banda Aceh dan kabupaten Aceh Besar, dan 21 kali di kabupaten/kota lainnya. 

Selain melakukan Operasi Intelijen ke seluruh kabupaten/kota, BBPOM di Banda 

Aceh juga melakukan pemantauan penjualan secara online (patroli siber). Selama 

tahun 2021, telah terpantau sebanyak 45 akun penjualan produk tanpa izin edar yang 

telah dilaporkan untuk diblokir dan diprofilling. Laporan patroli siber secara rutin 

dilaporkan setiap bulan ke Direktorat Siber BPOM RI. 

Kegiatan Operasi Intelijen dilakukan untuk menindaklanjuti informasi dari petugas 

maupun masyarakat tentang terjadinya pelanggaran di bidang obat dan makanan dan 
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apabila dari hasil operasi intelijen telah ditemukan bukti awal yang cukup maka dapat 

dijadikan target saat penindakan. Kegiatan operasi intelijen diawali  dengan 

perencanaan operasi intelijen, lalu m e l a k s a n a k a n  kegiatan operasi intelijen dan 

selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kegiatan operasi intelijen tersebut. Petugas 

yang melakukan  kegiatan  operasi intelijen  dilengkapi  dengan  alat  khusus  untuk  

menunjang kegiatan operasi intelijen. Output dari operasi intelijen berupa laporan 

informasi atau laporan intelijen yang dilaporkan setiap bulan melalui aplikasi 

Dashboard Penindakan. 

3.8.2. Penindakan 

Kegiatan penindakan telah dilaksanakan oleh BBPOM di Banda Aceh sebanyak 

empat kali  di tahun 2021 yaitu di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Barat, 

Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen. Dari 4 kali  penindakan tersebut telah 

diamankan pangan yang mengandung bahan berbahaya dan kosmetik Tanpa Izin Edar 

(TIE) dan mengandung bahan berbahaya dengan total taksiran nilai ekonomi temuan 

sebesar Rp 175.579.500 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan 

ribu lima ratus rupiah). Selain itu, BBPOM di Banda Aceh juga membantu 

pelaksanaan kegiatan penindakan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dan Loka 

POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan total nilai ekonomi temuan sebesar Rp 

70.271.500 (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah). 

Dalam kegiatan penindakan yang telah dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh, 

terdapat  2  kali  Operasi Internasional (Operasi ñOPSONò dan Operasi ñPANGEAò) 

yang melibatkan Polda Aceh, Polres, Bea dan Cukai, Disperindag, dan Dinas 

Kesehatan. 

3.8.3. Pemusnahan Barang Buk ti dan Temuan Hasil Pengawasan 

Penyidik PNS (PPNS) BBPOM di Banda Aceh tahun 2021 telah melakukan kegiatan 

pemusnahan barang bukti dan temuan produk obat dan makanan ilegal. Barang Bukti 

yang dimusnahkan meliputi satu item formalin dan satu item mie kuning basah 

seberat ± 340 kilogram hasil sitaan dari tiga perkara tahun 2021 dengan taksiran 

nilai ekonomi Rp 2.782.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah). 

Barang temuan yang dimusnahkan sekitar 94 item berbagai jenis kosmetika, obat 

tradisional dan pangan tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya dengan 

total taksiran nilai ekonomi sebesar Rp 61.677.500 (enam puluh satu juta enam 
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ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Pemusnahan barang bukti dan 

temuan produk obat dan makanan ilegal ini dilakukan dengan merusak dan 

menanam barang bukti tersebut di Tempat Pembuangan Akhir Kampung Jawa 

Banda Aceh. 

3.8.4. Data Rawan Kasus 

Pada tahun 2021 telah dilakukan pengumpulan data dari kegiatan pengawasan, operasi 

intelijen, informasi dari masyarakat maupun lintas sektor untuk menganalisa 

kerawanan kejahatan di bidang obat dan makanan di seluruh kabupaten/kota wilayah 

pengawasan BBPOM di Banda Aceh. Data-data tersebut diinput dalam Aplikasi 

Dashboard Penindakan setiap triwulan dan akan terlihat peta rawan kasus di setiap 

kabupaten/kota. Dari hasil pemetaan rawan kasus tersebut maka dapat terlihat kasus 

yang paling banyak dan tersebar merata adalah kasus pelanggaran kosmetik tanpa izin 

edar, obat tradisional tanpa izin edar, dan pangan mengandung bahan berbahaya. 

Kosmetik tanpa izin edar masih ditemukan di daerah Aceh Barat Daya, Aceh Besar, 

Aceh Timur, Aceh Utara, Nagan Raya, Banda Aceh, Langsa dan Lhokseumawe. Obat 

tradisional tanpa izin edar ditemukan di daerah Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh 

Tamiang, Aceh Utara, Bireuen, Banda Aceh dan Langsa. Pangan mengandung bahan 

berbahaya ditemukan di daerah Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Bireuen, Nagan Raya, 

Pidie, Pidie Jaya, Banda Aceh dan Lhokseumawe.  

Produk kosmetik tanpa izin edar, obat tradisional tanpa izin edar, dan pangan 

mengandung bahan berbahaya yang beredar di wilayah BBPOM di Banda Aceh 

berasal dari provinsi DKI Jakarta, Salatiga dan Sumatera Utara. Pemesanan dilakukan 

melalui sales-sales atau akun online, setelah pembayaran selesai produk-produk 

tersebut dikirim melalui ekspedisi ataupun pengangkutan umum. Pelaku usaha 

menyimpan produk obat dan makanan ilegal di tempat tersembunyi atau pun di 

rumah. Produk tersebut dijual kepada pelanggan tetap dan pengiriman barang dengan 

metode dropship atau melalui jasa ekspedisi. 
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3.9. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT / KONSUMEN  

Badan POM RI mengembangkan sistem pengawasan terpadu yaitu sistem 

pengawasan Obat dan Makanan yang melibatkan tiga pilar/sub sistem. Ketiga sub 

sistem tersebut yaitu pemerintah, produsen, dan konsumen/masyarakat. 

Masing-masing sub sistem tersebut perlu diberi peningkatan pengetahuan serta 

pemberdayaan. Kepada instansi pemerintah dilakukan melalui berbagai pelatihan dan 

penyempurnaan sistem regulasi serta peraturan perundang-undangan tentang Obat dan 

Makanan, kepada konsumen diberikan pengetahuan berbagai aspek tentang Obat dan 

Makanan termasuk peningkatan pengetahuan dalam memilih produk Obat dan 

Makanan agar terhindar dari produk yang berisiko terhadap kesehatan, sedangkan 

kepada produsen diberikan pemahaman Cara Produksi yang Baik dan Cara Distribusi 

yang Baik. 

BBPOM di Banda Aceh telah melaksanakan beberapa program pemberdayaan 

masyarakat/produsen seperti dibentuknya Unit Layanan Pengaduan Konsumen 

(ULPK), hadir di Mall Pelayanan Publik, serta dilakukan KIE, penyebaran informasi, 

sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis. 

 Kegiatan penyebaran informasi dilakukan dalam bentuk penyuluhan langsung, 

pameran, selebaran, leaflet, serta melalui media elektronik seperti talkshow dan dialog 

interaktif di televisi lokal dan radio. Dalam rangka memberdayakan masyarakat yang 

ada di kecamatan dan pedesaan, telah dilakukan pendekatan dengan unsur Muspika 

agar proses penyuluhan lebih lancar dan tepat sasaran. Selama tahun 2021 jumlah 

pertanyaan/pengaduan konsumen yang telah dilayani di Unit Layanan Pengaduan 

Konsumen (ULPK) BBPOM di Banda Aceh sebanyak 79 pertanyaan layanan 

informasi dan 2 pengaduan. Pertanyaan yang paling banyak diterima berkaitan dengan 

proses pendaftaran, pengujian, serta yang berkaitan produk terdaftar dan manajemen 

Badan POM. Berdasarkan profesi konsumen maka yang terbanyak mengajukan 

pertanyaan adalah kelompok umum. 
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Gambar 43. Penggolongan konsumen menurut profesi 

 

Semakin berkembangnya sistem informasi ternyata tidak mengubah keinginan 

masyarakat untuk memperoleh informasi. Sarana yang banyak digunakan oleh 

konsumen dalam menyampaikan pengaduan atau menanyakan informasi Obat dan 

Makanan adalah melalui komunikasi langsung, yaitu sebanyak 48 dari total 79 

konsumen yang dilayani. Sebanyak  13 konsumen menyampaikan melalui whatsapp, 

9 konsumen melalui surat, 7 konsumen melalui telepon, dan 2 konsumen melalui 

media sosial. 

 

Gambar 44. Sarana yang digunakan konsumen dalam menyampaikan pengaduan/pertanyaan 
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Upaya pemberdayaan dan peningkatan kemampuan petugas di Kabupaten/Kota yang 

dipersiapkan sebagai mitra kerja tenaga pengawas dan juga untuk menjalin kerjasama 

dengan pemangku kepentingan di daerah, telah dilakukan beberapa kegiatan berupa 

penyuluhan dan pelatihan berupa Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), antara 

lain dapat dilihat pada Lampiran 15A dan 15B. 

BBPOM di Banda Aceh juga memiliki akses terkait Layanan informasi Publik oleh 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dikelola langsung 

sehingga diharapkan  waktu penyelesaian layanan informasi publik sesuai dengan 

Service Level Agreement (SLA) penyelesaian layanan, yaitu dihitung dari hari 

pertama permohonan dinyatakan lengkap oleh petugas hingga hari di mana 

pemberitahuan tertulis dikirimkan ke pemohon informasi. SLA penyelesaian layanan 

adalah 17 hari kerja. 

Permohonan Layanan Informasi Publik yang masuk berjumlah 13 layanan selama 

tahun 2021, dan telah diselesaikan sesuai SLA dengan persentase capaian 100%. 

Rincian jumlah layanan per bulan dapat dilihat pada Gambar 45 di bawah ini : 

 

 

Gambar 45. Jumlah layanan pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) 
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BBPOM di Banda Aceh menjalin kerjasama, koordinasi dan kemitraan dengan 

instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan keamanan, mutu, kemanfaatan 

produk Obat dan Makanan. Selama tahun 2021 BBPOM di Banda Aceh telah 

melakukan kegiatan KIE Keamanan Pangan melalui media elektronik berupa dialog 

interaktif dan iklan layanan masyarakat. 

Kegiatan proaktif pemberdayaan konsumen yang dilaksanakan BBPOM di Banda 

Aceh diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga akan 

berdampak pada perubahan perilaku dalam memilih dan mengkonsumsi produk Obat 

dan Makanan, dan ikut mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar di 

sekitarnya. Upaya lain yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

sebagai konsumen adalah dengan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi 

kepada masyarakat melalui penyebaran produk informasi poster, brosur, leaflet, 

kalender, jam dinding, gantungan kunci, komik, pin, mug, baliho, permainan edukatif 

dan kaos yang berisi pesan keamanan pangan, media sosial Instagram (@bpomaceh), 

Twitter (@BPOMAceh),  Facebook(@BPOM Aceh), serta talkshow interaktif di 

media elektronik. 
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BAB IV 

LOKA POM DI KABUPATEN ACEH TENGAH 
 

 

4.1. Gambaran Umum 

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Kepala 

Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Badan 

POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis di Lingkungan Badan POM. Berdasarkan peraturan tersebut dibentuk 40 Loka 

POM di seluruh Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan 

POM dimana salah satunya adalah pembentukan Loka POM di Kabupaten Aceh 

Tengah. UPT Badan POM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang 

melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang 

tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.  

 

4.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi 

Sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

maka Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas pokok yaitu :   

1. melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi 

Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, 

2. sertifikasi produk,  

3. pengambilan contoh (sampling),  

4. pengujian kimia dan mikrobiologi,  

5. intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja masing-masing,  

6. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan 

7. kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan,  

8. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.  

 

4.1.2. Visi dan Misi  

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Loka POM di Kabupaten berpedoman pada 

Visi dan Misi Badan POM RI. 
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4.1.3. Budaya Organisasi  

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan 

diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai 

luhur yang hidup dan tumbuh  berkembang dalam organisasi menjadi semangat bagi 

seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.  

1. Profesional  

 Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan 

komitmen yang tinggi.  

2. Integritas  

 Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-

nilai luhur dan keyakinan.  

3. Kredibilitas  

 Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.  

4. Kerjasama Tim 

 Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.  

Visi :  

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan 

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan 

gotong royong 

Misi : 

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan 

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam 

rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan 

dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur 

ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan 

kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah 

dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa 

dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk 

memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan. 
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5. Inovatif 

 Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.  

6. Responsif/Cepat Tanggap  

 Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah. 

 

4.1.4. Rencana Strategi BPOM 2020-2024  

Strategi BPOM selama 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024) adalah : 

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta 

masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.; 

2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta 

peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran. 

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset 

dan inovasi untuk mendorong daya saing.  

4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang 

komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan 

dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.  

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam 

peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. 

6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan 

makanan. 

7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam 

pengawasan Obat dan Makanan. 

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan 

kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 

Fokus Renstra BPOM yaitu Peningkatan integrasi pengawasan premarket-postmarket 

termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan people, 

process, infrastructure), serta pembenahan database pengawasan Obat dan Makanan 

melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal. 
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4.1.5. Peta Strategi  

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai 

Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat 

dan Makanan, bahwa BBPOM di Banda Aceh merupakan kooordinator Loka POM di 

Aceh Tengah. Adapun Peta Strategi Loka Aceh Tengah adalah sebagai berikut : 

Tabel 37. Peta strategi 2021 

Sasaran Strategis Ind ikator Kinerja  

1. Terwujudnya Obat dan 

Makanan yang memenuhi syarat 

di wilayah kerja Loka POM di 

Aceh Tengah 

 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat 

 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi 

syarat 

 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan 

 1.4 Persentase Makanan yang aman dan 

bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

2. Meningkatnya efektivitas 

pemeriksaan sarana Obat dan 

Makanan serta pelayanan publik  

2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil 

Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang 

dilaksanakan  

 2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku 

kepentingan 

2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi 

yang diselesaikan tepat waktu 

2.4 Persentase sarana produksi Obat dan 

Makanan yang memenuhi ketentuan 

2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan 

Makanan yang memenuhi ketentuan 

 3. Meningkatnya efektivitas 

Komunikasi, Informasi, Edukasi 

Obat dan Makanan di wilayah 

kerja Loka POM di Aceh Tengah 

3.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 

 4. Meningkatnya efektivitas 

pemeriksaan produk dan 

pengujian Obat dan Makanan di 

wilayah kerja Loka POM di Aceh 

Tengah 

4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan 

diuji sesuai standar 

4.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa 

dan diuji sesuai standar 
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 5. Meningkatnya efektivitas 

penindakan kejahatan Obat dan 

Makanan di wilayah kerja Loka 

POM di Aceh Tengah 

5.1 Persentase keberhasilan penindakan 

kejahatan di bidang Obat dan Makanan 

6. Terwujudnya tatakelola 

pemerintahan di Loka POM di 

Aceh Tengah yang optimal 

6.1 Presntase implementasi rencana aksi RB 

Loka POM di Aceh Tengah 

6.2 Persentase dokumen ketatausahaan yag 

dilaorkan tepat waktu 

6.3 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan 

capaian Rencana aksi Perjanjian Kinerja yang 

disusun tepat waktu 

7. Terwujudnya SDM Loka POM 

di Aceh Tengah yang berkinerja 

optimal 

7.1 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di 

Aceh Tengah 

8. Terkelolanya Keuangan Loka 

POM di Aceh Tengah secara 

Akuntabel 

8.1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran 

Loka POM di Aceh Tengah 

 

4.2. KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN 

4.2.1. Data Umum Wilayah Kerja  

Sejalan dengan perkembangan organisasi untuk meningkatkan efektifitas pengawasan 

Obat dan Makanan di Provinsi Aceh, maka dibentuklah Loka POM yang merupakan 

satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas fungsi pengawasan obat dan makanan. 

Pembentukan empat puluh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Loka POM yang tersebar 

diseluruh Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI 

Nomor 12 Tahun 2018 yang kemudian di ubah dengan Peraturan kepala Badan POM 

Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

BPOM yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis 

operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan 

obat dan makanan dimana di Provinsi Aceh dibentuk dua Loka POM yaitu Loka POM 

di Kabupaten Aceh Tengah dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dengan 

terbentuknya dua Loka POM  maka luas cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di 

Banda Aceh menjadi berkurang menjadi 34.843,91 km² dengan luas wilayah menjadi 

16 kabupaten/kota. 
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Gambar 46. Wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah 

 

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas wilayah kerja 25.156,91 km
2
 

yang terdiri atas empat kabupaten di Provinsi Aceh. Empat kabupaten tersebut adalah: 

(a) Kabupaten Bener Meriah seluas 1.919,69 km
2
 dengan 10 kecamatan, 233 desa; (b) 

Kabupaten Aceh Tengah seluas 4.318,39 km
2
 dengan 14 kecamatan, 295 desa; (c) 

Kabupaten Gayo Lues seluas 5.719,58 km
2 

dengan 11 kecamatan, 136 desa; (d) 

Kabupaten Aceh Tenggara seluas 4.242,04 km
2
 dengan 16 kecamatan, 385 desa. Pola 

transportasi yang digunakan untuk menjangkau wilayah kerja dapat melalui jalur darat 

dengan lama perjalanan ke wilayah kerja antara 1 jam sampai dengan 1 hari dan 

waktu yang dibutuhkan untuk berada di satu wilayah kerja antara 1 sampai dengan 4 

hari. 

Jumlah penduduk tersebar di berbagai wilayah dengan rincian yaitu di Kabupaten 

Bener Meriah sebanyak 139.890 jiwa, Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 204.273 

jiwa, Kabupaten Gayo Lues sebanyak 91.024 jiwa, dan Kabupaten Aceh Tenggara 

sebanyak 153.054 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk di empat kabupaten 

tersebut sebanyak 588.241 jiwa. 
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4.2.2. Jumlah Sasaran Pengawasan  

Jumlah sarana Obat dan Makanan di wilayah Kantor BPOM Aceh Tengah berjumlah 

265 sarana dengan rincian 8 sarana AMDK (Registrasi MD), 10 sarana produksi kopi 

(Registrasi MD) dan 247 IRTP. Rincian sarana produksi Makanan sesuai tabel berikut 

Tabel 38. Data sarana produksi Makanan di wilayah Loka Aceh Tengah 

Jenis Sarana 
Aceh 

Tengah 

Bener 

Meriah  

Gayo 

Lues 

Aceh 

Tenggara 
Jumlah 

AMDK  1 3 1 3 8 

Produksi Kopi 

(Reg BPOM MD) 
7 2 0 1 10 

IRTP 144 57 4 30 235 

Total 152 62 5 34 253 

 

Sarana pelayanan kefarmasian dan sarana distribusi obat makanan berjumlah 998 

yang terdiri terdiri dari 4 Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), 7 Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit (IFRS), 60 Puskesmas, 94 Apotek, 8 Klinik dan 181 Toko Obat Berizin, 

35 sarana distribusi obat tradisional, 15 sarana distribusi suplemen kesehatan, 118 

sarana distribusi kosmetik, dan 480 sarana distribusi pangan. Rincian sarana distribusi 

Obat dan Makanan sesuai tabel berikut : 

 

 

 

Tabel 39. Data sarana pelayanan kefarmasian dan distribusi Obat dan Makanan 

Jenis Sarana 
Aceh 

Tengah 

Bener 

Meriah  

Gayo 

Lues 

Aceh 

Tenggara 
Jumlah 

PBF 0 0 0 0 0 

IFK 1 1 1 1 4 

IFRS 2 2 1 2 7 

Puskesmas 17 13 12 18 60 

Apotek 22 18 11 43 94 

Toko Obat 31 63 22 65 181 

Klinik  1 1 4 2 8 

Sarana Distribusi Obat 

Tradisional 
12 10 5 8 35 

Sarana Distribusi 

Suplemen Kesehatan 
5 5 3 2 15 

Sarana Distribusi 

Kosmetik 
30 28 21 34 118 

Sarana Distribusi 

Pangan 
130 110 100 140 480 

Total 251 251 181 315 998 
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Sedangkan data sekolah dan perguruan tinggi yang berada di wilayah Loka POM 

Aceh Tengah sebagai berikut :  

Tabel 40. Data sekolah dan perguruan tinggi 

Jenis Sarana Pendidikan 
Aceh 

Tengah 

Bener 

Meriah  

Gayo 

Lues 

Aceh 

Tenggara 
Jumlah 

Sekolah Dasar/ Madrasah 

Ibtidaiyah sederajat 
227 155 100 203 685 

SLTP/ MTs sederajat 73 71 47 94 285 

SLTA/SMK/MA sederajat 41 40 20 59 160 

Perguruan Tinggi 5 0 1 5 11 

 

 

4.2.3. Lingkungan Internal  

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah saat ini menempati satu unit gedung dengan 

status pinjam pakai yang terletak di Kompleks Dinas Kesehatan beralamat di Jalan 

Abdul Wahab No.151, Desa Gunung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah.  

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah memperoleh Tanah Hibah dari Pemda 

Aceh Tengah seluas 3.000 m
2
 yang terbagi dalam dua tahap penerimaa hibah. 

Penerimaan hibah pertama seluas 1.507 m
2 

dengan Nomor Sertifikat : 

01.09.12.14.4.00006. Sertifikat Tanah telah dibalik nama atas nama Badan POM dan 

telah diregistrasi dalam aplikasi BMN BBPOM di Banda Aceh tahun 2019. 

Sedangkan peneriman hibah tahap kedua seluas 1.497 m
2, 

telah selesai proses BAST 

dan dokume hibah dengan Pemda Aceh Tengah dan sekarang sedang penyelesaian 

sertifikat dan adminitrasi BMN lainnya. Pembangunan kantor akan dimulai 

tahun 2022 dengan tahap pertama pembangunan lantai I gedung kantor 

dengan anggaran sebesar Rp. 2.935.000.000. Loka POM Aceh Tengah 

memiliki rumah dinas untuk operasional Kepala Loka dengan status sewa. 



 

86 
 

 

Gambar 47. Tanah Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah 

 

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki saat ini adalah 15 PNS dan 8 

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Profil dan kualifikasi SDM 

pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 41. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dan pendidikan 

No. Jabatan 

Pendidikan 

Jumlah S2 

Apoteker 
Apoteker S1 DIII  

SLTA/ 

Sederajat 

1 PNS 1 5 7 1 - 14 

2 CPNS - - - - - - 

3 PPNPN - 1 3 1 - 5 

4 Security - - - - 2 2 

5 Supir - - - 1 1 2 

6 
Cleaning 

Service 
- - - - 1 1 

Total 1 6 10 3 4 24 

 

Tabel 42. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional 

No. Jabatan PNS Jumlah 

1 Kepala Loka 1 

2 PFM Ahli Muda 2 

3 PFM Ahli Pertama 9 

4 Fungsional Lainnya 2 

Total 15 
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Tabel 43. Jumlah pegawai berdasarkan kompetensi 

No. Kompetensi Jumlah 

1 PPNS 2 

2 Inspektur Pangan 2 

3 Inspektur OT SK 2 

4 Inspektur Obat 2 

5 Inspektur Kosmetik 3 

5 Pelatihan Intelijen 1 

Total 12 

 

Tabel 44. Jumlah pegawai berdasarkan kelompok usia 

No. Kelompok Usia PNS Jumlah 

1 Baby Boomers (lahir < 1959) - 

2 Gen X (lahir 1960 -1979) 1 

3 Gen Y (lahir 1980 ï 1994) 10 

4 Gen Z (lahir > 1994) 3 

Total 14 

 

Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sesuai Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Organisasi Loka POM di 

Kabupaten Aceh Tengah tahun 2021 sebagai berikut :  

 

Gambar 48. Struktur organisasi Loka POM di Kab. Aceh Tengah 
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Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah memiliki sarana prasarana yang 

dgunakan daam operasional kegiatan dan pencapaian target indikor seperti daftar 

berikut :  

Tabel 45. Daftar perlengkapan sarana prasarana 

No Jenis Mobiler Jumlah Kondisi  

1. PC Komputer 10 Baik 

2. Laptop 3 Baik 

3. Printer 8 Baik 

4. Scanner Printer 4 Baik 

5. Meja kerja 22 Baik 

6. Kursi Kerja 19 Baik 

7. Fil l ing Cabinet 2 Baik 

8. Lemari kayu 7 Baik 

9. Lemari besi 2 Baik 

10. LCD Projector/ Infocus 1 Baik 

11. Faxcimile 1 Baik 

12. Mesin Absensi 1 Baik 

13. Lemari Es Sharp/Type SJ-326-GC-SD 1 Baik 

14. 
Genset Yamakoyo GFH 10500LX 7000 

VA  
1 Baik 

15. Kendaraan Roda Dua 1 Baik 

 

Sarana komunikasi yang dimiliki berupa telepon/faximile dengan nomor 0643-

2627189, Nomor Kontak ULPK: 08116877377. Alamat email 

loka.acehtengah@gmail.com dan loka_acehtengah@pom.go.id. Akun media 

sosial terdiri dari Facebook: lokapom_acehtengah, Instagram: Lokapom.Acehtengah, 

Twitter: @bpomacehtengah. Kendaraan operasional yang dimiliki sebanyak empat 

buah dengan rincian dua buah kendaraan roda empat jenis mini bus dengan status 

sewa, satu buah kendaraan dinas roda dua, dan satu buah mobil laboratorium keliling. 

Alat pengolah data yang dimiliki adalah 3 buah laptop, 10 buah PC komputer, 8 buah 

printer, 4 buah printer scanner, dan 1 buah pesawat telepon/fax. Sumber daya yang 

digunakan listrik PLN dan sumber air menggunakan suplay PDAM yang keduanya 

masih berasal dari Dinas Kesehatan Aceh Tengah. Sumber daya cadangan berasal dari 

genset dengan kapasitas 7.000 VA. 

4.2.4. Ruang Lingkup dan Peta Kemampuan Pengujian  

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah saat ini masih mempergunakan mobil 

laboratorium untuk pengujian sederhana dan belum memiliki gedung laboratorium. 

Ruang lingkup dan peta kemampuan yang mampu dilakukan adalah pengujian 

mailto:loka.acehtengah@gmail.com
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sederhana mempergunakan test kit Boraks, Formalin, Rhodamine B, dan Methanil 

Yellow. Sedangkan pengujian sampel rutin, kasus dan pihak ketiga dilakukan di 

Laboratorium BBPOM Banda Aceh. Rincian peralatan dan test kit yang dimiliki 

sebagai berikut :  

Tabel 46. Daftar peralatan dan reagensia 

No Nama Barang Jumlah (Pcs) 

1 Beaker glass 100 ml 3 

2 Beaker glass 250 ml 1 

3 Beaker glass 2000 ml 3 

4 Botol Reagen 2000 mll with up pp screw cap 5 

5 Botol Reagen tutup ulir 100 ml 15 

6 Gelas ukur 5 ml 4 

7 Labu ukur 20 ml 7 

8 Labu ukur 25 ml 10 

9 Pipet plastik 3 ml 85 

10 Pipet ukur 2 ml 2 

11 Pipet volume 20 ml 2 

12 Pumpset karet 3 

13 Rak tabung reaksi 3 

14 Tabung reaksi bertutup ulir 420 

15 Botol semprot 4 

16 Batang Pengaduk Kaca 5 

17 Test Kit Boraks 2 

18 Test kit Formalin 10 

19 Test Kit Methylen Yellow 9 

20 Test Kit Rhodamin 6 

 

4.2.5. Tugas Pokok  

Sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 yang telah diubah dengan 

Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dimana Unit 

PelaksanaTeknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Kantor 

POM di kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi 

sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas 

pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan 

pengujian kimia dan mikrobiologi, intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja 
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masing-masing, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, 

dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan 

tata usaha dan rumah tangga. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah 

melaksanakan tugas dengan bekerja sama (koordinasi dan advokasi) dengan 

pemerintah daerah dan instansi terkait di wilayah kerja.  

4.2.6. Sumber Anggaran  

Anggaran Kantor BPOM Aceh Tengah bersumber dari APBN yang masuk ke dalam 

DIPA anggaran BBPOM di Banda Aceh tahun 2021 No. SP DIPA-

063.01.2.432790/2021. Pada tahun 2021 dikelola anggaran sebesar Rp. 

1.224.882.000.  

 

4.3. HASIL  KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 

4.3.1. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Kemanfaatan Produk  Terapetik  

Tabel 47. Data hasil pengawasan sarana kefarmasian dan distribusi Obat 

No 
Jenis 

Sarana 

Aceh Tengah 
Bener 

Meriah 
Gayo Lues Aceh Tenggara TOTAL  

% 

 MK  

J
u

m
la

h 

M
K

 

T
M

K
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u

m
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h 
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K
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h 

M
K
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M
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u
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M
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T
M
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u
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M
K

 

T
M

K
 

1 IFK 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 4 1 3 25,0  

2 IFRS 2 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 7 4 3 57,1  

3 Puskesmas 14 13 1 12 11 1 10 6 4 16 9 7 52 40 12 76,9  

4 Klinik  1 0 1 0 0 0 3 1 2 1 1 0 5 2 3 40,0  

5 Apotek 15 13 2 10 8 2 3 3 0 8 5 3 35 29 6 82,8  

6 Toko Obat 8 4 4 3 1 2 1 0 1 1 0 1 12 6 6 50% 

TOTAL  41 32 9 28 21 7 19 11 8 29 17 12 117 81 36 69,2  

 

Pengawasan sarana kefarmasian dan sarana distribusi obat dilakukan pada 117 sarana 

dengan 80 sarana Memenuhi Ketentuan dan 37 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan 
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sehingga capaian sarana Memenuhi Ketentuan sebesar 68,4%. Adapun rincian sarana 

yang diperiksa adalah  Instalasi Farmasi Kabupaten 4 sarana, Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit 7 sarana, Puskesmas 52 sarana, Klinik 5 sarana, Apotek 36 sarana, dan Toko 

Obat Berizin sebanyak 16 sarana. 

Pemeriksaan sarana Apotek sebanyak 35 pemeriksaan sarana menunjukkan bahwa 29 

sarana (82,8%) memenuhi ketentuan, sedangkan 6 sarana (17,2%) ditemukan 

pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan. 

 

                            

Gambar 49. Hasil pemeriksaan sarana apotek 

 

Temuan penyimpangan yang sering ditemukan adalah : 

1. Tidak memiliki kartu stok penyimpanan obat 

2. Kartu stock tidak difungsikan dengan baik 

3. Arsip faktur pembelian dan surat pesanan tidak ditemukan  

4. Ditemukan produk obat tradisional Tanpa Izin Edar 

5. Izin Apotek habis masa berlaku 

6. Adanya selisih jumlah dalam pengelolaan obat 

7. Apotek menyalurkan obat ke apotek lainnya dan praktik tenaga medis  

Terhadap sarana yang melanggar telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi 

peringatan dan peringatan keras. Terhadap sarana yang memenuhi ketentuan dan 

temuan minor diberikan tindaklanjut berupa pembinaan ditempat. 

Pemeriksaan sarana Toko Obat Berizin sebanyak 12 sarana menunjukan bahwa 6 

sarana (50%) sesuai dengan ketentuan, sedangkan 6 sarana (50%) ditemukan 

pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan.  

 

81% 

19% 

MK (80,6%)

TMK (19,4%)
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Gambar 50. Hasil pemeriksaan sarana toko obat berizin 

 

Temuan penyimpangan yang sering ditemukan adalah : 

1. Menyimpan dan menjual obat keras atau daftar G. 

2. Tidak memiliki izin atau izin belum diperbaharui. 

3. Tidak memiliki kartu stok penyimpanan obat 

4. Kartu stock tidak difungsikan dengan baik sehingga mutasi obat sulit tertelusur 

5. Ditemukan obat kedaluarsa yang masih dipajang di etalase. 

6. Ditemukan obat tradisional Tanpa Ijin Edar. 

Terhadap sarana yang melanggar telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi 

peringatan dan peringatan keras. Terhadap sarana yang memenuhi ketentuan dan 

temuan minor diberikan tindaklanjut berupa pembinaan ditempat. Surat peringatan 

ditembuskan ke Dinas Kesehatan untuk turut dapat melakukan pembinaan. 

Pemeriksaan terhadap 52 sarana Puskesmas diperoleh hasil 40 sarana (76,9%) 

memenuhi ketentuan dan 12 sarana (23,1%) ditemukan pelanggaran atau tidak 

memenuhi ketentuan.  

 
 

                    

Gambar 51. Hasil pemeriksaan sarana Puskesmas 

39% 

61% 
MK (39 %)

TMK (61 %)

72% 

28% 

MK (72,2%)

TMK (27,8%)
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Temuan penyimpangan yang sering ditemukan adalah : 

1. Catatan pendistribusian obat dan kartu stock tidak difungsikan dengan baik 

sehingga mutasi obat sulit tertelusur 

2. Ruang penyimpanan obat belum memenuhi ketentuan 

3. Penyimpanan vaksin di kulkas dan tidak dilakukan monitoring suhu 

4. Pengadaan obat JKN masih dilakukan di apotek dan tidak dilakukan di PBF 

Terhadap sarana yang melanggar telah ditindaklanjuti dengan diberikan sanksi 

peringatan dan sanksi peringatan keras. Terhadap sarana yang memenuhi ketentuan 

diberikan tindaklanjut berupa pembinaan. 

Hasil pemeriksaan sarana IFRS menunjukkan sebanyak 7 sarana yang terdiri dari 4 

sarana (57,1%) memenuhi ketentuan dan 3 sarana (42,9%) ditemukan pelanggaran 

atau tidak memenuhi ketentuan.  

 

                          

Gambar 52. Hasil pemeriksaan sarana IFRS 

 

Temuan penyimpangan yang ditemukan adalah : 

1. Catatan pendistribusian obat dan kartu stock tidak difungsikan dengan baik 

2. Pengelolaan obat rusak kadaluarsa masih belum dilakukan sesuai ketentuan, dan 

bercampur dengan obat lainnya. 

Terhadap sarana yang melanggar telah ditindaklanjuti dengan diberikan sanksi 

peringatan dan sanksi peringatan keras. Terhadap sarana yang memenuhi ketentuan 

diberikan tindaklanjut berupa pembinaan. 

Pemeriksaan Sarana Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) dilakukan pada seluruh 

kabupaten yaitu 4 sarana dengan rincian hasil pemeriksaan 1 sarana (25%) MK dan 3 

sarana (75%) TMK.  

57% 

43% 

MK (57,1%)

TMK (42,9%)
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Gambar 53. Hasil pemeriksaan sarana IFK 

 

Temuan penyimpangan yang sering ditemukan adalah:   

1. Catatan pendistribusian obat dan kartu stock tidak difungsikan dengan baik 

2. Ruang penyimpanan obat (narkotika psikotropika) belum memenuhi ketentuan 

3. Pengelolaan obat rusak kadaluarsa masih belum dilakukan sesuai ketentuan, dan 

bercampur dengan obat lainnya 

4. Monitoring suhu vaksin belum dilakukan secara tertib 

5. Belum tersedia termometer terkalibrasi untuk monitoring suhu vaksin 

Terhadap sarana yang melanggar telah ditindaklanjuti dengan diberikan sanksi 

peringatan dan sanksi peringatan keras. Terhadap sarana yang memenuhi ketentuan 

diberikan tindaklanjut berupa pembinaan. 

Pengawasan mutu produk obat beredar yang di wilayah Loka POM Aceh Tengah 

dilakukan dengan cara pengambilan sampling secara acak dan bertarget. Jumlah 

sampling tahun 2020 sebanyak 82 sampel yang dilakukan di 4 Instalasi Farmasi 

Kabupaten, Puskesmas, Rumah Sakit dan Apotek. Pengujian dilaksanakan di BBPOM 

di Banda Aceh karena Loka POM Aceh Tengah belum memiliki laboratorium. 

 

4.3.2. Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Kemanfaatan Produk Obat  Tradisional 

dan Suplemen Kesehatan 

 Pengawasan sarana distribusi produk Obat Tradisional selama tahun 2021 sebanyak 

10 sarana dengan hasil pemeriksaan 9 (90%) sarana memenuhi ketentuan sedangkan 1 

(10%) sarana tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan pengawasan 

terhadap sarana distribusi produk suplemen kesehatan sebanyak 4 sarana dengan hasil 

pemeriksaan 2 (50%) sarana memenuhi ketentuan sedangkan 2 (50%) sarana tidak 

memenuhi ketentuan yang berlaku. 

25% 

75% 

MK (25%)

TMK (75%)
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Tabel 48. Data hasil pengawasan sarana distribusi OT dan SK 2021 

No Kabupaten 

Fasilitas Distribusi Obat 

Tradisional 

Fasilitas Distribusi  

Suplemen Kesehatan 

Jumlah MK  TMK  Jumlah MK  TMK  

1 Aceh Tengah 6 6 0 2 2 0 

2 Bener Meriah 3 3 0 0 0 0 

3 Gayo Lues 0 0 0 0 0 0 

4 Aceh Tenggara 1 0 1 2 0 0 

TOTAL  10 9 1 4 2 2 

 

 

Gambar 54. Hasil pemeriksaan sarana distribusi OT dan SK 

 

Temuan penyimpangan yang sering ditemukan adalah :  

1. Ditemukan Obat Tradisional yang Tanpa Izin Edar. 

2. Ditemukan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. 

3. Ditemukan obat yang rusak atau kadaluarsa. 

4. Ditemukan Obat keras daftar G 

5. Temuan suplemen kesehatan tanpa izin edar dan kadaluarsa. 

Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan telah diberikan tindak lanjut berupa 

pemusnahan produk Tanpa Izin Edar dan mengandung Bahan Kimia Obat, serta 

pemberian tindak lanjut sanksi surat peringatan keras. Surat tindak lanjut ditembuskan 

ke Dinas Kesehatan, Dinas Peridustrian Perdagangan, dan Dinas Perizinan untuk 

dapat turut melakukan pembinaan.  
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Tabel Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi 
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50% 50% 
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Pengawasan mutu produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang beredar di 

wilayah Loka POM Aceh Tengah dilakukan dengan cara pengambilan sampling 

secara acak dan bertarget. Jumlah sampling tahun 2021 sebanyak 79 sampel obat 

tradisional dan 26 sampel suplemen kesehatan. Pengujian dilaksanakan di BBPOM di 

Banda Aceh karena Loka POM Aceh Tengah belum memiliki laboratorium. 

 

4.3.3. Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Kemanfaatan Produk  Kosmetik  

Pengawasan sarana distribusi produk kosmetik dilakukan melalui pemeriksaan rutin 

pada 38 sarana dengan hasil pemeriksaan 19 (50%) sarana memenuhi ketentuan dan 

19 (50%) sarana tidak memenuhi ketentuan. Terhadap sarana yang tidak memenuhi 

ketentuan telah diberikan tindak lanjut berupa pemusnahan produk TIE oleh pemilik 

barang, pemberian peringatan dan pembinaan. Surat tindak lanjut juga ditembuskan ke 

ke Dinas Peridustrian Perdagangan dan Dinas Perizinan kabupaten agar turut 

melakukan pembinaan. Hasil pemeriksaan sarana kosmetik dapat dilihat pada tabel : 

 

Tabel 49. Hasil pemeriksaan sarana Kosmetik 2021 

No Kabupaten 
Fasilitas Distribusi Kosmetik 

JUMLAH  MK  TMK  

1 Aceh Tengah 14 6 8 

2 Bener Meriah 12 9 3 

3 Gayo Lues 5 3 2 

4 Aceh Tenggara 7 1 6 

TOTAL  38 19 19 

 

 

Gambar 55. Hasil pemeriksaan rutin sarana Kosmetik 

50% 
50% 

Tabel Hasil Pemeriksaan Rutin Sarana 

Kosmetik 

MK (506%)

TMK (50%)



 

97 
 

 

Pengawasan mutu produk kosmetik yang beredar di wilayah Loka POM Aceh Tengah 

dilakukan dengan cara pengambilan sampling secara acak dan bertarget. Jumlah 

sampling tahun 2021 sebanyak 159 sampel kosmetik. Pengujian dilaksanakan di 

BBPOM di Banda Aceh karena Loka POM Aceh Tengah belum memiliki 

laboratorium. 

 

4.3.4. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan  

Pengawasan sarana pangan terdiri dari pemeriksaan sarana produksi pangan dan 

pemeriksaan sarana distribusi pangan. Pemeriksaan sarana produksi dilakukan dengan 

melakukan inspeksi ke sarana produksi yang telah teregistrasi BPOM dan sarana 

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Pemeriksaan terhadap sarana yang 

teregistrasi BPOM terdiri dari 7 sarana AMDK dengan hasil 4 sarana Memenuhi 

Ketentuan dan 3 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan, sedangkan pemeriksaan terhadap 

produsen sarana produk kopi kategori MD telah dilakukan pada 6 sarana dengan hasil 

2 sarana Memenuhi Ketentuan dan 4 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemeriksaan 

juga dilakukan terhadap 20 sarana IRTP dengan hasil 10 sarana Memenuhi Ketentuan 

dan 10 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan.  

Tindak lanjut berupa perintah perbaikan yang dievaluasi dalam bentuk CAPA 

(Corrective Action and Preventive Action). Jenis temuan di sarana AMDK berupa 

ketidaksesuaian bangunan, sanitasi higienitas yang belum memenuhi standar, 

pengujian laboratorium belum beroperasi secara aktif, dan penandaan yang tidak 

sesuai ketentuan. Jenis temuan di sarana produsen kopi umumnya sanitasi higienitas 

belum terpenuhi dan kemasan label pangan tidak sesuai ketentuan. Sedangkan temuan 

di sarana IRTP berupa temuan sanitasi higienitas sarana yang belum terpenuhi dan 

kemasan label yang tidak sesuai ketentuan. 

 Pemeriksaan sarana distribusi dan ritel pangan dilakukan pada 73 sarana dengan hasil 

62 (85%) sarana Memenuhi Ketentuan dan sebanyak 11 (15%) Tidak Memenuhi 

Ketentuan. Jenis pelanggaran yang ditemukan yaitu temuan pangan rusak, kadaluarsa 

dan pangan Tanpa Izin Edar.Kegiatan intensifikasi pangan dilaksanakan pada saat 

Bulan Ramadhan, Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2021. Pemeriksaan dilakukan pada 

140 sarana dengan hasil 129 (92,1%) sarana Memenuhi Ketentuan dan 11(7,9%) 

sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Jenis pelanggaran terutama pangan rusak dan 
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kadaluarsa, sedangkan pangan tampa izin edar dalam jumlah sedikit. Terhadap sarana 

yang tindak memenuhi ketentuan diberikan sanksi administrative berupa peringatan 

keras dan peringatan.   

 

  

  

Gambar 56. Hasil pengawasan Pangan 

 

Untuk pengawasan mutu produk pangan yang beredar di wilayah Loka POM Aceh 

Tengah dilakukan dengan cara pengambilan sampling secara acak dan bertarget. 

Jumlah sampling tahun 2021 sebanyak 140 sampel pangan. Pengujian dilaksanakan di 

BBPOM di Banda Aceh karena Loka POM Aceh Tengah belum memiliki sarana 

laboratorium. 

 

4.3.5. Realisasi Sampling Obat dan Makanan  

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan sampling Obat dan 

Makanan sesuai target yang telah ditetapkan pada revisi target sampling tahun 2021. 

Seluruh sampling Obat dan Makanan telah terealisasi 100% sesuai perencanaan 

sampling yang telah ditetapkan. Rekapitulasi sampling terdiri dari 106 sampel obat, 
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79 sampel obat tradisional, 26 sample suplemen kesehatan, 159 sampel kosmetika dan 

140 sampel pangan. Pelaksanaan pengujian seluruh sampel dilaksanakan di 

laboratorium BBPOM Banda Aceh. Rincian sampling sesuai tabel berikut: 

 

Tabel 50. Rincian sampling tahun 2021 

No. Bulan Obat OT SK KOS Pangan Jumlah 

1 Januari 6 4 2 6 7 25 

2 Febuari 12 9 2 18 6 47 

3 Maret 13 9 3 20 11 56 

4 April  6 6 2 14 5 33 

5 Mei 7 4 2 11 9 33 

6 Juni 11 10 2 7 14 54 

7 Juli 11 10 3 18 18 60 

8 Agustus 11 6 2 16 14 49 

9 September 11 5 2 16 6 40 

10 Oktober 8 7 2 8 10 35 

11 November 7 6 2 11 8 34 

12 Desember 3 3 2 4 2 14 

13 Sample PJAS - - - - 8 8 

14 
Tahu dan Mie 

Basah 
- - - - 4 4 

15 

Sample Kasus/ 

UMKM/ 

Spesifik 

- - - - 18 18 

Jumlah 106 79 26 159 140 510 

 

 

4.3.6. Pengawasan Pangan Jajanan 

Pengawasan pangan jajanan dilakukan oleh Loka POM Aceh Tengah dengan cara 

melakukan sampling dan pengujian terhadap pangan jajanan anak sekolah di kantin 

dan seputaran sekolah, pangan berbuka puasa (takjil), dan pangan jajanan yang 

diproduksi di pasar seperti cenil, bakso, mie, siomay, dan kerupuk. Pengujian 

menggunakan test kit dengan parameter uji boraks, formalin, metanil yellow, dan 

rhodamin B. Dari hasil pengawasan yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 51. Hasil pengujian Pangan Jajanan 2020 

No Nama Kabupaten 

Hasil Sampling dan Pengujian  Kimia (jumlah) 

Jenis Pangan* Parameter Uji** 
Total 

Sampel 
TMS MS 

1 Kabupaten Aceh 

Tengah 

Mie, Tahu, 

Siomay, Agar, 

Bakso, Kerupuk 

Rhodamin-B 18 0 18 

Boraks 58 1 57 

Formalin 113 0 113 

Methanyl Yellow 7 0 7 

2 Kabupaten Bener 

Meriah 

Mie, Tahu, 

Siomay, Agar, 

Bakso, Kerupuk 

Rhodamin-B 18 0 18 

Boraks 98 2 96 

Formalin 117 0 117 

Methanyl Yellow 2 0 2 

3 Kabupaten Gayo 

Lues 

Mie, Tahu, 

Siomay, Agar, 

Bakso, Kerupuk 

Rhodamin-B 1 0 1 

Boraks 30 0 30 

Formalin 30 0 30 

Methanyl Yellow 1 0 1 

4 Kabupaten Aceh 

Tenggara 

Mie, Tahu, 

Siomay, Agar, 

Bakso, Kerupuk 

Rhodamin-B 9 0 9 

Boraks 24 1 23 

Formalin 16 0 16 

Methanyl Yellow 6 0 6 

 

Hasil pengawasan terhadap 548 sampel tersebut menunjukkan masih terdapat pangan 

jajanan yang mengandung bahan berbahaya yaitu mengandung boraks sejumlah 4 

sampel. Sampel yang ditemukan mengandung boraks yaitu jenis kerupuk sate 

(kerupuk sate yang berasal dari produsen di luar daerah) dan satu produsen mie. 

Kepada pelaku usaha produsen mie telah dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan 

dan pemusnahan boraks yang ditemukan serta pemusnahan pangan yang positif 

mengandung boraks. Tindak lanjut pembinaan dilakukan juga bersama instansi terkait 

(Dinas Pangan dan Disperindag UMKM) yang tergabung dalam Dewan Keamanan 

Pangan. Dari hasil pembinaan sudah ditindaklanjuti berupa sosialisasi kepada 

pedagang kerupuk sate.  

4.3.7. Pemantauan Iklan dan Label/Kemasan  

Pengawasan media promosi produk obat dan makanan telah dilakukan oleh Kantor 

BPOM Aceh Tengah dengan melakukan pengawasan iklan produk obat, obat 

tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik di media cetak dan elektronik. Sedangkan 

pengawasan label/kemasan mutu produk obat dan makanan dilakukan dengan 

pemeriksaan label/kemasan sampel obat dan makanan yang akan diuji. Pengawasan 

iklan dan label pangan berfungsi memastikan informasi yang disampaikan oleh 
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produsen objektif dan tidak menyesatkan sehingga masyarakat dapat mengetahui 

klaim mutu dan khasiat produk yang dikonsumsi. Hasil pengawasan iklan dan 

label/kemasan dilaporkan ke unit pusat. Rincian pengawasan iklan dan label/kemasan 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 52. Hasil pengawasan iklan dan label/kemasan 

Kategori 

Pengawasan 

Iklan  
Jumlah 

Label 
Jumlah 

MK TMK MK TMK 

Obat 21 5 26 107 6 113 

OT 2 48 50 67 12 799 

Obat Kuasi 67 12 79 - - - 

SK 1 16 17 25 1 26 

Kosmetik 0 148 150 51 102 153 

Pangan 59 11 70 103 25 128 

Rokok 0 0 0 0 0 0 

JUMLAH 150 240 390 398 95 493 

 

4.3.8. Komunikasi, Informasi, Edukasi Kepada Masyarakat  

Kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dilaksanakan dalam bentuk 

penyebaran informasi yaitu :  

1. KIE secara tatap muka kepada komunitas sosial (Safar dan Soloh), mahasiswa, 

serta produsen dan distributor pangan. Kegiatan KIE secara tatap muka 

dilaksanakan 3 kali dengan materi yang disampaikan terkait yaitu Keamanan dan 

Penyalahgunaan Obat, Keamanan dan Penyalahgunaan Obat Tardisional, 

Kemanan Pangan, Cantik dengan Kosmetik yang Aman, dan Waspada Bahan 

Berbahaya Dalam Pangan.  

2. KIE menggunakan media elektronik radio dalam bentuk talkshow dengan 

narasumber dari instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, 

Organisasi Profesi IDI dan IAI. Kegiatan talkshow dilaksanakan sebanyak 1 kali 

dengan materi yang disampaikan yaitu Serba Serbi Vaksin Covid 19 : Mutu dan 

Keamanannya. KIE dalam bentuk Konferensi Pers juga dilakukan sebanyak 1 kali 
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terkait pengawasan pangan bulan ramadhan dan menjelang idul fitri. Selain itu 

penyebaran informasi juga dilakukan berupa siaran iklan tentang tata cara 

registrasi pangan olahan di Badan POM. Stasiun radio yang digunakan yaitu RRI 

Takengon yang memiliki pemirsa cukup besar di wilayah Aceh Tengah. 

3. KIE melalui videotron dilakukan sebanyak 2 kali dengan tema Lima Kunci 

Keamanan Pangan dan Waspada Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya. 

Adapun lokasi videotron adalah jl. Yos Sudarso, Simpang Polres Aceh Tengah. 

4. KIE melalui media sosial dilaksanakan melalui akun media sosial Loka POM di 

Kabupaten Aceh Tengah (facebook, instagram, twitter) setiap bulan berupa 

postingan materi terkait keamanan obat dan makanan, serta informasi lainnya.  

5. KIE melalui media cetak yaitu billboard dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan 

mengedukasikan cara melakukan Cek Klik pada produk obat dan makanan 

dengan pemilihan empat di Jalan Lebe Kader Aceh Tengah 

6. KIE Pasar dilaksanakan sebanyak 7 kali selama bulan Ramadhan kepada para 

pedagang dan pembeli di lokasi penjual jajanan buka puasa di Kabupaten Aceh 

Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.  

7. Narasumber pada KIE yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan menggunakan 

DAK Pengawasan Obat dan Makanan. Materi yang disampaikan terkait dengan 

Cara Pengelolaan Obat Yang Baik di Sarana Kefarmasian, Cara Pembuatan 

Pangan Olahan Yang Baik, Keamanan Pangan, Keamanan dan Penyalahgunaan 

Obat Tardisional, dan Cantik dengan Kosmetik yang Aman. 
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Tabel 53. Jumlah KIE yang telah dilaksanakan 

N

o 
Jenis KIE 

Frekuensi/Jumlah 

Total 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

1 
Layanan 

Informasi 
5 9 8 5 3 11 10 3 10 8 9 2 83 

2 
Layanan 

Pengaduan 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

3 

Tindak 

lannjut 

pengaduan 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

4 
KIE Tatap 

Muka 
0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

5 
KIE media 

sosial 
12 11 3 5 31 34 32 6 9 17 27 16 203 

6 KIE Radio 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

7 
KIE 

Videtron 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

8 
KIE media 

Cetak 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

9 Narasumber 0 0 0 1 0 7 11 3 13 7 4 0 46 

Jumlah 19 20 12 13 36 53 53 12 35 32 42 19 346 

 

4.3.9. Unit Layanan Pengaduan Masyarakat  

Unit layanan pengaduan masyarakat bertugas mengelola pengaduan masyarakat 

disertai pemberian informasi. Sepanjang tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Aceh 

Tengah telah menerima 2 laporan Pengaduan dan 83 permintaan informasi. Seluruh 

pengaduan telah ditindaklanjuti dan diinput ke dalam aplikasi simpellpk. 

Gambar 57. Pelaksanaan kegiatan KIE 
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Gambar 58. Jumlah layanan berdasarkan jenis produk 

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah juga telah melakukan pengukuran mutu 

pelayanan dan kinerja unit pelayanan yang bertujuan untuk mengukur tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan yang telah dilakukan. Nilai 

pengukuran mutu pelayanan dan kinerja sebesar 86,92 (Baik). 

Tabel 54. Nilai pengukuran mutu pelayanan dan kinerja 2021 

Unsur Deskripsi 
Hasil 

Semester I Semester II Rata-Rata 

U1 Persyaratan Pelayanan 87,50 83,33 85,42 

U2 
Sistem/Mekanisme/Prosedur 

Pelayanan 
75,00 87,50 81,25 

U3 Waktu Pelayanan 81,25 83,33 82,29 

U4 Biaya/Tarif Pelayanan 95,83 91,67 93,75 

U5 Kesesuaian Produk Pelayanan 77,08 79,17 78,13 

U6 Kompetensi Petugas 85,42 89,58 87,5 

U7 Perilaku Petugas 93,75 89,58 91,67 

U8 Penanganan Pengaduan 100,00 97,92 98,96 

U9 Sarana dan Prasarana 83,33 83,33 83,33 

NILAI AKHIR  86,57 87,27 86,92 

 

4.3.10. Asistensi Registrasi Produk Obat dan Makanan  

Selama tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan asistensi 

registrasi terhadap 10 pelaku usaha yang terdiri dari 7 UMKM Kopi, 1 UMKM Air 

Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan 2 UMKM minyak gosok/sereh. Di antara 

semua UMKM tersebut telah dihasilkan 23 NIE BPOM sesuai komoditinya dan masih 

terdapat UMKM yang berproses asistensi maupun registrasi. Rincian daftar asistensi 

registrasi yang telah dilakukan 2020 ï 2021 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 55. Daftar asistensi registrasi 

N

o 

Nama 

Sarana 
Alamat 

Jenis 

Produk 
Nama Dagang NIE 

Tanggal 

Terbit NIE  

1 
PT. Luxor 

Wangi Sejati 

Dusun 

Pantan Sile,  

Aceh 

Tengah 

Kopi 

Luwak 

Bubuk 

LOEAK MD 668701001092 
19 Januari 

2021 

Kopi 

Luwak 

Bubuk 

LOEAK 

(Campur) 
MD 668701003092 

18 Februari 

2021 

Kopi 

Bubuk 

Luxor (kuning 

tua) 
MD 668701007092 

6 Agustus 

2021 

Kopi 

Bubuk 
Luxor (Ungu) MD 668701005092 

6 Agustus 

2021 

Kopi 

Bubuk 
Luxor (Merah) MD 668701009092 

16 Agustus 

2021 

Kopi 

Bubuk 

Luxor  

(Kuning Muda) 
MD 668701011092 

16 Agustus 

2021 

2 
PT. Wangsa 

Kopi Gayo 

Jl. Bandara 

Rembele, 

Bener 

Meriah 

Kopi 

Bubuk 

Koffee Kat  

(Kopi Bubuk 

Honey) 

MD 668701005093 4 Maret 2021 

Kopi 

Bubuk 

Koffee Kat (Kopi 

Bubuk Natural) 
MD 668701003093 2 Maret 2021 

Kopi 

Bubuk 

Koffee Kat (Kopi 

Bubuk Washed) 
MD 668701001093 1 Maret 2021 

Kopi 

Bubuk 

Koffee Kat (Kopi 

Bubuk Winey) 
MD 668701009093 5 Maret 2021 

Kopi 

Biji  

Koffee Kat 

(Roasted Bean 

Honey) 

MD 668601007093 5 Maret 2021 

Kopi 

Biji  

Koffee Kat 

(Roasted Bean 

Natural) 

MD 668601013093 19 Maret 2021 

Kopi 

Biji  

Koffee Kat 

(Roasted Bean 

Washed) 

MD 668601011093 19 Maret 2021 

Kopi 

Biji  

Koffee Kat 

(Roasted Bean 

Winey) 

MD 668601015093 9 Maret 2021 

3 

UD. 

Delympus 

Coffee 

Jl. Bandara 

Rembele-

Pasar 

Simpang 

Tiga, Bener 

Meriah 

Kopi 

Bubuk 
Delympus 

MD 668701003094 20 April 2021 

MD 668701005094 20 April 2021 

MD 668701011094 22 April 2021 

MD 668701009094 20 April 2021 

MD 668701007094 20 April 2021 

4 UD. Afsyah 

Jl. Medan-

Kutacane 

Gg. Karto 

152 

Minyak 

Gosok 
Al Syafa TR215646401 17 Juni 2021 

5 
Minyak Sereh 

Wangi OBOT 

Jl.Bireuen-

Takengon 

Minyak 

Sereh 

Minyak Sereh 

Wangi Cap 

OBOT 

TR215600921 14 Juli 2021 
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6 
CV. Quaku 

Dras Biru 

Jl. Yos 

Sudarso, 

BlangKolakI 

Bebesen, 

Aceh 

Tengah 

AMDK  Lauta 

MD 265201001105 
27 Agustus 

2021 

MD 265201002105 14 Des 2021 

7 
Sanghyang 

Ayu 

Lawe Dua  

Kec.Bukit 

Tusam, 

Aceh 

Tenggara 

Kopi 

Bubuk 
On process On process On process 

8 Aromabica 

Jl. Yos 

Sudarso, 

Kel. Blang 

Kolak II, 

Takengon 

Kopi 

Bubuk 
On process On process On process 

9 Merador 

Jl. Soekarno-

Hatta 117, 

Takengon 

Kopi 

Bubuk 
On process On process On process 

10 
Komunitas 

Berkah 

Ds. 

Kumbang 

Indah, Aceh 

Tenggara 

Kopi 

Bubuk 
On process On process On process 

 

4.3.11. Penanganan Kasus Keracunan 

Sesuai PP No. 28 Tahun 2014 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan pada Pasal 

25 Ayat 3 disebutkan bahwa Badan POM melakukan pemeriksaan/ penyelidikan dan 

pengujian laboratorium terhadap contoh pangan untuk menentukan penyebab 

keracunan. Pelaksanaan kegiatan operasionalisasi Sentra Informasi Keracunan (SIKer) 

dilaksanakan menggunakan aplikasi SPIMKer dengan menginput insiden data 

keracunan pangan dan kasus KLB Keracunan Pangan. Data-data kasus keracunan 

diperoleh dari laporan dinas kesehatan kabupaten setempat dan hasil pengujian 

disampaikan kepada dinas kesehatan tempat terjadinya KLB Keracunan Pangan 

tersebut. Selama tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah terdapat 1 

laporan terkait KLB Keracunan Pangan. 

4.3.12. Advokasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah  

Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan di bidang obat dan makanan maka 

dibutuhkan advokasi dan koordinasi ke Pemerintah Daerah. Sesuai amanat Inpres 

No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat Makanan dan 

Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat 

Makanan maka kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diminta membentuk Tim 

Koordinasi Peningkatan Pengawasan Obat Makanan di tiap kabupaten. 
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Sebagai tindak lanjut peraturan tersebut Kantor BPOM Aceh Tengah telah 

melakukan koordinasi dan meminta komitmen pemerintah daerah untuk bersinergi 

dalam pengawasan obat dan makanan. Pemerintah kabupaten yang telah 

menunjukkan komitmennya dengan membentuk Tim Efektifitas Pengawasan Obat 

dan Makanan adalah :  

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah  

2. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah  

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara 

4.3.13. Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan  

Pada tahun 2021, target perkara Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan 1 

perkara. Dalam rangka mencapai target perkara tersebut maka dilakukan diantaranya 

Patroli Siber dan Kegiatan Intelijen. Patroli Siber dilaksanakan dengan melakukan 

pengawasan dan pemantauan melalui internet terhadap sosial media pelaku usaha 

yang berada di daerah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah. Patroli 

Siber rutin dilakukan setiap bulan dan dituangkan dalam laporan kegiatan patroli siber 

yang kemudian dikirimkan kepada Deputi 4 (Penindakan) c.q Direktorat Intelijen 

untuk ditindaklanjuti. Kemudian, untuk Kegiatan Intelijen dilakukan dengan 

melakukan pendalaman informasi dan/atau investigasi oleh petugas di lapangan. 

Pendalaman informasi tersebut dilakukan berdasarkan pada hasil kegiatan patroli siber 

yang dilakukan petugas sebelumnya, hasil pemeriksaan oleh bidang pemeriksaan, 

maupun berdasarkan pada laporan masyarakat. Hasil pelaksanaan kegiatan intelijen 

diinput rutin setelah dilaksanakannya kegiatan pada dashboard intelijen untuk 

ditindaklanjuti oleh koordinator bidang penindakan UPT, Kepala UPT, dan Direktorat 

Intelijen. Selain itu, kegiatan di bidang penindakan juga melakukan penginputan data 

rutin setiap tri wulan ke dalam dashboard peta rawan kasus. Data yang diinput 

berdasarkan pada daerah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap peredaran obat 

dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan di wilayah pengawasan Loka POM di 

Kabupaten Aceh Tengah.  

Kegiatan koordinasi juga selalu dilakukan dengan Criminal Justice Sistem (CJS) 

dalam rangka persiapan-penetapan target operasi penindakan-operasi penindakan-

penyelesaian perkara. Berbeda dengan tahun 2020 silam dimana target penindakan 

dalam penyelesaian perkara tidak tercapai karena tidak ditemukannya kasus yang 

layak untuk ditindaklanjuti ke tahap Pro-Justitia, pada tahun 2021 ini target tersebut 
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terpenuhi. Pemenuhan target penyelesaian perkara di bidang obat dan makanan 

tersebut secara ringkas dituangkan sebagai berikut:  

1. Target merupakan sarana yang sudah pernah dilakukan pembinaan terhadap 

pelaku usaha tersebut dan dokumentasi pemeriksaan diperoleh dari bidang 

pemeriksaan pernah dilakukan dari tahun 2019 hingga awal tahun 2021; 

2. Pelaksanaan patroli siber dilakukan secara terus-menerus dan intens terhadap 

akun media sosial pelaku usaha; 

3. Pelaksanaan kegiatan intelijen oleh petugas langsung ke lapangan untuk 

memastikan informasi yang diperoleh dari bidang pemeriksaan untuk 

dibandingkan dengan informasi yang diperoleh melalui patroli siber; 

4. Dilakukan perencanaan operasi penindakan setelah kegiatan intelijen 

dilaksanakan; 

5. Kegiatan penindakan dilakukan di Kutacane, Aceh Tenggara tanggal 16 Juni 

dengan mengikutsertakan CJS diantaranya Polda Aceh dan Polres Aceh 

Tenggara; 

6. Barang bukti yang ditemukan berupa kosmetik tanpa izin sebanyak 1920 pcs, 

obat tradisional tidak memenuhi ketentuan sebanyak 148 pcs, gaktur pembelian 5 

lembar, dan buku penjualan 2 pcs. Nominal dari total temuan barang bukti 

tersebut yaitu Rp.47.510.500; 

7. Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor Putusan 200/Pid.Sus/2021/PN Ktn. 

Putusan: Subsider Kurungan (15 Hari), Pidana Penjara Waktu Tertentu (6 Bulan) 

dan Pidana Denda Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah). 

4.3.14. Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja  

Anggaran Kantor BPOM Aceh Tengah bersumber dari APBN yang masuk ke dalam 

DIPA anggaran BBPOM di Banda Aceh tahun 2021 No. SP DIPA-

063.01.2.432790/2021. Pada tahun 2021 dikelola anggaran sebesar Rp. 

1.224.882.000. Pada tahun 2021 dikelola anggaran sebesar Rp. 1.224.882.000.. 

dengan realisasi serapan sebesar 99,15% (realisasi Rp. 1.214.455.491). Data realisasi 

berdasarkan sasaran output dan realisasi berdasarkan sasaran strategis sesuai tabel 

berikut : 
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Tabel 56. Realisasi capaian output kegiatan tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah 

Kode PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT Target Output 

Realisasi Capaian Output ANGGARAN DAN REALISASI PER OUTPUT 

Realisasi Capaian 
% 

Capaian 
Pagu Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
Sisa Dana 

%  

Serapan 

063.01.06 Program Pengawasan Obat dan Makanan      1.224.882.000 1.214.455.491 10.426.509 99,15% 

3165.AEA.002 
Laporan Kegiatan Dukungan Investigasi dan 

Penyidikan Obat dan Makanan  
1 Laporan 1 Laporan 100,0% 3.670.000 3.632.000 38.000 98,96% 

3165.BAH.002 
Keputusan / Sertifikasi Layanan Publik yang 

Diselesaikan  
2 Keputusan 4 Keputusan 200,0% 7.140.000 7.134.000 6.000 99,92% 

3165.BDC.002 KIE Obat dan Makanan Aman  100 orang 100 orang 100,0% 49.152.000 48.816.000 336.000 99,32% 

3165.BKB.001 
Laporan koordinasi pengawasan Obat dan 

Makanan 
1 Laporan 1 Laporan 100,0% 204.588.000 202.150.289 2.437.711 98,81% 

3165.BMB.002 
Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan 

Makanan 
25 Layanan 29 Layanan 116,0% 41.135.000 40.214.870 920.130 97,76% 

3165.QCD.U13 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan  1 Perkara 1 Perkara 100,0% 76.225.000 76.101.904 123.096 99,84% 

3165.QIA.002 Sampel Makanan Yang Diperiksa  140 Sampel 140 Sampel 100,0% 31.221.000 29.300.700 1.920.300 93,85% 

3165.QIA.006 

Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan 

Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai 

Standar 

370 Sampel 370 Sampel 100,0% 73.000.000 70.957.328 2.042.672 97,20% 

3165.QIC.002 
Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang 

Diperiksa  
30 Sarana 30 Sarana 100,0% 18.671.000 18.649.000 22.000 99,88% 

3165.QIC.005 

Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, 

Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan 

Yang Diperiksa 

220 Sarana 260 Sarana 109,1% 181.886.000 180.125.940 1.760.060 99,03% 

6384.EAA.004 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 538.194.000 537.373.460 820.540 99,85% 

TOTAL   - - 111,4% 1.224.882.000 1.214.455.491 10.426.509 99,15% 
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Tabel 57. Realisasi sasaran strategis kinerja tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah 

No SASARAN INDIKATOR KINERJA 

VOLUME 
ANGGARAN/REALISASI PER SASARANA 

STRATEGIS 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Pagu Anggaran Realisasi 

Capaian 

(%) 

1 

Terwujudnya Obat dan Makanan yang 

memenuhi syarat di wilayah kerja Loka 

POM di Kabupaten Aceh Tengah 

Persentase Obat yang memenuhi syarat 83,60% 87,25% 104,37% 36.500.000 35.478.664 97,20% 

Persentase Makanan yang memenuhi syarat 80,00% 90,91% 113,64% 15.610.500 14.650.350 93,85% 

Persentase Obat yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan 
85,00% 93,48% 109,98% 18.250.000 17.739.332 97,20% 

Persentase Makanan yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan 
72,00% 79,31% 110,15% 7.805.250 7.325.175 93,85% 

2 

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan 

sarana Obat dan Makanan serta 

pelayanan publik di wilayah kerja Loka 

POM di Kabupaten Aceh Tengah 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi 

sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 
86,00% 95,16% 110,65% 50.139.250 49.693.735 99,11% 

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi 

yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 
47,10% 49,83% 105,80% 50.139.250 49.693.735 99,11% 

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu 
88,00% 100,00% 113,64% 7.140.000 7.134.000 99,92% 

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan 

yang memenuhi ketentuan 
48,00% 50,00% 104,17% 9.335.500 9.324.500 99,88% 

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan 

yang memenuhi ketentuan 
60,00% 72,50% 120,83% 90.943.000 90.062.970 99,03% 

3 

Meningkatnya efektivitas komunikasi, 

informasi, edukasi Obat dan Makanan di 

wilayah kerja Loka POM di Kabupaten 

Aceh Tengah 

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan 85,60% 94,22% 110,07% 90.287.000 89.030.870 98,61% 

4 

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan 

produk dan pengujian Obat dan Makanan 

di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten 

Aceh Tengah 

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji 

sesuai standar 
43,00% 50,00% 116,28% 18.250.000 17.739.332 97,20% 

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan 

diuji sesuai standar 
42,50% 50,00% 117,65% 7.805.250 7.325.175 93,85% 

5 

Meningkatnya efektivitas penindakan 

kejahatan Obat dan Makanan di wilayah 

kerja Loka POM di Kabupaten Aceh 

Tengah 

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di 

bidang Obat dan Makanan 
84,00% 100,00% 119,05% 79.895.000 79.733.904 99,80% 
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No SASARAN INDIKATOR KINERJA 

VOLUME 
ANGGARAN/REALISASI PER SASARANA 

STRATEGIS 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Pagu Anggaran Realisasi 

Capaian 

(%) 

6 

Terwujudnya tata kelola pemerintahan 

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah 

yang optimal 

Persentase implementasi rencana aksi Reformasi 

Birokrasi di Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah 
100,00% 100,00% 100,00% 11.718.000 11.482.680 97,99% 

Persentase dokumen ketatausahaan yang 

dilaporkan tepat waktu di Loka POM di Kabupaten 

Aceh Tengah 

100,00% 100,00% 100,00% 29.295.000 28.706.701 97,99% 

Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan 

capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang 

disusun tepat waktu 

100,00% 100,00% 100,00% 17.577.000 17.224.020 97,99% 

7 

Terwujudnya SDM Loka POM di 

Kabupaten Aceh Tengah yang berkinerja 

optimal 

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di 

Kabupaten Aceh Tengah 
77,00% 86,67% 112,56% 145.998.000 144.736.888 99,14% 

8 

Terkelolanya Keuangan Loka POM di 

Kabupaten Aceh Tengah secara 

Akuntabel 

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka 

POM di Kabupaten Aceh Tengah 
96,00% 100,00% 104,17% 538.194.000 537.373.460 99,85% 

 JUMLAH    109,61% 1.224.882.000 1.214.455.491 99,15% 
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4.4. SISTEM MANAJEMEN MUTU 

4.4.1. Penerapan Sistem Mutu ISO 9001:2015  

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah menerapkan Manajemen Mutu ISO 9001 

: 2015 dan telah tersertifikasi di tahun 2020 oleh lembaga akreditasi TUV Rheinland. 

Kemudian pada tahun 2021 telah mengikuti Audit Surveilan sistem mutu oleh 

lembaga akreditasi Sucofindo. Sistem manajemen tersebut mencakup struktur 

organisasi, kelembagaan, wewenang, tanggung jawab, program, prosedur, akomodasi 

dan lingkungan, serta sumber daya yang telah didokumentasikan sesuai dengan 

standar yang ditetapkan.  

Tabel 58. Kegiatan terkait penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 

No Kegiatan Pelaksanaan Keterangan 

1 Audit Internal 28 ï 29 April  

2021 

Lead Auditor berasal dari BBPOM Banda 

Aceh dan didampingi oleh 2 orang Auditor 

dari Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah 

Semua temuan telah diperbaiki 

2 Rapat Tinjauan 

Manajemen 

25 Juni 2021 Hasil rapat tinjauan manajemen  

3 Audit Eksternal 

Surveilan 

26 ï 27 Agustus 

2021 

Semua temuan telah diperbaiki 

 

 

                        

 

 

 

Gambar 59. Kegiatan Audit Surveilan QMS 
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Gambar 60. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 
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BAB V 

LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN 
 

5.1. Gambaran Umum 

5.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas 

Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan 

lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang pengawasan Obat dan Makanan, berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Presiden. Pada Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, dijelaskan bahwa UPT BPOM mempunyai tugas teknis 

operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-

masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang menjadi dasar 

pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, salah satunya 

adalah UPT BPOM di Kabupaten Aceh Selatan atau lebih dikenal dengan nama Loka 

POM di Kabupaten Aceh Selatan. Adapun struktur organisasi Loka POM di 

Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut merupakan kedudukan, tugas, dan fungsi Badan POM sesuai dengan 

Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020. 

 

Gambar 61. Struktur organisasi Loka POM 
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5.1.2. Kegiatan Utama  

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) tahun 2020-2024 yang disusun oleh Balai 

Besar POM di Banda Aceh sebagai UPT Pembina Loka POM di Kabupaten Aceh 

Selatan, dilaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan untuk mencapai 

Sasaran Kegiatan yang ada, antara lain : 

1. Pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan 

2. Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan 

3. Penyidikan dan Penindakan Obat dan Makanan 

4. Sertifikasi sarana dan produk Obat dan Makanan 

5. Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) 

Obat dan Makanan 

6. Koordinasi dengan lintas sektor terkait 

7. Layanan informasi Obat dan Makanan 

8. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 

5.1.3. Kegiatan Prioritas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021  

Adapun kegiatan prioritas berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten 

Aceh Selatan tahun 2021 di antaranya : 

 

Tabel 59. Kegiatan prioritas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 

Terwujudnya Obat dan 
Makanan yang memenuhi 
syarat di Lingkup Loka POM di 
Kabupaten Aceh Selatan 

Persentase Obat yang memenuhi syarat 

Persentase Makanan yang memenuhi syarat 

Persentase Obat yang aman dan bermutu 
berdasarkan hasil pengawasan 

Persentase Makanan yang aman dan bermutu 
berdasarkan hasil pengawasan 
 

Meningkatnya efektivitas 
pemeriksaan sarana Obat dan 
Makanan serta pelayanan 
publik di Lingkup Loka POM di 
Kabupaten Aceh Selatan 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil 
inspeksi sarana produksi dan distribusi yang 
dilaksanakan 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil 
inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku 
kepentingan 

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang 
diselesaikan tepat waktu 

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan 
yang memenuhi ketentuan 

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan 
yang memenuhi ketentuan 

Meningkatnya efektivitas Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan 
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komunikasi, informasi, edukasi 
Obat dan Makanan di Lingkup 
Loka POM di Kabupaten Aceh 
Selatan 

Meningkatnya efektivitas 
pemeriksaan produk dan 
pengujian Obat dan Makanan 
di Lingkup Loka POM di 
Kabupaten Aceh Selatan 

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan 
diuji sesuai standar 

Persentase sampel Makanan yang diperiksa 
dan diuji sesuai standar 

Meningkatnya efektivitas 
penindakan kejahatan Obat 
dan Makanan di Lingkup Loka 
POM di Kabupaten Aceh 
Selatan 

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan 
di bidang Obat dan Makanan 

Terwujudnya tata kelola 
pemerintahan Loka POM di 
Kabupaten Aceh Selatan yang 
optimal 

Persentase implementasi rencana aksi 
Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di 
Kabupaten Aceh Selatan 

Persentase dokumen ketatausahaan yang 
dilaporkan tepat waktu 

Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan 
capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang 
disusun tepat waktu 

Terwujudnya SDM Loka POM 
di Kabupaten Aceh Selatan 
yang berkinerja optimal 

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di 
Kabupaten Aceh Selatan 

Terkelolanya Keuangan Loka 
POM di Kabupaten Aceh 
Selatan secara Akuntabel 

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka 
POM di Kabupaten Aceh Selatan 

 

5.2. KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN 

5.2.1. Data Umum Wilayah Kerja  

Cakupan wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yaitu 

Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil. Secara 

topografi, total luas wilayah ketiga Kabupaten/Kota tersebut adalah 8.035,16 Km
2
 

dengan kondisi medan berbukit-bukit dan dikelilingi oleh laut. Secara administratif, 

wilayah tersebut tediri dari 36 kecamatan. Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 

kecamatan, Kota Subulussalam terdiri dari 6 kecamatan, dan Kabupaten Aceh Singkil 

terdiri dari 12 kecamatan dimana 2 kecamatan berada di kepulauan dan harus 

menggunakan transportasi laut. Secara demografi, jumlah penduduk di wilayah 

pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 449.679 jiwa dengan 

mata pencaharian rata-rata penduduk adalah petani, nelayan, dan pedagang (Sumber : 

BPS Aceh Selatan, Subulussalam, dan Aceh Singkil).  
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Waktu tempuh dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berada di Tapaktuan 

ke perbatasan Kabupaten Aceh Selatan ï Kota Subulussalam adalah 3 jam, waktu 

tempuh ke Kota Subulussalam adalah 6 jam, dan waktu tempuh terjauh ke Kabupaten 

Aceh Singkil adalah 11 jam. Dalam menjalankan tugas, pada umumnya petugas Loka 

POM di Kabupaten Aceh Selatan menggunakan transportasi darat, yakni mobil, serta 

menggunakan kapal untuk menyebrang ke wilayah kecamatan Pulau Banyak dan 

Pulau Banyak Baru di Kabupaten Aceh Singkil. 

 

5.2.2. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota  

Di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tidak terdapat sarana 

produksi obat (Industri Farmasi, Industri Bahan Baku Obat, dan Produk Biologi / 

Sarana Khusus), sarana produksi suplemen kesehatan (Industri Farmasi yang 

memproduksi Suplemen Kesehatan, Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi, 

dan Industri Pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan), dan sarana produksi 

kosmetik (Industri Kosmetik, dan Industri Farmasi / Industri Obat Tradisional yang 

memproduksi Kosmetik). 

Sedangkan usarana produksi lain seperti sarana produksi obat tradisional terdiri dari 1 

sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), serta sarana produksi pangan 

sejumlah 33 sarana yang merupakan 2 sarana industri pangan dengan produk izin edar 

BPOM MD dan 27 sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sedangkan sarana 

Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), dan Usaha 

Kecil Obat Tradisional (UKOT) tidak ada di wilayah pengawasan Loka POM di 

Kabupaten Aceh Selatan. Rincian data sarana produksi Obat, Obat Tradisional, 

Suplemen Kesehatan, kosmetik, dan Pangan di wilayah pengawasan Loka POM di 

Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran Laporan 

Tahunan ini. 

 

Jumlah sarana distribusi Obat yang ada di wilayah pengawasan Loka POM di 

Kabupaten Aceh Selatan adalah 182 sarana yang terdiri dari 40 Apotek, 74 Toko 

Obat, 3 Instalasi Farmasi Pemerintah, 3 Rumah Sakit, 45 Puskesmas, dan 17 Klinik. 

Sedangkan Pedagan Besar Farmasi (PBF) tidak ada di wilayah pengawasan Loka 

POM di Kabupaten Aceh Selatan. 
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Di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga terdapat 35 

sarana distribusi Obat Tradisional, 35 sarana distribusi Suplemen Kesehatan, dan 331 

sarana distribusi Kosmetik, sedangkan Klinik Kecantikan tidak terdapat di wilayah 

pengawasan Loka POM Aceh Selatan. Untuk sarana distribusi Pangan terdiri dari 463 

sarana. 

Terdapat juga sekolah yang tersebar di ketiga wilayah Kabupaten/Kota wilayah 

pengawasan Loka POM Aceh Selatan dengan rincian sebagai berikut : 

 

Tabel 60. Data sekolah di wilayah pengawasan Loka POM Aceh Selatan 
Kabupaten / 

Kota 

SD (Sekolah 

Dasar) 

SMP  / 

Sederajat 

SMA / 

Sederajat 

SMK Perguruan 

Tinggi 

Kab. Aceh 

Selatan 

240 83 46 11 2 

Kota 

Subulussalam 

88 36 22 5 1 

Kab. Aceh Singkil 118 46 20 8 2 

 

Sedangkan untuk fasilitas sarana khusus unit tranfusi darah terdapat di ketiga 

kabupaten/kota, yakni : 

 

Tabel 61. Daftar sarana PMI di wilayah pengawasan Loka POM di Kab. Aceh Selatan 

No Nama Sarana Alamat 

1 PMI Aceh Selatan Jl. T. Ben Mahmud, Lhok Ketapang, Tapaktuan, Kab. 

Aceh Selatan, Aceh 23711 

2 PMI Kota Subulussalam Jl. Syeh Hamzah Fansuri (Samping RSUD), 

Subulussalam Barat ï Kec. Simpang Kiri. Telp : 

0627-31666 

3 PMI Aceh Singkil Jl. Singkil ï Subulussalam, Simpang Tugu Desa Pulo 

Sarok, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil 

 

Jumlah sarana distribusi yang ada belum menggambarkan jumlah yang sebenarnya 

dikarenakan jumlah sarana selalu mengalami perkembangan yang dinamis. Sarana 

distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan 

di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2021 

secara rinci dapat dilihat pada lampiran Laporan Tahunan ini. 

5.2.3. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana  

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan saat ini beralamat di Jl. Ahmad Yani Nomor 5 

Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Menempati satu unit bangunan ruko milik 

Pemerintah Daerah, yang memiliki luas bangunan sekitar 96 m
2
, dengan dua lantai 

dan luas halaman hanya sebesar 40 m
2
. Status bangunan tersebut adalah pinjam pakai. 
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Di samping itu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga mendapatkan hibah tanah 

dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan seluas 2.437 m
2
, berada di daerah 

perbukitan yang dikenal dengan nama daerah Puncak Gemilang. Terletak di Gampong 

Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Hibah tanah 

diperoleh pada tanggal 11 Juni 2019 setelah Berita Acara Hibah dengan Nomor 

032/03/Hibah/VI/2019 ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan, Bapak H. Azwir, 

S.Sos dan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh, Bapak Drs. Zulkifli, Apt. 

Selanjutnya dilakukan proses Sertifikasi Tanah tersebut atas nama Pemerintah 

Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan ke Badan Pertanahan 

Nasional (BPN). Sertifikat tanah terbit pada tanggal 12 November 2019 dengan 

Nomor 01.05.07.16.3.00002 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Ismet Zulkarnain, SH dan telah diserahkan ke Badan 

POM RI melalui Balai Besar POM di Banda Aceh. Untuk rencana pembangunan 

kantor permanen, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sudah mengusulkan 

pembangunannya melalui RK-BMN pada tahun 2021. Saat ini, proses pembangunan 

sudah melewati perataan lahan dan akan dilakukan pembangunan lanjutan pada tahun 

2022. 

 

Gambar 62. Kantor sementara Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 
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Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memiliki sebuah rumah dinas yang berstatus 

sewa beralamat di Jalan Mawar Merah Nomor 18, Kelurahan Jambo Apha, 

Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Bangunan ini berupa rumah bulatan 

yang memiliki 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Rumah dinas saat ini ditempati oleh 

Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. 

5.2.4. Sarana Penerangan, Komunikas i, Transportasi, dan Sumber Air  

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan saat ini menggunakan tenaga listrik dari PLN 

dengan kekuatan sebesar 5.500 VA. Untuk mengantisipasi pemadaman listrik, 

terdapat mesin genset dengan kekuatan sebesar 7.000 VA. 

Untuk melakukan komunikasi, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah memiliki 

nomor telepon sekaligus faksimil, dan alamat email. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 63. Tanah hibah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 
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Di samping itu, untuk meningkatkan pelayanan, Loka POM di Kabupaten Aceh 

Selatan juga telah memiliki akun media sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka mempermudah mobilitas petugas Loka POM di Kabupaten Aceh 

Selatan, terdapat 1 unit mobil laboratorium keliling, 2 unit kendaraan roda 4 jenis 

MPV dengan kekuatan 1.300 dan 1.500 CC yang disewakan dari pihak ketiga selama 

satu tahun, dan 1 unit kendaraan roda 2 dengan kekuatan 150 cc. 

Sumber air di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menggunakan air PAM dari 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 

 

5.2.5. Sumber Daya Manusia 

Pada tahun 2021, jumlah PNS dan Pramubakti yang bekerja di Loka POM di 

Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 21 orang yang terdiri dari 14 orang ASN dan 8 

orang PPNPN. Adapun komposisi perbandingan jumlah pegawai menurut jenis 

kelamin yakni 13 orang perempuan dan 8 orang laki-laki. Berdasarkan usia, sebagian 

besar pegawai berada pada rentang usia produktif yakni 20 ï 35 tahun. Mengingat 

beban pekerjaan yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, para 

karyawan dibagi dalam beberapa bidang tugas yakni Pemeriksaan dan Sertifikasi, 

Penindakan, Infokom, dan Administrasi. 

Sedangkan menurut distribusi tingkat pendidikan, pegawai Loka POM di Kabupaten 

Aceh Selatan terdiri dari Profesi Apoteker, Sarjana, Dimploma III, dan SLTA. 
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Adapun pendidikan dan pelatihan yang sudah pernah diikuti selama tahun 2021 

diantaranya pelatihan fungsional berupa Pelatihan Jabatan Fungsional PFM dan 

Pelatihan Pembentukan PFM Pertama, pelatihan manajemen berupa Pelatihan 

Leadership dan Coaching, Pelatihan Pelayanan Publik, dan Capacity Building Agent 

of Change, Pelatihan teknis berupa Pelatihan Teknis KIE Tingkat Pertama, Pelatihan 

Untuk Media Terkait Obat dan Vaksin, Pelatihan Pembentukan PPNS BPOM, 

Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pelatihan Intelijen Dasar, TOT DFI 

(Training of Trainers District Food Inspector), Training Seminar District Food 

Inspektur (DFI), dan Pelatihan Teknis Penilaian Kosmetik dan Dokumen Informasi 

Produk (DIP) Tingkat Kesulitan I, Pelatihan kepemimpinan berupa Pelatihan 

Kepemimpinan Pengawas, serta bimbingan teknis dan workshop lainnya yang dapat 

dilihat lebih lengkap pada Lampiran pada Laporan Tahunan ini. 

5.2.6. Pengujian dan Laboratorium  

Saat ini Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan belum mempunyai laboratorium 

mandiri, sehingga seluruh pengujian sampel dilakukan di BBPOM di Banda Aceh. 

 

5.2.7. Daftar Barang Inventaris Kantor  

Terkait barang inventaris kantor, saat ini Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah 

memiliki beberapa mobiler dalam jumlah yang cukup bagi seluruh staf, namun 

beberapa kondisinya sudah ada yang rusak hingga rusak berat sehingga tidak dapat 

digunakan lagi. Berikut daftar perlengkapan tersebut : 

Gambar 64. Distribusi pendidikan pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 
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Tabel 62. Daftar perlengkapan mobiler Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 
No. Jenis Mobiler Jumlah Kondisi 

1 Meja kerja kayu 21 Baik 

2 Kursi besi / metal 
7 Baik 

4 Rusak 

3 Kursi putar 
2 Baik 

8 Rusak 

4 Filling cabiner besi 1 Baik 

5 Lemari besi / metal 1 Baik 

6 LCD projector / infocus 1 Baik 

7 AC split Panasonic 2 PK 3 Baik 

8 Facsimile 1 Baik 

9 Mesin absensi 1 Baik 

10 Lemari es sharp type SJ-326-GC-SD 1 Baik 

11 Genset yamakoyo GFH 10500LX 1 Baik 

12 Televisi 1 Baik 

13 Speaker portable 1 Baik 

 

Sedangkan alat pengolah data yang ada di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 

hingga saat ini dirasa masih kurang, di mana jumlah komputer yang ada dibandingkan 

dengan jumlah pegawai khususnya PNS mempunyai gap yang besar. Berikut ini 

daftar alat pengolah data yang ada di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. 

 

Tabel 63. Daftar inventaris pengolah data Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 

No. Jenis Alat Pengolah Data Jumlah Kondisi 

1 Komputer 7 Baik 

2 Laptop 4 Baik 

3 Printer 5 Baik 

4 Serial Scanner / Printer 1 Baik 

5 Kamera DSLR 1 Baik 

6 UPS 5 Baik 

 

5.2.8. Sertifikasi / Akreditasi  

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.23.05.17.2307 

Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Mutu (Quality 

Management System) ISO 9001:2015 Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh 

unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib menerapkan 

Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) ISO 9001:2015 Badan 

Pengawas Obat dan Makanan yang disebut dengan QMS BPOM. 

Sebagai wujud komitmen Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk melindungi 

masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan 
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meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku 

kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dalam 

pemerintahan yang bersih, telah dilakukan Audit Sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Tim 

Auditor Internal dari Balai Koordinator yakni Balai Besar POM di Banda Aceh dan 

Auditor Eksternal dari PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo).  

Dari hasil audit yang telah dilaksanakan, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 

berhasil memperoleh Sucofindo International Certification Service No. QSC 01837 

yang menyatakan bahwa Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menerapkan 

sistem manajemen mutu yang memenuhi SNI ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup 

sertifikasi Pengawasan Obat dan Makanan pada Wilayah Kerja Loka POM di 

Kabupaten Aceh Selatan Kode Sektor 34;36. Sertifikat ini berlaku dengan ketentuan 

bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh 

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES. Sertifikat berlaku 

dari 18 November 2021 sampai 17 November 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 65. Sertifikat QMS Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 
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5.2.9. Perjanjian Kerja Sama / MoU  

Pada tanggal 14 Desember 2021 dibentuk suatu kerja sama antara Loka POM di 

Kabupaten Aceh Selatan dengan PT. Pos Indonesia di Aceh Selatan. Perjanjian kerja 

sama ini menggunakan anggaran DIPA Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 

dengan output Perjanjian Kerjasama Penanganan Kiriman Surat dan Barang. Adapun 

implementasi dari kerja sama ini adalah percepatan pengiriman paket kedinasan Loka 

POM di Kabupaten Aceh Selatan, baik berupa barang seperti sampel hingga surat 

kedinasan. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 03 Januari 

2022 hingga 31 Desember 2022. 

5.2.10. Anggaran 

Anggaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2021 berasal 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut 

merupakan bagian dari DIPA Balai Besar POM di Banda Aceh. Hal ini dikarenakan 

Loka POM di Kabupaten belum menjadi Satker Mandiri. Oleh karena itu untuk 

pengadaan barang/jasa pemerintah belum dilakukan sendiri oleh Loka POM di 

Kabupaten Aceh Selatan. Pada tahun 2022 mendatang, Loka POM di Kabupaten Aceh 

Selatan sudah menjadi Satker Mandiri sehingga seluruh anggaran berasal dari DIPA 

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Adapun total pagu anggaran pada tahun 2021 

yakni sebesar Rp 1.725.003.000. 

 

5.3. HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dibentuk dan diresmikan oleh Kepala Badan 

POM, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP, berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 

12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, secara teknis dibina oleh Deputi dan 

secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Struktur organisasi di Loka POM 

berupa kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada 

Kepala Loka POM. Loka POM sebagai perpanjangan tangan Badan POM, dalam 

menjalankan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi 

dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian, 



 

128 

 

pengambilan contoh (sampling) dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, 

penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE), pengaduan 

masyarakat, koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, 

serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Cakupan wilayah pengawasan 

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan meliputi 3 kabupaten/kota di Aceh yaitu 

Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil.  

Adapun target dan capaian kegiatan pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh 

Selatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. 

Tabel 64. Target dan capaian pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 

No. Kegiatan Target Capaian 

1 

Sampel obat, obat bahan alam, 

kosmetik, dan suplemen kesehatan yang 

diperiksa 

340 342 

2 
Sampel makanan yang diperiksa sesuai 

standar 
150 150 

3 
Cakupan pengawasan sarana produksi 

Obat dan Makanan 
34 37 

4 
Cakupan pemeriksaan sarana distribusi 

Obat dan Makanan 
243 243 

5 
Perkara di bidang penyidikan Obat dan 

Makanan 
1 1 

6 Penyampaian informasi 100 orang 140 orang 

 

5.3.1. Pengawasan Mutu, Keamanan, dan Kemanfaatan Obat  

5.3.1.1. Kegiatan Sampling dan Pengujian Obat  

Pada tahun 2021, pengawasan mutu obat dilakukan dengan pengambilan sampling 

obat sebanyak 99 sampel. Kegiatan sampling dilakukan di hulu yaitu Instalasi Farmasi 

Kabupaten/Kota dan di hilir yaitu Puskesmas, Rumah Sakit, Apotek, Toko Obat, dan 

Puskesmas. Sampel-sampel obat tersebut selanjutnya dikirim ke Balai Besar POM di 

Banda Aceh untuk dilakukan pengujian. Sampel Obat dibagi menjadi sampel acak dan 

sampel targeted. Jumlah target sampel acak tahun 2021 adalah sebanyak 78 sampel, 

sedangkan jumlah target sampel Obat targeted adalah sebanyak 19 sampel. Untuk 

capaian sampel Obat acak yang berhasil disampling adalah sebanyak 78 sampel dan 

jumlah capaian sampel Obat targeted yang berhasil disampling adalah sebanyak 21 

sampel. 
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Sedangkan berdasarkan jenis sampel sesuai prioritas sampling, sampel terbagi atas 

jenis sampel JKN, Non JKN, Kasus, Hulu Obat JKN dan Program, serta Ruang 

Lingkup yang evaluasinya dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil dari seluruh sampel Obat target dan acak yang dilakukan pengujian, semua 

sampel memenuhi syarat (MS), baik hasil uji maupun evaluasi label kemasan Obat. 

Untuk hasil rinci kegiatan sampling dan hasil uji Obat dapat dilihat pada Lampiran. 

5.3.1.2. Pengawasan Sarana Produksi Obat  

Di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tidak ada sarana 

produksi Obat sehingga tidak dilakukan pengawasan. 

5.3.1.3. Pengawasan Sarana Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian  

Pada tahun 2021, target pengawasan sarana distribusi dan fasilitas pelayanan 

kefarmasian adalah sejumlah 113 sarana, dan seluruh sarana telah dilakukan 

pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan (100%). Sarana distribusi 

dan fasilitas pelayanan kefarmasian yang diawasi terdiri dari 38 sarana Apotek, 19 

sarana Toko Obat, 3 sarana Instalasi Farmasi Pemerintah, 3 sarana Rumah Sakit, 42 

sarana Puskesmas, dan 8 sarana Klinik. Dari total 113 sarana yang diperiksa, 

diperoleh hasil yakni 76 sarana (67,25%) telah memenuhi ketentuan (MK) dan 37 

sarana (32,74%) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Hasil capaian pemeriksaan 

sarana distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian secara rinci dapat dilihat pada 

Lampiran. 

JKN (100 %) Non JKN
(100 %)

Kasus (100
%)

Hulu obat
JKn dan
Program
(100 %)

Ruang
Lingkup
(100 %)

39 39 

8 9 
2 

39 39 

8 9 
2 

Evaluasi Umum Prioritas Sampling  Obat Loka POM 
di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 

Rencana Tahunan Realisasi

Gambar 66. Evaluasi umum prioritas sampling Obat tahun 2021 
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Pedagang Besar Farmasi (PBF) 

Tidak ada Pedagang Besar Farmasin (PBF) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten 

Aceh Selatan sehingga tidak dilakukan pengawasan. 

Apotek 

Pada tahun 2021, telah dilakukan pengawasan terhadap total 38 sarana Apotek dari 40 

sarana yang ada di seluruh wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh 

Selatan. Dari 38 sarana yang diperiksa, diperoleh hasil 27 (71%) sarana memenuhi 

ketentuan (MK) dan 11 sarana (29%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). 

Jumlah sarana Apotek yang ada di Kabupaten Aceh Selatan adalah 19 sarana dan 18 

sarana telah dilakukan pengawasan. Hasil pengawasan sarana Apotek tersebut adalah 

12 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). 

Sarana Apotek yang ada di Kota Subulussalam adalah sejumlah 9 sarana dan 

kesembilan sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten 

Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Apotek yang telah memenuhi 

ketentuan (MK) adalah sejumlah 7 sarana dan 2 sarana Apotek tidak memenuhi 

ketentuan (TMK). 

Sedangkan di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 12 sarana Apotek, yang mana 11 

diantaranya telah dilakukan pengawasan dan diperoleh hasil 8 sarana memenuhi 

ketentuan (MK) dan 3 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Penetapan sarana 

tidak memenuhi ketentuan (TMK) berdasarkan ketidaksesuaian terhadap pengadaan, 

penyerahan, administrasi, perizinan maupun temuan sistemik. Berikut perbandingan 

hasil pengawasan Sarana Apotek di tiap Kabupaten/Kota wilayah pengawasan Loka 

POM di Kabupaten Aceh Selatan. 

 

 

 

 

 

Gambar 67. Perbandingan hasil pengawasan sarana apotek 
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Tindak lanjut atas sarana Apotek yang tidak memenuhi ketentuan adalah berupa surat 

peringatan. Sedangkan untuk sarana yang memenuhi ketentuan namun masih terdapat 

beberapa temuan pada saat dilakukan pengawasan, akan menerima surat tindak lanjut 

berupa pembinaan dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu sarana juga 

diminta membuat CAPA terhadap temuan yang ada di sarana dan mengirimkan 

CAPA tersebut ke kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan waktu 

tenggat 21 Hari Kerja sejak surat tindak lanjut diterima oleh sarana. 

 

 

 

 

 

 

 

Toko Obat 

Pada tahun 2021, telah dilakukan pengawasan terhadap total 19 sarana Toko Obat dari 

74 sarana yang ada di seluruh wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh 

Selatan. Dari 19 sarana yang diperiksa, diperoleh hasil 6 (32%) sarana memenuhi 

ketentuan (MK) dan 13 sarana (68%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). 

 

 

 

 

 

 

 

MK = 71% 

TMK = 29% 

Sarana yang diperiksa : 

TMK = 
68% 

MK = 32% 

Gambar 68. Hasil pengawasan sarana apotek 

Gambar 69. Hasil pengawasan sarana toko obat 
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Jumlah sarana Toko Obat yang ada di Kabupaten Aceh Selatan adalah 40 sarana dan 

10 sarana telah dilakukan pengawasan. Hasil pengawasan sarana Toko Obat tersebut 

adalah 3 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 7 sarana tidak memenuhi ketentuan 

(TMK). 

Sarana Toko Obat yang ada di Kota Subulussalam adalah sejumlah 18 sarana dan 6 

dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh 

Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Toko Obat yang telah memenuhi 

ketentuan (MK) adalah sejumlah 2 sarana dan 4 sarana Toko Obat tidak memenuhi 

ketentuan (TMK). 

Sedangkan di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 16 sarana Toko Obat, yang mana 3 

diantaranya telah dilakukan pengawasan dan diperoleh hasil 1 sarana memenuhi 

ketentuan (MK) dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Penetapan sarana 

tidak memenuhi ketentuan (TMK) berdasarkan ketidaksesuaian terhadap perizinan, 

tidak adanya tenaga teknis sebagai penanggung jawab sarana, dan penyerahan ke 

sarana lain serta pengadaan obat dalam jumlah besar dari distributor. Berikut 

perbandingan hasil pengawasan Sarana Toko Obat di tiap Kabupaten/Kota wilayah 

pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. 
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Gambar 70. Perbandingan hasil pengawasan sarana toko obat 
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Sama dengan sarana Apotek, tindak lanjut atas sarana Toko Obat yang tidak 

memenuhi ketentuan adalah berupa surat peringatan. Sedangkan untuk sarana yang 

memenuhi ketentuan namun masi terdapat beberapa temuan pada saat dilakukan 

pengawasan, akan menerima surat tindak lanjut berupa pembinaan dari Loka POM di 

Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu sarana juga diminta membuat CAPA terhadap 

temuan yang ada di sarana dan mengirimkan CAPA tersebut ke kantor Loka POM di 

Kabupaten Aceh Selatan dengan waktu tenggat 21 Hari Kerja sejak surat tindak lanjut 

diterima oleh sarana. 

Instalasi Farmasi Pemerintah 

Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) Kabupaten/Kota yang ada di wilayah pengawasan 

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah sejumlah 3 sarana. Pada tahun 2021, 

dilakukan pengawasan/pemeriksaan di ketiga sarana IFP Kabupaten/Kota terrsebut. 

Dari hasil pemeriksaan diperoleh bahwa 1 sarana memenuhi ketentuan (MK), yakni 

sarana yang berada di Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan dua sarana yang masing-

masing berada di wilayah Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil tidak 

memenuhi ketentuan (TMK). 

Adapun aspek yang diperiksa pada sarana ini yaitu penerapan CDOB seperti 

penyimpanan obat sesuai suhu yang ditentukan, pengisian kartu stok secara rutin, dan 

monitoring suhu penyimpnan vaksin. Pada tahun 2021 pengawasan sarana IFK 

Kabupaten/Kota difokuskan pada kesiapan sarana dan prasarana IFK terhadap 

program vaksinasi, seperti sarana ï prasarana standar pengelolaan produk rantai 

dingin vaksin yakni chiller dan termometer yang sudah dikalibrasi, vaccine carrier 

sebagai wadah pendistribusian vaksin yang sudah dilakukan validasi suhu, dan 

generator listrik di sarana. 

Rumah Sakit 

Rumah Sakit yang ada di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 

adalah sejumlah 3 sarana. Pada tahun 2021, dilakukan pengawasan/pemeriksaan di 

ketiga sarana Rumah Sakit terrsebut. Dari hasil pemeriksaan diperoleh bahwa 2 sarana 

memenuhi ketentuan (MK), yakni sarana yang berada di Kabupaten Aceh Selatan dan 

Kota Subulussalam. Sedangkan 1 sarana yang Kabupaten Aceh Singkil tidak 

memenuhi ketentuan (TMK). 
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Aspek pengawasan yang dilakukan di Rumah Sakit dimulai dari pengadaan hingga 

pemusnahan obat-obatan. Selain itu, pada tahun 2021 juga difokuskan pada 

pengawasan terkait program vaksinasi Covid-19, seperti pengadaan dan penerimaan 

vaksin, penyimpanan vaksin, serta pemusnahannya. 

Puskesmas 

Pada tahun 2021, telah dilakukan pengawasan terhadap total 42 sarana Puskesmas dari 

45 sarana yang ada di seluruh wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh 

Selatan. Dari 42 sarana yang diperiksa, diperoleh hasil 34 (81%) sarana memenuhi 

ketentuan (MK) dan 8 sarana (19%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). 

Jumlah sarana Puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Selatan adalah 24 sarana dan 

23 sarana telah dilakukan pengawasan. Hasil pengawasan sarana Puskesmas tersebut 

adalah 18 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan 

(TMK). 

Sarana Puskesmas yang ada di Kota Subulussalam adalah sejumlah 9 sarana dan 8 

dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh 

Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Puskesmas yang telah memenuhi 

ketentuan (MK) adalah sejumlah 6 sarana dan 2 sarana Puskesmas tidak memenuhi 

ketentuan (TMK). 

Sedangkan di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 12 sarana Puskesmas, yang mana 11 

diantaranya telah dilakukan pengawasan dan diperoleh hasil 10 sarana memenuhi 

ketentuan (MK) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).  

Pemeriksaan Puskesmas di tahun 2021 berfokus pada persiapan terhadap program 

vaksinasi. Pemeriksaan mencakup kegiatan penerimaan vaksin, penyimpanan vaksin, 

pendistribusian vaksin, kompetensi penanggung jawab vaksin dan vaksinator, 

pendistribusian vaksin, dan pemusnahan vaksin. Dilakukan juga pemeriksaan terhadap 

sarana dan prasarana pendukung vaksinasi seperti ketersediaan chiller dan 

thermometer yang terkalibrasi, generator listrik dan vaccine carrier sebagai alat 

pendistribusian vaksin. 

Beberapa perbaikan yang telah diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 

terhadap Puskesmas terkait program vaksinasi adalah memberikan contoh SOP 
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pengelolaan vaksin yang dapat dicontoh dan disesuaikan oleh pihak sarana Puskesmas 

agar pengelolaan vaksin sesuai dengan standar yang seharusnya. Petugas Loka POM 

di Kabupaten Aceh Selatan juga memberikan edukasi terkait peraturan pengelolaan 

vaksin yang seharusnya dilakukan oleh sarana. 

 

 

 

 

 

 

 

Tindak lanjut atas sarana Puskesmas yang tidak memenuhi ketentuan adalah berupa 

surat peringatan. Sedangkan untuk sarana yang memenuhi ketentuan namun masi 

terdapat beberapa temuan pada saat dilakukan pengawasan, akan menerima surat 

tindak lanjut berupa pembinaan dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu 

sarana juga diminta membuat CAPA terhadap temuan yang ada di sarana dan 

mengirimkan CAPA tersebut ke kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 

dengan waktu tenggat 21 Hari Kerja sejak surat tindak lanjut diterima oleh sarana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Kabupaten Aceh SelatanKota SubulussalamKabupaten Aceh Singkil

MK

MK : 81% 

TMK : 19% 

Gambar 71. Perbandingan hasil pengawasan sarana Puskesmas 

Gambar 72. Hasil pengawasan sarana Puskesmas 
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Klinik 

Jumlah klinik yang ada di wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh 

Selatan adalah sejumlah 17 sarana dan pada tahun 2021 telah dilakukan pengawasan 

terhadap 8 klinik. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa 6 

sarana (75%) telah memenuhi ketentuan (MK) dan 2 sarana (25%) tidak memenuhi 

ketentuan (TMK). 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah sarana Klinik yang ada di Kabupaten Aceh Selatan adalah 8 sarana dan 3 

sarana telah dilakukan pengawasan. Hasil pengawasan sarana Klinik tersebut adalah 3 

sarana memenuhi ketentuan (MK). 

Sarana Klinik yang ada di Kota Subulussalam adalah sejumlah 4 sarana dan 3 dari 

sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh 

Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Klinik yang telah memenuhi 

ketentuan (MK) adalah sejumlah 2 sarana dan 1 sarana Klinik tidak memenuhi 

ketentuan (TMK). 

Sedangkan di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 5 sarana Klinik, yang mana 2 

diantaranya telah dilakukan pengawasan dan diperoleh hasil 1 sarana memenuhi 

ketentuan (MK) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). 

Penetapan sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) berdasarkan ketidaksesuaian 

terhadap perizinan, pengadaan, penyimpanan, penyerahan, administrasi, dan temuan 

sistemik. Setiap sarana yang terdapat temuan pada saat dilakukan pengawasan, akan 

menerima surat tindak lanjut yang berisi temuan serta formulir CAPA yang harus diisi 

MK : 75% 

TMK : 25% 

Jumlah sarana yang 

Gambar 73. Hasil pengawasan sarana klinik 
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dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. CAPA tersebut kemudian dikirim 

kembali ke Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan beserta uraian dan bukti tindakan 

perbaikan yang telah dilakukan oleh sarana dengan timeline 21 Hari Kerja sejak surat 

tindak lanjut diterima. 

Berikut perbandingan hasil pengawasan Sarana Klinik di tiap Kabupaten/Kota 

wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut dokumentasi pada saat melakukan pengawasan terhadap mutu, keamanan, dan 

manfaat obat. 
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Gambar 74. Perbandingan hasil pengawasan sarana klinik 

Gambar 75. Dokumentasi pengawasan obat 



 

138 

 

5.3.1.4. Aksi Pencegahan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat 

Obat merupakan produk yang memiliki manfaat dan resiko yang besar bagi manusia. 

Atas dasar tersebut Badan POM pada tahun 2018 mencanangkan Aksi Pencegahan 

Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat yang disingkat dengan POIPO. Aksi tersebut 

dilaksanakan secara serentak dan kontinu di seluruh wilayah Indonesia. 

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga melaksanakan aksi 

POIPO. Kegiatan POIPO dibagi menjadi 3 strategi, yaitu: 

Strategi Pencegahan 

Dalam Strategi Pencegahan, dilakukan kegiatan berupa Koordinasi dengan Lintas 

Sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Organisasi Profesi di ketiga wilayah kerja Loka POM di Kabupaten 

Aceh Selatan. Pada koordinasi ini dibahas tentang strategi pengawasan peredaran obat 

di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 76. Koordinasi strategi pengawasan peredaran obat 








































































































































































































































